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BA BI

PENDAHULUAN

1.1. L a ta r Belakang

Notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia, untuk kepentingan masyarakat umum dan untuk itu kepadanya oleh 

undang-undang diberikan kepercayaan yang begitu besar.1 Setiap pemberian 

kepercayaan, maka akan terletak suatu beban tanggung jawab di atas bahunya, 

baik itu berdasarkan hukum maupun berdasarkan moral dan etika Kepercayaan 

yang begitu besar tersebut dapat dilihat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”) yang menyebutkan seorang 

notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang- 

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan 

dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, 

memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan 

akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau 

orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, dapat dipahami pentingnya kedudukan 

seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat karena ia bertugas 

menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum perdata, yakni 

menyatakan kepentingan orang-orang yang menghadapnya ke dalam suatu akta 

otentik. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstantir) adalah benar. 

Sehubungan dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tersebut, 

seorang notaris harus selalu menjalankan kewajibannya dengan menjunjung tinggi 

etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut

1 Komar Andasasmita, Notaris I: Peraturan Jabatan, Kode Etik Dan Asosiasi 
Notaris/Notariat, (Daerah Jawa Barat: Ikatan Notaris Indonesia, 1991), hal.255-256.

1
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Interpretasi orang..., Rhea Damara, FH UI, 2009



2

diabaikan oleh seorang notaris maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang 

dilayaninya.

Salah satu kewajiban seorang notaris sehubungan dengan akta-akta yang 

dibuatnya, diatur dalam Pasal 54 UUJN yang menyebutkan notaris hanya dapat 

memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan 

akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, 

ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh 

peraturan perundang-undangan. Pembatasan terhadap pihak-pihak tertentu yang 

dapat diberikan, diperlihatkan, atau diberitahukan isi akta, grosse akta, salinan 

akta atau kutipan akta, menunjukkan bahwa undang-undang tidak 

memperkenankan semua orang untuk dapat melihat atau mengetahui isi akta-akta 

yang dibuat oleh notaris.

Namun terhadap siapa-siapa saja yang dapat disebut sebagai “orang yang 

berkepentingan langsung pada akta” tidak dijelaskan lebih lanjut dalam undang- 

undang. Padahal pengertian yang definitif mengenai orang yang berkepentingan 

langsung pada akta tentulah sangat penting mengingat seorang notaris juga 

diwajibkan oleh undang-undang untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai 

akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta 

sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.2 

Sehingga apabila seorang notaris memberikan salinan akta kepada pihak yang 

tidak dapat disebut sebagai orang yang berkepentingan langsung pada akta, maka 

terhadap notaris yang bersangkutan dapat dipersalahkan telah melanggar UUJN 

dan Kode Etik Notaris.

Definisi adalah suatu penafsiran suatu kata atau istilah yang mengandung 

unsur penting atau esensial kata atau istilah tersebut.3 Esensialia suatu kata ini 

harus ada dalam suatu definisi untuk menentukan apakah suatu tindakan, 

peijanjian atau kejadian memenuhi suatu kata atau istilah yang disebut dalam

2 Indonesia (a), Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 30, LN No. 117 Tahun 2004, 
TLN No. 4432, Pasal 16 ayat (1) hliruf e.

3 Tan Thong Kie, Buku I, Studi Notariat: Serba Serbi Praktek Notaris, Cetakan kedua, 
(Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 153.
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undang-undang.4 Perbedan pengertian atau penafsiran yang berkembang di tengah 

masyarakat mengenai suatu kata atau istilah dalam undang-undang dapat 

menimbulkan perselisihan atau sengketa Dengan tidak adanya pengertian yang 

definitif mengenai siapa yang dapat disebut sebagai orang yang berkepentingan 

langsung pada akta, dapat menyebabkan terjadinya perbedaan pengertian atau 

penafsiran yang berujung pada perselisihan atau sengketa di antara pihak-pihak 

tersebut.

Sengketa yang terjadi sebagai akibat dari perbedaan pengertian atau 

penafsiran atas siapa yang dapat disebut sebagai orang yang berkepentingan 

langsung pada akta dapat dilihat dalam kasus Beckett Pte. Ltd. dengan Notaris 

Ilmiawan D. S., SH..

Gambar 1.1

3 = Gadai 99,95% saham milik PT Swabara dalam PT Asminco; dan

V ' =

Kasus ini bermula dari PT Asminco Bara Utama (“PT Asminco”) yang 

memperoleh fasilitas kredit dari Deutsche Bank berdasarkan Bridge Facility

A Ibid.

Universitas Indonesia
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Agreement (“BFA”). Sehubungan dengan fasilitas kredit yang didapatkan oleh PT 

Asminco, Deutsche Bank mendapat jaminan gadai berupa:5

1. 40% saham milik PT Asminco dalam PT Adaro Indonesia (“PT Adaro”);

2. 40% saham milik PT Asminco dalam PT Indonesia Bulk Terminal (“PT 

IBT”);

3. 99,95% saham milik PT Swabara Mining and Energy (“PT Swabara”) 

dalam PT Asminco; dan

4. 74,2% saham milik Beckett Pte. Ltd. dalam PT Swabara.

Pada saat jatuh tempo PT Asminco tidak dapat melunasi hutangnya sehingga 

dinyatakan tidak mampu membayar. Pihak Deutsche Bank kemudian 

melaksanakan eksekusi gadai atas saham-saham tersebut, termasuk saham milik 

Beckett Pte. Ltd., melalui jual beli di bawah tangan. Pelaksanaan eksekusi gadai 

saham tersebut kemudian dituangkan dalam akta-akta yang dibuat oleh dan di 

hadapan Notaris Ilmiawan D. S., SR Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham 

dan Akta Jual Beli Saham tersebut antara lain:6

1. Terhadap 40% saham milik PT Asminco dalam PT Adaro yang dijual 

kepada PT Dianlia, dibuat:

a  Akta Nomor 17 tanggal 15 Februari 2002; dan 

b. Akta Nomor 18 tanggal 15 Februari 2002.

2. Terhadap 40% saham milik PT Asminco dalam PT IBT yang dijual kepada 

PT Dianlia, dibuat:

a  Akta Nomor 19 tanggal 15 Februari 2002; dan 

b. Akta Nomor 20 tanggal 15 Februari 2002.

3. Terhadap 74,2% saham milik Beckett Pte. Ltd. dalam PT Swabara yang 

dijual kepada PT Mulhendi Sentosa Abadi (“PT M ulhendi”), dibuat:

a  Akta Nomor 21 tanggal 15 Februari 2002; dan 

b. Akta Nomor 22 tanggal 15 Februari 2002.

5 Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor: 01/B/Mj.PPN/2006, 10 November 2006, hal. 
30; “Berbekal Kesepakatan, Eksekusi Bisa dilakukan Tertutup, Eksekusi Gadai Saham”, 
<lTttp:///w\^v.hiikiunoiiline.con]/delail a.st>?id~ i 9154&cHBerii«^. 3 Mei 2008.

6 Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor: 01/LM/III/2006, 22 
Maret 2006, hal. 2; “Ricuh Beckett, Notaris Digugat”, Media Notariat, Edisi 4 Februari (2008), 
hal. 26-29.

Universitas Indonesia
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4. Terhadap 99,95% saham milik PT Swabara dalam PT Asminco yang dijual

kepada PT Akabiliru, dibuat: 

a  Akta Nomor 23 tanggal 15 Februari 2002; dan

b. Akta Nomor 24 tanggal 15 Februari 2002.

Seiring dengan gugatan Beckett Pte. Ltd. terhadap Deutsche Bank di 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (“PN Jakarta Selatan”) atas keberatannya 

terhadap prosedur eksekusi gadai yang dilakukan Deutsche Bank terhadap saham- 

sahamnya dan saham-saham perusahaan afiliasinya, Beckett Pte. Ltd. 

membutuhkan salinan akta dari Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan 

Akta Jual Beli Saham tersebut untuk diajukan sebagai bukti di dalam persidangan.

Namun Notaris II mi awan D. S., SH. menolak memberikan salinan akta dari 

Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham tersebut 

dengan alasan Beckett Pte. Ltd. tidak dapat disebut sebagai orang yang 

berkepentingan langsung pada akta terhadap Akta Berita Acara Eksekusi Gadai 

Saham dan Akta Jual Beli Saham

Berbeda dengan pandangan Notaris Ilmiawan D. S., SH. tersebut, menurut 

Beckett Pte. Ltd. ia dapat disebut sebagai orang yang berkepentingan langsung 

pada akta karena saham-saham yang dieksekusi gadai saham oleh Deutsche Bank 

adalah saham-saham miliknya dan saham-saham milik anak-anak perusahaannya7 

Beckett Pte. Ltd. kemudian melaporkan Notaris Ilimiawan D. S., SH. ke MPW 

DKI Jakarta atas dugaan pelanggaran Pasal 40 Peraturan Jabatan Notaris karena 

telah menolak memberikan salinan akta kepada Beckett Pte. Ltd. MPW DKI 

Jakarta kemudian memutuskan bahwa Beckett Pte. Ltd. berhak atas salinan akta 

dari Akta Jual Beli Saham dan Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham 

mengenai saham-sahamnya dan tidak berhak diberikan salinan akta dari Akta Jual 

Beli Saham dan Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham lainnya yang memuat 

tentang saham-saham anak perusahaannya Notaris Ilmiawan D. S., SH., 

kemudian mengajukan banding karena tidak terima dengan hasil putusan tersebut 

kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPP). Dalam putusannya tanggal 22 

Maret 2006 yang lalu, MPP menyatakan bahwa apa yang ditetapkan oleh

7 Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta, op. c i t hal. 3.
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Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudah benar dan tepat. Dengan kata lain, menurut 

MPP tindakan Notaris Ilmiawan D. S., SH. untuk tidak memberikan salinan akta 

kepada Beckett Pte. Ltd. adalah sudah benar dan memenuhi peraturan perundang- 

undangan yang berlaku.

Dari uraian singkat mengenai Kasus Beckett Pte. Ltd. dengan Notaris 

Ilmiawan D. S., SH. di atas, dapat dilihat bagaimana perbedaan pengertian atau 

penafsiran tentang orang yang berkepentingan langsung pada akta berujung pada 

perselisihan. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang dan uraian permasalahan 

tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji dan membahas 

permasalahan tersebut dalam tesis yang berjudul “Interpretasi “Orang Yang 

Berkepentingan Langsung Pada Akta”: Sebuah Kajian Yuridis Terhadap Kasus 

Beckett Pte. Ltd. vs. Notaris Ilmiawan D. S., SH.”.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan pokok 

permasalahan yakni:

Apakah Beckett Pte. Ltd. merupakan orang yang berkepentingan langsung pada  

akta terhadap Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli 

Saham yang dibuat oleh Notaris Ilmiawan D. S., SH. ?

1.3. Metode Penelitian

Dalam melakukan penyusunan Tesis ini, penulis menggunakan metode 

penelitian hukum normatif. Penulis menggunakan tipe penelitian tersebut karena 

penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan dan menjelaskan berbagai aspek 

hukum, asas hukum, dan sistematika hukum yang terkait dengan gadai saham, 

pihak dalam akta, dan orang yang berkepentingan langsung pada akta, serta 

bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur hal-hal tersebut.

Sehubungan dengan pokok permasalahan yang diajukan, penelitian akan 

dilakukan dengan tipologi penelitian eksplanatoris demi menggambarkan atau

8 Sri Mamudji, et al., Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum , Cet. I, (Jakarta: Badan 
Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 10; Soeijono Soekanto, Pengantar 
Penelitian Hukum, Cet. 3, (Jakarta: UI Press, 2007), hal. 51-52.
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menjelaskan lebih dalam siapa yang dimaksud dengan orang yang berkepentingan 

langsung pada akta9 Penelitian pun akan dilakukan dengan menggunakan satu 

disiplin ilmu (mono disipliner) yaitu disiplin ilmu hukum10

Oleh karena metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 

hukum normatif, maka jenis data yang akan digunakan adalah data sekunder11 

yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian. Data sekunder adalah data 

yang diperoleh langsung dari bahan pustaka, dan sering disebut juga sebagai 

secondary data}2 Oleh karena itu, data sekunder adalah data yang sudah diolah, 

dianalisis, dan siap untuk digunakan. Dalam penelitian ini, data sekunder yang 

digunakan adalah berupa:

1. Bahan hukum primer, yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan 

peraturan perundang-undangan berlaku lainnya terkait dengan pokok 

permasalahan. Bahan hukum primer ini akan digunakan sebagai dasar 

hukum atau landasan hukum mengenai bagaimana mengartikan orang 

yang berkepentingan langsung pada akta secara tepat, khususnya dalam 

kasus Becket Pte. Ltd. dengan Notaris Ilmiawan D. S., SH.;

2. Bahan hukum sekunder, yang mencakup buku-buku cetak, artikel, 

disertasi, tesis, skripsi dan dokumen lainnya termasuk artikel-artikel yang 

didapat melalui internet yang memiliki kaitan dengan pokok 

permasalahan;

3. Bahan hukum tertier, mencakup ensiklopedi dan kamus, baik kamus 

Bahasa Indonesia maupun kamus Bahasa Inggris sebagai sumber referensi 

langsung terhadap istilah-istilah hukum yang ada

9 Ibid., hal. 4.

10 Ibid., hal. 5.

11 Winarmo Surakhmand, Dasar Dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah, 
(Bandung: Tarsito, 1978), hal. 56.

12Soeijono, Soekanto, op. cit.t hal. 12.
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Data-data yang diperoleh akan diolah, dianalisis dan dipresentasikan dengan 

menggunakan pendekatan secara kualitatif yang akan menghasilkan data 

deskriptif analitis1'’ yang kemudian akan digunakan untuk merumuskan 

kesimpulan dan saran dalam penelitian ini.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam Tesis ini terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu sebagai 

berikut:

Bab 1 : Pendahuluan

Merupakan bab pembuka yang menguraikan latar belakang, pokok 

permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan dari Tesis 

ini.

Bab II : Interpretasi Tentang Orang Yang Berkepentingan Langsung Pada 

Akta Dalam Kasus Beckett Pte. Ltd. vs. Notaris Ilmiawan D. S., 

SH.

Bab ini akan terdiri dari dua sub-bab. Sub-bab yang pertama berisi 

landasan terori di mana penulis akan menguraikan teori, konsep dasar 

dan landasan hukum mengenai gadai, saham, akta, dan orang yang 

'oer'Kepentingan langsung pada akta. Sedangkan sub-bab yang kedua 

berisi studi kasus dan analisa yang akan menguraikan kasus Beckett 

Pte. Ltd. dengan Notaris Ilmiawan D. S., SH., putusan MPW  DK.1 

Jakarta, putusan MPP Notaris, dan analisa mengenai siapa yang dapat 

disebut sebagai orang yang berkepentingan langsung pada akta, 

khususnya dalam kasus Beckett Pte. Ltd. dengan Notaris Ilmiawan D.

S., SH. tersebut.

13 Sri Mamudji, elal., op. cit. hal. 67; Soerjono Soekanto, ibid., hal. 250.
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Bab III: Penutup
Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil analisa 

dan interpretasi terhadap pokok permasalahan, dan saran demi 

perkembangan hukum di Indonesia

Universitas Indonesia
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INTERPRETASI TENTANG ORANG YANG BERKEPENTINGAN 

LANGSUNG PADA AKTA DALAM KASUS BECKETT PTE. LTD. VS.

NOTARIS ILMIAWAN D. S., SH.

2.1. T injauan Umum Mengenai Gadai Sebagai Jaminan Kebendaan

Kata “hutang piutang” dalam bahasa sehari-hari maupun sebagai istilah 

hukum menunjuk kepada peijanjian pinjam uang.14 Pada dasarnya suatu hutang 

atau kredit akan diberikan terutama atas dasar integritas atau kepribadian debitur, 

kepribadian yang menimbulkan rasa percaya diri kreditur, bahwa debitur akan 

memenuhi kewajiban pelunasan hutangnya dengan baik Hal ini sesuai dengan 

pengertian dari asal kata kredit, yaitu credere, yang tidak lain berarti kepercayaan. 

Untuk mendapatkan kepercayaan dari kreditur, adanya jaminan dalam suatu 

hubungan hutang piutang adalah faktor yang sangat penting untuk terealisasinya 

perbuatan hukum tersebut. Salah satu bentuk jaminan yang kerap digunakan 

dalam perkreditan adalah jaminan gadai.

2.1.1. Pengertian Gadai

Istilah gadai berasal dari teijemahan kata pcmd atau vuistpand (bahasa 

Belanda) atau pledge atau pawn (bahasa Inggris). Lembaga jaminan gadai 

diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 1150 -  Pasal 1160 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUH Perdata).

Lembaga jaminan gadai masih banyak dipergunakan di dalam praktik bisnis. 

Kedudukan pemegang jaminan gadai menjadi nilai tersendiri bagi para 

kreditur yang memiliki hak untuk menguasai benda jaminan gadai. Dalam hal

B A B  I I

14 J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, Buku I, 
(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 100.
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ini kreditur merasa terhindar dari itikad buruk pemberi gadai, sebab dalam 

gadai, benda jaminan sama sekali tidak boleh berada dalam penguasaan 

pemberi gadai.15

Pengertian gadai dapat ditemukan dalam Pasal 1150 KUH Perdata yang

berbunyi sebagai berikut:

“Gadai adalah sualu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu 
benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau 
seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si 
berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari benda tersebut secara 
didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan 
kekecualian biaya untuk melelang benda tersebut dan biaya yang telah 
dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah benda itu digadaikan, 
biaya-biaya mana harus didahulukan”

Dari pasal tersebut dapat dikatakan bahwa gadai merupakan perjanjian 

riil, yaitu perjanjian yang disamping kata sepakat diperlukan perbuatan nvata 

(dalam hal ini penyerahan kekuasaan atas benda gadai).16 Penyerahan itu 

dilakukan oleh debitur pemberi gadai dan ditujukan kepada kreditur penerima 

gadai.

Berdasarkan rumusan tersebut pula maka gadai pada dasarnya 

merupakan salah satu hak kebendaan {zakelijk rechi) atas benda bergerak 

milik orang lain dan bertujuan tidak memberi kenikmatan atas benda tersebut 

melainkan untuk memberi jaminan pelunasan hutang orang yang m emberikan 

jaminan tersebut.J7 Dengan demikian benda-benda itu khusus disediakan bagi 

pelunasan hutang si debitur atau pemilik benda. Bahkan gadai memberi hak 

untuk didahulukan dalam pelunasan hutang bagi kreditur tertentu serta 

memberikan wewenang bagi kreditur untuk menjual sendiri benda-benda yang 

dijaminkan.

15 Rachmadi Usma, Hukum Jaminan Keperdataan, Ed. 1, Cct. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2008), hal. 104.

10 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia , Ed. I, Cet. 
ke-3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 93.

17 Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang M emberi 
Jaminan, Jilid II, Cetakan Kedua, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 2005), hal 22.
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Hak gadai tersebut dikategorikan sebagai pengertian hak kebendaan, 

oleh karena melekat pada suatu benda dan akan tetap berada, meskipun 

barangkali milik atas benda tersebut kemudian jatuh ke tangan orang lain.18 

Disamping itu, karena hak kebendaan akan memberikan kekuasaan langsung 

alas suatu benda kekuasaan mana dapat dipertahankan terhadap tiap orang,19 

maka setiap pihak yang berkedudukan sebagai pemegang gadai berhak untuk 

secara hukum mempertahankan hak tersebut kepada pihak lain.

Timbulnya gadai pertama-tama karena dipeijanjikan. Perjanjian tersebut 

dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata dan dipertegas 

dalam Pasal 1133 KUH Perdata yang menyatakan bahwa hak untuk 

didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak-hak istimewa, 

hak gadai dan hak hipotik.

Menurut Pasal 1151 KUH Perdata, peijanjian gadai dibuktikan dengan 

segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian peijanjian pokoknya. Dalam 

kehidupan sehari-hari, peijanjian gadai dapat berupa akta otentik atau akta di 

bawah tangan mengikuti bentuk peijanjian pokoknya.20

Di dalam peijanjian gadai tidak boleh disyaratkan bahwa kreditur akan 

memiliki benda gadai apabila debitur tidak memenuhi kewajiban- 

kewajibannya. Jika ada syarat demikian maka peijanjian gadai batal demi 

hukum.21 Tujuan dari pasal tersebut adalah untuk melindungi kepentingan 

debitur yaitu pihak yang ekonominya jauh lebih lemah dibandingkan dengan 

kreditur. Pada umumnya benda gadai mempunyai nilai yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan nilai hutangnya, dan jika syarat tersebut diperbolehkan 

maka tiap kreditur akan diuntungkan dengan adanya syarat yang demikian.

18 Wiijono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda, (Jakarta: PT 
Pembimbing Masa, 1963), hal. 181.

19 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. ke-13, (Jakarta: PT Intermasa, 1978), hal.
52.

20 M. Bahsan, Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Edisi I, 
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal, 13.

21 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diteijemahkan oleh 
R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 28, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), Pasal 1154.
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2.1.2. Subyek dan Obyek Gadai

Subyek gadai adalah setiap manusia selaku pribadi (natuurlijke persoon) 

dan setiap badan hukum (rechts persoon)22 Menggadaikan termasuk dalam 

tindakan pemilikan yang membawa konsekuensi yang sangat besar, karenanya 

untuk dapat menggadaikan suatu benda, diisyaratkan adanya kewenangan 

bertindak.

Dari perumusan Pasal 1150 K UH Perdata, pada umumnya dalam
• 73perjanjian gadai melibatkan dua pihak yaitu: *

1. Pemberi gadai atau debitur (pandgever)  yaitu pihak yang 

menggadaikan bendanya; dan

2. Penerima gadai atau pemegang gadai atau kreditur (pandnemer) yaitu 

pihak yang menerima gadai.

Benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan gadai adalah harus 

benda bergerak24, sebagaimana diperinci dalam Pasal 1152 ayat (2) dan PasaJ 

1153 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

1. Benda bergerak yang berwujud, misalnya: emas, kendaraan bermotor, 

televisi, arloji dll.

2. Benda bergerak yang tidak berwujud, yang berupa m acam-m acam 

\agYnan, agar mendapatkan pembayaran sejumlah uang, dapat 

digunakan surat-surat piutang. Surat-surat piutang yang dim aksud 

terdiri atas:

a. Surat piutang atas nama (vordering op naam), yaitu surat/akta 

yang di dalamnya nama kreditur disebut dengan jelas tanpa 

tambahan apa-apa, contohnya saham atas nama, deposito 

berjangka.

22 Subekti, op. cit., hal. 31.

23 J. Satrio, op. cit., hal. 89-90.

24 Ibid, hal. 91.

25 Atik Indriyani, Hukum Jaminan Benda-Benda Selain Tanah Sebagai Jaminan Kredit, 
Edisi Pertama, (Jakarta: PT Semesta Asa Bersama, 2008), hal. 32.
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b. Surat piutang atas bawa/kepada pembawa (vordering aan toonder 

atau to bearer), yaitu surat/akta yang di dalamnya nama kreditur 

tidak disebut, atau disebut dengan jelas dalam akta namun 

dengan tambahan kata-kata “atau pembawa”, contohnya cek, 

sertifikat deposito.

c. Surat piutang kepada pengganti/atas tunjuk (vordering van 

order), yaitu surat/akta yang di dalamnya nama kreditur disebut 

dengan jelas dengan tambahan kata-kata “atau pengganti”, 

contohnya wesel.

2.13. Sifat-Sifat Gadai
Gadai sebagai hak jaminan kebendaan, mempunyai sifat umum dan sifat 

khusus. Sifat-sifat gadai antara lain:26

1. Sifat umum gadai:

a. Hak Absolut

Atas sesuatu hak kebendaan seseorang dapat mempunyai suatu 

kedudukan berkuasa (bezit), hak milik (eigendom), hak waris, 

hak pakai hasil, hak pengabdian tanah, hak gadai ataupun hipotik.

b. Droit de suite dan hak menggugat

Apabila benda gadai hilang dari tangan penerima gadai atau 

kecurian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1152 ayat (3) 

KJH Perdata, maka ia berhak menuntutnya kembali sebagaimana 

yang dimaksud dalam Pasal 1977 ayat (2) KUH Perdata Pasal ini 

mencerminkan adanya sifat droit de suite karena hak gadai akan 

terus mengikuti bendanya di tangan siapapun benda tersebut 

berada. Demikian juga di dalamnya terkandung suatu hak 

menggugat karena si penerima gadai berhak menuntut kembali 

benda yang hilang tersebut.

26 Ibid., hal. 34 -3 5 .
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c. Droit de preference

Dalam Pasal 1133 juncto Pasal 1150 KUH Perdata, gadai 

mempunyai sifat yang didahulukan (droit de preference), artinya 

memberikan kekuasaan kepada seorang kreditur untuk 

mengambil pelunasan dari hasil penjualan benda secara 

didahulukan daripada kreditur lainnya

2. Sifat khusus gadai 

a  Accessoir

Yaitu berlakunya hak gadai tergantung pada ada atau tidaknya 

perjanjian pokok atau hutang piutang artinya jika perjanjian 

hutang piutang sah maka perjanjian gadai sebagai perjanjian 

tambahan juga sah dan sebaliknya jika perjanjian hutang piutang 

tidak sah maka perjanjian gadai juga tidak sah. Jika karena satu 

alasan tertentu perjanjian gadai batal, maka perjanjian hutang 

piutang masih tetap berlaku asal dibuat secara sah.

b. Ondelbaar (tidak dapat dibagi-bagi)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1160 KUH Perdata, benda gadai 

tidak dapat dibagi-bagi, sekalipun utangnya di antara para ahli 

waris si berutang atau di antara para ahli waris si berpiutang 

dapat dibagi-bagi. Dengan demikian gadai meliputi seluruh 

bendanya sebagai satu kesatuan, artinya sebagian hak gadai tidak 

menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian hutang.

c. Benda yang digadaikan merupakan jaminan bagi pembayaran 

kembali hutang debitur kepada kreditur. Jadi benda jam inan tidak 

boleh dipakai, dinikmati apalagi dimiliki, kreditur hanya 

berkedudukan sebagai houder bukan burgerlijke bezitter.

d. Benda yang digadaikan dalam kekuasaan kreditur atau penerim a 

gadai sebagai akibat adanya syarat inbezitstellmg.

Syarat inbezitstellmg yang dimaksud dapat disimpulkan dari 

ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1150 dan Pasal 1152 ayat 

(2) KUH Perdata dan merupakan syarat utama untuk sahnya 

suatu perjanjian gadai. Dalam Pasal 1152 ayat (2) dikatakan tidak
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sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap 

dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, ataupun yang 

kembali atas kemauan si berutang.

2.1.4. Terjadinya Gadai
Berdasarkan rumusan Pasal 1150 KUH Perdata di atas dapat diketahui, 

bahwa gadai akan teijadi apabila:

1. Benda gadainya diletakkan di. bawah penguasaan kreditur (pemegang 

gadai), artinya penguasaan benda gadainya dialihkan dari debitur 

(pemberi gadai) kepada kreditur (pemegang gadai). Penguasaan benda 

gadai oleh kreditur (pemegang gadai) tidak menyebabkan benda gadai 

itu beralih atau menjadi milik kreditur (pemegang gadai). Kreditur 

(pemegang gadai) mempunyai hak untuk menahan (hak retentie) benda 

gadai yang diserahkan debitur (pemberi gadai) tersebut sampai hutang 

debitur (pemberi gadai) lunas;

2. Berdasarkan kesepakatan bersama antara debitur dan kreditur, maka 

benda gadai tersebut dapat saja diletakkan di bawah penguasaan pihak 

ketiga, asalkan benda gadai itu tidak lagi (tetap) berada di bawah 

penguasaan debitur (pemberi gadai), artinya benda gadai itu harus 

‘dikeluarkan’ dari penguasaan debitur. Ini merupakan syarat mutlak 

teijadinya hak gadai.

Menurut Pasal 1151 KUH Perdata peijanjian gadai harus dibuktikan 

dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan peijanjian pokoknya.

1. Benda bergerak yang berwujud

Dalam hal benda yang akan digadaikan merupakan benda bergerak 

yang berwujud, maka hak gadai dapat teijadi melalui dua tahap yaitu:27

a. Pada tahap pertama dilakukan peijanjian antara para pihak yang 

berisi kesanggupan kreditur untuk meminjamkan sejumlah uang 

kepada debitur dan kesanggupan debitur untuk menyerahkan

27 Ibid., hal. 37.
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sebuah/sejumlah benda bergerak sebagai jaminan pelunasan 

hutang (pand overeenkomst). Pada tahap ini perjanjian masih 

bersifat konsensual obligcitoir oleh karena baru meletakkan hak- 

hak dan kewajiban-kewajiban para pihak. Undang-undang tidak 

mensyaratkan bentuk tertentu maka peijanjian dapat dilakukan 

secara tertulis artinya dengan akta otentik atau di bawah tangan 

dan dapat juga secara lisan,

b. Tahap kedua diadakan perjanjian kebendaan (zakelijke 

overeenkomst) yaitu kreditur menyerahkan sejumlah uang kepada 

debitur, sedangkan debitur sebagai pemberi gadai menyerahkan 

benda bergerak yang digadaikan kepada kreditur penerima gadai 

(syarat inbezitstelling). Penyerahan secara nyata ini 

mengisyaratkan bahwa secara yuridis gadai lelah terjadi. Jika 

debitur tidak menyerahkan bendanya kepada kreditur m aka 

berdasarkan Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata gadai tersebut 

tidak sah.

2. Benda bergerak tidak berwujud

Jika hetvd^. dlgddwkan adalah benda bergerak yang tidak

berwujud maka tergantung pada bentuk surat piutang yang 

bersangkutan apakah tergolong aan toonder, aan order atau op naam. 

Namun terjadinya hak gadai atas surat piutang yang digadaikan pada 

dasarnya juga dilakukan melalui dua tahap.28

a. Gadai piutang kepada pembawa (vordering aan toonder atau to 

bearer)

Terjadinya gadai piutang kepada pembawa adalah sama dengan 

terjadinya gadai pada benda bergerak yang berwujud yaitu 

melalui tahap-tahap sebagai berikut:

i. Para pihak melakukan peijanjian gadai yang dapat 

dilakukan baik secara tertulis (otentik) m aupun di bawah 

tangan ataupun secara lisan (Pasal 1151 KUH Perdata).

28 Ibid., hal. 38-39.
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ii. Mengacu pada ketentuan Pasal 1152 ayat (1) KUH 

Perdata, hak gadai dilakukan dengan menyerahkan surat 

piutang atas bawa kepada pemegang gadai atau pihak 

ketiga yang disetujui kedua belah pihak (inbezitstelling). 

Surat piutang ini dibuat oleh debitur yang di dalamnya 

menerangkan bahwa debitur mempunyai hutang sejumlah 

uang kepada pemegang surat tersebut. Pemegangnya ini 

berhak menagih kepada debitur sejumlah uang tersebut 

sambil mengembalikan surat yang bersangkutan kepada 

debitur. Contoh: sertifikat deposito.

b. Gadai piutang atas tunjuk iyordering van order).

Terjadinya gadai piutang atas tunjuk dilakukan dengan:

i. Diadakan peijanjian gadai yaitu persetujuan kehendak

untuk mengadakan hak gadai yang dinyatakan para pihak.

ii. Berdasarkan Pasal 1152 bis KUH Perdata, hak gadai

terhadap piutang atas tunjuk dilakukan dengan

endossement atas nama pemegang gadai sekaligus

penyerahan suratnya. Dengan endossement, kreditur 

dimungkinkan melakukan hak-hak yang timbul dari surat 

piutang tersebut, sedangkan pemegang gadai berhak 

menagih menurut hukum sesuai dengan isi surat piutang 

itu.

c. Gadai piutang atas nama (vordering op naam).

Teijadinya gadai piutang atas nama dilakukan dengan:

i. Pada tahap ini pihak debitur dan kreditur mengadakan 

peijanjian gadai yang bentuknya harus tertulis. Seperti 

halnya dalam peijanjian surat piutang lainnya, pada tahap 

ini peijanjian masih bersifat obligaioir dan konsensual.

ii. Menurut Pasal 1153 KUH Perdata, hak gadai alas benda- 

benda bergerak yang tidak bertubuh, kecuali surat-surat 

tunjuk (aan order) dan surat-surat atas bawa (pan order), 

dilakukan dengan pemberitahuan terhadap siapa hak yang

Universitas Indonesia

i
Interpretasi orang..., Rhea Damara, FH UI, 2009



19

digadaikan itu harus dilaksanakan. Tentang 

pemberitahuan serta ijin oleh si pemberi gadai, dapat 

dimintakan suatu bukti tertulis.

2.1.5. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai
Hak-hak pemberi gadai atau debitur antara lain :29

1. Hak untuk meminta kembali benda gadai setelah membayar hutang 

pokok, bunga dan segala biaya untuk menyelamatkan benda gadai 

yang telah dikeluarkan oleh pemegang gadai.

2. Hak untuk menuntut ganti rugi jika pemegang gadai lalai m engurus 

dan menjaga benda gadai sehingga benda gadai rusak.

3. Hak untuk menerima pemberitahuan dari kreditur akan adanya ja tuh  

tempo atas utangnya

4. Hak untuk meminta kelebihan hasil penjualan benda gadai apabila 

harga penjualan benda gadai lebih besar dari nilai pinjaman.

Sedangkan kewajiban pemberi gadai atau debitur antara lain:

1. Berkewajiban melunasi utangnya sesuai yang dipeijanjikan.

2. Membayar biaya-biaya lain atas pinjaman yang telah diterima.

2.1.6. H ak dan Kewajiban Pemegang G adai

Hak-hak dari pemegang gadai menurut KUH Perdata antara lain adalah 

sebagai berikut:30

1. Seorang kreditur dapat melakukan parate executie (eigenmächtige

verkoop) yaitu menjual atas kekuasaan sendiri benda-benda debitur

dalam hal debitur lalai atau wanprestasi. Hal ini tercantum dalam Pasal

1155 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi:

“Apabila oleh para pihak tidak telah dipeijanjikan lain, m aka si 
berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai 
cidera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau,

29 Ibid.x hal. 43.

30 Wiijono Prodjodikoro, op. c//., hal. 185-186.
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atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah 
dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh 
menjual benda gadainya di muka umum menurut kebiasaan- 
kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, 
dengan maksud untuk mengambil pelunasan sejumlah piutangnya 
beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut”

Penjualan oleh kreditur atas benda gadai debitur apabila debitur

wanprestasi adalah untuk mendapatkan pembayaran hutang dari uang

pendapatan penjualan benda yang digadaikan (verhaalsrecht). Hal

mana dapat dilakukan tanpa melalui perantaraan hakim atau

pengadilan atau tanpa melalui suatu titel eksekutorial. Dalam gadai hak

ini diberikan oleh undang-undang, jadi tidak perlu dipeijanjikan.

Menurut Pasal 1155 KUH Perdata penjualan harus dilakukan di

muka umum dan didahului dengan suatu teguran untuk membayar

hutang. Kalau benda gadai berupa benda dagangan atau surat-surat

yang biasanya diperdagangkan dalam pasar bursa, maka penjualan

harus dengan perantaraan dua orang makelar, yaitu orang-orang

pedagang perantara

2. Kreditur berhak menjual benda bergerak milik debitur melalui

perantaraan hakim (rieel executie).

Hal ini tercantum dalam Pasal 1156 KUH Perdata yang berbunyi:

“Bagaimanapun, apabila si berutang atau si pemberi gadai cidera 
janji, si berpiutang dapat menuntut di muka hakim supaya benda 
gadai dijual menurut cara yang ditentukan oleh Hakim untuk 
melunasi hutang beserta bunga dan biaya, ataupun hakim atas 
tuntutan si berpiutang, dapat mengabulkan bahwa benda gadai 
akan tetap pada si berpiutang untuk suatu jumlah yang akan 
ditetapkan dalam putusan hingga sebesar utangnya beserta bunga 
dan biaya”.

Jadi Menurut Pasal 1156 KUH Perdata, dalam rieel executie ini 

kreditur dapat menempuh jalan lain yaitu dengan melakukan tuntutan 

kepada hakim melalui dua cara yaitu:31

31 Atik Indriyani, op. cit, hal. 41.
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a. Atas ijin hakim, agar menetapkan cara bagaimana kreditur harus 

melaksanakan penjualan benda-benda debitur untuk 

mendapatkan pelunasan utangnya ditambah bunga dan biaya- 

biaya lain.

b. Atas ijin hakim, agar menetapkan kreditur tetap memegang atau 

menjadi pemiliki benda gadai sebagai pembayaran hutang, 

seluruhnya atau sebagian. Dalam hal tersebut, maka harga nilai 

dari benda-benda adalah lebih dari sisa hutang dan kelebihan 

tersebut harus dibayar berupa uang tunai oleh si pemegang gadai 

kepada si pemberi gadai.

Dalam melaksanakan hak gadai dengan cara menjual benda gadai, si 

pemegang gadai berhak untuk didahulukan menerima pembayaran 

utangnya sebelum para berpiutang lain (recht van voorrang).

Hal ini ditegaskan oleh Pasal 1150 KUH Perdata yang 

menyebutkan dua pengecualian, yaitu bahwa terdapat 2 (dua) macam 

hutang yang harus dibayar lebih dahulu daripada hutang yang dijamin 

dengan hak gadai, yaitu biaya sita dan pelelangan untuk melaksanakan 

hak gadai serta biaya yang perlu dikeluarkan untuk mempertahankan 

benda gadai dari kemusnahan.

Sesuai dengan bunyi Pasal 1157 ayat (2) KUH Perdata, kreditur berhak 

mendapatkan penggantian dari debitur semua biaya yang berm anfaat 

yang telah dikeluarkan kreditur untuk keselamatan benda gadai.

Dengan kata lain kreditur berhak untuk memperhitungkan biaya- 

biaya yang perlu guna mempertahankan benda gadai.

Sebaliknya apabila benda gadai hilang atau menjadi kurang harga 

nilainya akibat kesalahan si pemegang gadai, maka kerugian tersebut 

harus diganti oleh si pemegang gadai.32 Dalam hal yang digadaikan 

adalah saham-saham dari suatu perseroan terbatas, lalu terdapat 

keraguan mengenai hak-hak yang m elekat pada pemegang saham 

tersebut, terutama hak untuk mengeluarkan suara dalam rapat umum

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk IVetboek), op. cit., Pasal 1157 ayat
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pemegang saham, maka hal ini dapat diantisipasi apabila dalam 

pemberian gadai saham tersebut dilakukan persetujuan khusus yang 

memperkenankan si pemegang gadai mengeluarkan suara dalam rapat 

umum pemegang saham, dengan berdasarkan atas suatu surat kuasa 

dari pemberi gadai kepada pemegang gadai.

5. Kemudian Pasal 1158 KUH Perdata menyatakan, jika suatu piutang 

digadaikan dan piutang itu menghasilkan bunga piutang tersebut untuk 

dibayarkan kepadanya. Jadi si pemegang gadai mempunyai hak untuk 

menagih hutang tersebut.

Apabila hak ini dianggap ada, maka dapat dipersoalkan apakah 

bertentangan dengan ketentuan Pasal 1154 KUH Perdata yang secara 

mutlak tidak memperbolehkan si pemegang gadai untuk memiliki 

benda gadai, sedangkan hak menagih hutang tersebut tidak berbeda 

dengan hak memiliki benda tersebut. Pendapat yang tidak 

memperbolehkan si pemegang gadai menagih hutang tersebut adalah 

kaku, oleh karena menurut pendapat ini pelaksanaan dari hak gadai 

hanya dapat dilakukan secara menjual piutang di muka umum, dengan 

tujuan supaya mendapat pembayaran hutang, jadi praktis sama saja 

dengan penagihan utangnya secara langsung.

6. Kreditur mempunyai hak retensi yaitu hak kreditur untuk menahan 

benda gadai sampai debitur membayar sepenuhnya hutang pokok 

ditambah bunga dan biaya-biaya lainnya yang telah dikeluarkan oleh 

kreditur untuk menjaga keselamatan benda gadai.

Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1159 ayat (1) KUH Perdata yang 

juga menyebutkan selama pemegang gadai tidak melakukan misbruik 

atau memakai secara tidak sesuai dengan maksudnya/sifatnya benda 

gadai tersebut Sedangkan Pasal 1159 ayat (2) KUH Perdata 

memperluas hak menahan tersebut dalam hal terdapat hutang kedua 

dari si berutang yang sudah harus dibayar pada saat hutang pertama 

yang dijamin dengan gadai belum dibayar. Dalam hal ini pemegang 

gadai dapat menahan benda gadai sampai dengan hutang kedua 

tersebut dibayar lunas.
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Kewajiban penerima/pemegang gadai, diatur dalam Pasal 1156 dan Pasal 

1157 KUH Perdata yaitu:33

1. Hanya menguasai benda selaku houder bukan sebagai bezitter serta 

menjaga keselamatannya Dengan demikian kreditur tidak boleh 

menikmati atau memindahtangankan benda-benda yang dijaminkan 

itu.

2. Kreditur wajib memberi tahu debitur bila benda gadai akan dijual 

selambat-lambatnya pada hari berikutnya apabila suatu perhubungan 

pos harian atau suatu perhubungan telegraf, atau jika tidak dapat 

dilakukan diperbolehkan melalui pos yang berangkat pertam a34

3. Kreditur bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya nilai 

benda gadai jika teijadi karena kelalaiannya33

Sebagai imbalan terhadap kewajiban tersebut ia berhak untuk 

memperhitungkan ongkos terhadap pemilik benda Ongkos-ongkos 

yang dapat diperhitungkan adalah ongkos-ongkos yang bermanfaat, 

sekalipun tidak perlu bisa diminta kembali dari pemiliknya. Akan 

tetapi ongkos yang bagaimana yang dianggap bermanfaat dan yang 

bagaimana yang perlu akan bergantung kepada keadaan dan harus 

ditinjau kasus demi kasus.

4. Kreditur wajib mengembalikan benda gadai setelah hutang pokok, 

bunga, biaya atau ongkos untuk penyelamatan benda yang 

bersangkutan telah dibayar lunas.

2.1.7. Berakhirnya Gadai

Hák gadai hápus atáu dápat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:36

33 Wiijono Prodjodikoro, op. cit., hal. 185-186

34 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), op. c//., Pasal 1156 ayat

35 Ibid., Pasal 1157.

36 Atik Indriyani, op. cit, hal. 41.
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1. Karena hapusnya perikatan pokok yang dijamin dengan gadai.37 Hal 

ini sesuai dengan sifat accessoir dari gadai, sehingga apabila perikatan 

pokoknya hapus maka hak gadai juga akan hapus. Perikatan pokok 

hapus karea pelunasan, kompensasi, novasi dan penghapusan hutang.

2. Karena musnahnya benda gadai.

3. Karena percampuran, yaitu hak milik dan hak gadai berada dalam satu

tangan.

4. Apabila benda gadai keluar dari kekuasaan si pemegang gadai dan 

pemegang gadai masih mempunyai hak untuk menuntutnya kembali 

dan kalau berhasil, maka undang-undang menganggap peijanjian 

gadai tersebut tidak pernah putus.38

5. Karena kreditur telah menyalahgunakan benda gadai.39

6. Dengan dilepaskannya benda gadai secara sukarela

2.1.8. Eksekusi Gadai

Transaksi perkreditan yang dilindungi dengàn jaminan ini disebut juga 

sebagai secured transaction.40 Dalam secured transaction, apabila debitur 

lalai memenuhi kewajibannya melunasi piutang kreditur, kreditur terlindungi 

dengan dapat dieksekusinya barang jaminan kepunyaan debitur guna 

pemenuhan pelunasan hutang.

Gadai termasuk jaminan yang memiliki hak didahulukan (droit de 

preference) guna pemenuhan pelunasan hutang. Berdasarkan Pasal 1133 KUH 

Perdata, gadai sama dengan hipotik, artinya dilindungi hak preferen yaitu hak 

didahulukan. Oleh karenanya, pemegang gadai mempunyai hak mengambil 

pelunasan hutang dari benda gadai dengan cara mengesampingkan kreditur 

laia Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, Pasal 1134 KUH Perdata

37 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), op. cit., Pasal 1381.

38 Ibid., Pasal 1152 ayat (3).

39 Ibid., Pasal 1159 ayat (1).

40 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi 
Kedua, Cetakan keempat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 179.
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menempatkan pemegang gadai sebagai kreditur yang lebih tinggi tingkatnya 

dari kreditur konkuren.

Salah satu prinsip pokok gadai diatur dalam Pasal 1152 KUH Perdata,

yaitu:

1. Objek benda bergerak dan piutang

Peijanjian gadai hanya terbatas atas benda bergerak dan piutang, 

sehingga tidak dibenarkan gadai atas benda tidak bergerak yang telah 

diatur secara khusus (untuk objek berupa tanah akan diikat dengan Hak 

Tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, kapal 

di atas 20m3 dan pesawat terbang diikat dengan hipotik berdasarkan 

Bab XXI Buku II KUH Perdata Pasal 1162-1232).

2. Benda gadai mesti berpindah tangan di bawah kekuasaan kreditur 

(pemegang gadai)

Syarat atau asas ini bersifat imperatif yakni benda gadai tidak boleh 

tetap berada di bawah kekuaaan debitur (pemberi gadai), tetapi mesti 

dialihkan ke tangan kreditur. Pelanggaran atas asas ini, yakni 

membiarkan benda gadai tetap berada di dalam kekuasaan debitur, 

mengakibatkan hak gadai menjadi tidak sah. Sehubungan dengan asas 

ini, apabila benda gadai lepas dari kekuasaan pemegang gadai, dengan 

sendirinya menurut hukum hak gadai akan hapus. Namun demikian, 

apabila lepasnya benda gadai tersebut disebabkan dicuri, maka 

berdasarkan Pasal 1977 ayat (2) KUH Perdata pihak yang menguasai 

benda gadai tersebut akan dianggap sebagai pemiliknya

3. Cara meletakkan hak gadai atas surat tunjuk (aan order)

Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 1152 bis KUH Perdata, 

yaitu dengan endosemen dan selanjutnya surat akan diserahkan secara 

fisik kepada pemegang gadai. Dengan endosemen, kreditur 

dimungkinkan melakukan hak-hak yang timbul dari surat berharga 

tersebut. Akan tetapi, dalam hal ini kepemilikan atas surat berharga 

tersebut tidak beralih dan pemegang gadai berhak untuk menagih 

menurut hukum hak atas surat berharga tersebut.

Universitas Indonesia

Interpretasi orang..., Rhea Damara, FH UI, 2009



26

Timbulnya hak pemegang gadai untuk melakukan eksekusi diatur dalam 

Pasal 1155 KUH Perdata, yaitu debitur cidera janji melaksanakan 

kewajibannya dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peijanjian atau 

apabila tenggang waktu pemenuhan kewajiban tidak ditentukan dalam 

peijanjian, debitur dianggap melakukan cidera janji memenuhi kewajiban 

setelah adanya peringatan untuk membayar.

Tata cara eksekusi gadai dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1155 

dan Pasal 1156 KUH Perdata telah ditentukan secara limitatif dan imperatif 

dengan cara dan bentuk tertentu yaitu:

1. Penjualan di muka umum

Penjualan dengan cara umum akan dilakukan menurut kebiasaan 

setempat menurut syarat-syarat yang lazim berlaku.41 Dari hasil 

penjualan, kreditur mengambil hasil pelunasan yang meliputi hutang 

pokok, bunga dan biaya yang timbul dari penjualan. Pasal 1155 pada 

dasarnya juga mengatur penjualan secara ipso juri memberikan hak 

parate executie dengan hak menjual atas kuasa sendiri {rechts van 

eigenmächtige verkoop, the right to seil) objek benda gadai kepada 

pemegang gadai, namun Pasal 1155 KUH Perdata mengatur prinsip- 

prinsip pokok sebagai berikut:

a. Penjualan boida lelang harus dilakukan di muka umum melalui 

lelang (executoriale verkoop);

b. Ketentuan penjualan benda lelang di muka umum bersifat 

“mandat memaksa’' (imperatif mandaat atau mandatory 
instruction) yang diberikan kepada pemegang gadai atau 

kreditur dalam kedudukannya sebagai eigenmächtige verkoop.

«
Dengan hak parate eksekusi, kreditur atau pemegang gadai dapat 

langsung menjual benda gadai seakan-akan menjual benda miliknya 

sendiri. Hak untuk mengambil pelunasan secara parate eksekusi ini 

diberikan kepada kreditur oleh undang-undang, sehingga tidak perlu

41 Wiijono Prodjodikoro, op. c i t hal. 273.
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dipeijanjikan. Hak kreditur ini merupakan resiko debitur sepanjang 

unsur “si berutang atau si pemberi gadai bercidera janji" dan unsur 

“setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar” telah 

terpenuhi.42

Untuk penjualan benda gadai tidak disyaratkan titel eksekutorial. 

Pemegang gadai melaksanakan penjualan tanpa perantaraan 

pengadilan, tanpa perlu minta bantuan juru sita untuk mendahuluinya 

dengan suatu sitaan. Hak pemegang gadai untuk menjual benda gadai 

tanpa titel eksekutorial inilah yang disebut sebagai parate eksekusi. 

Hak ini dikarenakan kreditur tidak perlu suatu titel eksekutorial, tanpa 

perlu perantaraan pengadilan, tanpa butuh bantuan juru sita, maka 

seakan-akan hak eksekusi selalu siap, paraat, di tangan pemegang 

g ad a i . Jad i  pemegang gadai menjual benda gadai seperti menjual 

benda miliknya sendiri berdasarkan hak parate eksekusi.

2. Benda perdagangan dijual di pasar atau efek dijual di bursa

Pasal 1155 ayat (2) KUH Perdata mengatur bahwa penjualan alas 

benda perdagangan atau efek dapat dilakukan dengan cara 

menyimpang dari aturan pokok penjualan di muka umum, yaitu:

a. Penjualan benda-benda perdagangan dapat dilakukan di pasar 

tempat benda-benda tersebut biasa diperdagangkan;

b. Penjualan efek dapat dilakukan di bursa;

c. Syarat penjualan harus dilakukan dengan perantaraan 2 orang 

makelar yang memiliki keahlian dalam melakukan penjualan 

atas benda-benda tersebut.

3. Penjualan menurut cara yang ditentukan hakim

Cara eksekusi ini diatur dalam Pasal 1156 KUH Perdata yang 

mengatur bahwa apabila debitur cidera janji, kreditur dapat menuntut 

kepada hakim agar benda gadai dijual menurut cara yang ditentukan 

hakim atau hakim mengizinkan agar benda gadai tetap berada di

42 J. Sátiro, op. e il, hal. 121.

43 Ibid., hal. 122.
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tangan pemegang gadai atau kreditur, sebagai pelunasan atas jumlah 

yang akan ditentukan oleh hakim dalam putusan sampai meliputi 

hutang pokok, bunga dan biaya.44 Ketentuan ini pun dapat menjadi 

dasar pengecualian dari dilaksanakannya cara penjualan benda 

perdagangan dan efek sebagaimana diatur dalam Pasal 1152 ayat (2) 

KUH Perdata. Dengan demikian, sekiranya pemegang gadai tidak 

menghendaki penjualan benda gadai di muka umum atau penjualan 

benda dagangan atau efek menurut di pasar atau bursa, pemegang 

gadai dapat mengajukan gugatan untuk meminta agar pengadilan 

memutuskan cara penjualan lain yang ditentukan oleh pengadilan.43

Dengan demikian, untuk dapat melaksanakan eksekusi gadai 

dengan penjualan secara privat ini, maka mutlak didapatkannya 

penetapan pengadilan. Dalam penetapan tersebut hakim menentukan 

mengenai adanya persetujuan kreditur atau pemegang gadai dengan 

debitur atau pemberi gadai untuk tidak melakukan eksekusi gadai 

menurut Pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata, cara eksekusi benda gadai 

yang disepakati para pihak, penilaian terhadap nilai benda gadai untuk 

mengetahui nilai benda gadai pada saat eksekusi, dan mengenai sahnya 

eksekusi.46

Dalam hal pengadilan telah mengeluarkan penetapannya, maka 

nyatalah bahwa ada peijanjian gadai yang atas benda gadai yang 

dimaksud telah dapat dieksekusi untuk dapat diambil sebagai 

pelunasan hutang dengan cara penjualan secara privat. Penetapan 

pengadilan ini menjadi dasar pembuatan premisse dalam akta berita 

acara eksekusi benda gadai dan akta jual beli benda gadai.

Kemudian, setelah teijadi jual beli benda gadai secara privat, 

maka diperlukan penetapan pengadilan lanjutan yang menyatakan 

bahwa jual beli benda gadai adalah sah dan mengkonfirmasi nilai dan

44 Wiijono Prodjodikoro, op. cit., hal. 274.

45 Ibid.

46 “Gadai Saham Kembali Menuai Sengketa,”
<Iittp://liukuinonUnc.c<>io/dctail.a.sp?id”I2387&cl~13eri{a>. 8 Maret 2005.
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kepemilikan atas benda gadai yang telah dieksekusi. Penetapan ini 

sangat diperlukan mengingat bahwa tata cara eksekusi benda gadai 

yang dilakukan adalah untuk mengenyampingkan tata cara eksekusi 

gadai melalui parate eksekusi. Setelah mendapatkan penetapan 

pengadilan tersebut, penjualan benda gadai sebagai cara eksekusi 

untuk pengambilan pelunasan hutang tersebut wajib diberitahukan 

kepada debitur atau pemberi gadai.47

Dengan adanya penetapan pengadilan untuk melaksanakan 

eksekusi secara privat dan kemudian dilakukan pemindahan hak 

dengan cara jual beli dengan akta pemindahan hak (dalam hal ini akta 

jual beli) yang disahkan dengan penetapan pengadilan pula, maka telah 

terjadi pemindahan hak atas benda gadai secara sah.

2.2. Tinjauan Umum Mengenai Saham

2.2.1. Pengertian Saham

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (“UUPT") Pasal 31 ayat (1), modal perseroan terbatas 

terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Meskipun demikian, UUPT tidak 

menutup kemungkinan adanya peraturan perundang-undangan di bidang pasar 

modal yang mengatur modal perseroan terbatas terdiri atas saham tanpa nilai 

nominal.48

Pasal 60 ayat (1) UUPT merumuskan pengertian saham sebagai berikut:

“Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaim ana
dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya.”

17 Kitab Undang-undang Ilukum Perdata (Burgerlijk IVetboek), op. c i t Pasal 1156 ayat
(2).

18 Indonesia (b), Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40, L,N No. 106 Tahun 
2007, TLN No. 4756, Pasal 31 ayat (2).
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Salah satu pengertian lain dari saham adalah sebagai wujud konkrit dari

modal perseroan terbatas.49 Selanjutnya penjelasan Pasal 60 ayat (1) UUPT

menyatakan sebagai berikut:

“Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak 
kebendaan kepada pemiliknya. Hak tersebut dapat dipertahankan kepada 
setiap orang.”

Berkaitan dengan rumusan ketentuan di atas, Pasal 52 ayat (1) UUPT 

menyebutkan hak-hak pemilik yang diberikan oleh saham yakni sebagai 

berikut:

1. Hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;

2. Hak untuk menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil 

likuidasi;

3. Hak untuk menjalankan hak-hak lainnya berdasarkan UU ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diperhatikan ciri-ciri saham 

adalah sebagai berikut:

1. Merepresentasikan adanya kepemilikan suatu porsi permegang saham 

dalam perseroan sebagai akibat dari adanya kontribusi pemegang 

saham yang bersangkutan ke dalam perseroan terbatas.50

2. Memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum 

Pemegang Saham suatu perseroan terbatas;

b. Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi 

perseroan terbatas;

c. Menjalankan hak-hak lain yang dapat dilakukan oleh pemegang 

saham perseroan terbatas menurut ketentuan UUPT;

d. Memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya yang dapat 

dipertahankan kepada setiap orang

49 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, (Jakarta: 
Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 55.

50 Bryan A. Gamer, Black’sLaw Dictionary, Eight Edition, (Minnesota: West, Thomson, 
2004), hal. 1408.
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Berbeda pada saat masih berlakunya Undang-Undang N om or 1 Tahun 

1995 tentang Perseroan Terbatas, UUPT mengatur bahwa perseroan terbatas 

hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya sehingga 

tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk.51

Lebih lanjut lagi, Pasal 49 UUPT mengatur sebagai berikut:

“(1) Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang Rupiah;
(2) Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan;
(3) Ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (2) tidak m enutup 

kemungkinan diaturnya pengeluaran saham tanpa nilai nom inal 
dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar m odal.”

Rumusan pasal di atas semakin mempertegas karakteristik saham yang 

harus memiliki nilai nominal yang dicantumkan dalam mata uang Rupiah. 

Namun demikian, hal ini secara hukum dapat disimpangi sejauh diatur secara 

berbeda dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Nilai 

nominal bisa saja tidak sama dengan nilai pasar (harga pasar) dari saham yang 

bersangkutan, karenanya seseorang dapat menjual sahamnya dengan harga di 

atas nilai nominalnya, dimana hal ini sangat bergantung kepada nilai dari 

perusahaan itu sendiri pada saat saham tersebut dijual.52

Pemegang saham akan mendapatkan bukti kepemilikan saham  dari 

saham yang dimilikinya.53 Sedangkan mengenai bentuk dari bukti kepemilikan 

atas saham tersebut, dapat diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar perseroan 

terbatas yang bersangkutan.54

2.2.2. Klasikasi Saham

Ketentuan Pasal 53 UUPT mengatur sebagai berikut:

“(1) Anggaran dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih.

51 Indonesia (a), op. cit., Pasal 48 dan Penjelasan Pasal 48.

52 Munir Fuady, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, (Bandung: PT 
Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 36.

53 Indonesia (a), op. c it, Pasal 51.

54 Ibid.t Penjelasan Pasal 51.
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(2) Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada 
pemegangnya hak yang sama.

(3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, anggaran 
dasar menetapkan salah satu di antaranya sebagai saham biasa

(4) Klasifikasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara 
lain:

a. saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
b. saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota 

Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
c. saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali 

atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
b. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk 

menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham 
klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau 
nonkumulatif;

c. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk 
menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain 
atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.”

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, saham dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Saham dengan hak suara

2. Saham tanpa hak suara

3. Saham dengan hak suara untuk mencalonkan anggota direksi dan/atau 

dewan komisaris;

4. Saham yang setelah jangka waktu tertentu dapat:

a. Ditarik kembali; atau

b. Ditukar dengan klasifikasi saham yang lain

5. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya
a. Pembagian deviden secara kumulatif; atau

b. Pembagian deviden secara non kumulatif

6. Saham yang memberikan lebih dahulu kepada pemegangnya dari

pemegang saham klasifikasi yang lain atas pembagian deviden dan sisa 

kekayaan Perseroan dalam likuidasi.
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2.2.3. Saham Sebagai Benda Bergerak Tak Berwujud

2.2.3.I. Gadai Saham Sebagai Jaminan Kredit

Pokok-pokok ketentuan mengenai gadai sampai saat ini masih

mengacu dan merujuk pada ketentuan gadai secara umum berdasarkan

ketentuan Buku III Bab ke-20 dari KUH Perdata dan belum diatur secara

terperinci dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata, gadai dikenal

sebagai lembaga jaminan yang tertuju pada benda-benda bergerak. Benda

bergerak yang digadaikan tersebut harus diserahkan dan dikuasai serta

disimpan oleh kreditur.55 Dengan demikian, apabila benda tersebut

dikembalikan kepada pemiliknya, maka jaminan gadai menjadi batal.56

Pada awalnya yang dimaksud benda bergerak adalah benda yang

memiViki silat tidak dapat tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk

mengikuti tanah atau bangunan.57 Seiring dengan perkembangan /am an

dan dunia perdagangan, pengertian benda bergerak menjadi luas sam pai

kepada benda bergerak yang tidak berwujud.

Pasal 60 ayat (1) UUPT menyatakan sebagai berikut:

"Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak 
kebendaan kepada pemiliknya Hak tersebut dapat dipertahankan 
kepada setiap orang.”

Ketentuan pasal tersebut di atas memberikan makna bahwa saham

diartikan sebagai benda bergerak dan juga memberikan hak kepem ilikan

kepada pemiliknya. Pengertian saham sebagai benda bergerak ini ju g a

disebutkan dalam Pasal 511 KUH Perdata yang menyebutkan:

“yang dianggap sebagai barang bergerak karena ditentukan undang- 
undang adalah:
... bukti saham atau saham dalam persekutuan perdagangan uang, 
persekutuan perdagangan atau persekutuan perusahaan, sekalipun

55 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2002), hal. 296.

% Retnowolan Sutantio, Kapita Selekta Hukum Ekonomi, (Jakarta: Ikatan Hakim 
Indonesia Cabang Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1995), hal. 140.

57 Subekti, op. cit., hal. 51.
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barang-barang bergerang yang bersangkutan dan perusahaan itu 
milik persekutuan. Bukti saham atau saham ini dipandang sebagai 
benda bergerak, tetapi hanya terhadap masing-masing peserta saja, 
selama persekutuan berjalan...”

Saham termasuk dalam kategori benda bergerak yang tidak berwujud 

karena saham lebih merupakan hak daripada barang dalam arti nyata58 

Saham memiliki hakekat yang memberikan hak tagih bagi pemegangnya 

untuk mendapatkan suatu keuntungan tertentu dan59 merupakan instrumen 

penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam suatu perusahaan. Saham 

juga merupakan surat berharga yang mencantumkan kata saham di 

dalamnya sebagai tanda bukti kepemilikan sebagian dari modal 

perseroan.

Kedudukan saham sebagai objek jaminan telah dikemukakan dalam 

SK Sireksi BI No.: 24/32/Kep/Dir, tanggal 12 Agustus 1991 tentang 

Kredit Kepada Perusahaan Sekuritas dan Kredit Dengan Agunan Saham, 

yang menyebutkan, bank diperkenankan untuk memberikan kredit dengan 

agunan tambahan berupa saham dari perusahaan yang dibiayai dalam 

rangka ekspansi atau akuisisi. Pelaksanaan proses pengikatan gadai saham 

tersebut akan tunduk kepada ketentuan mengenai gadai yang diatur dalam 

KUH Perdata.61

Oleh karena itu, sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran 

dasar perseroan terbatas yang bersangkutan, saham dapat dijadikan objek 

jaminan gadai untuk menjamin pelaksanaan kewajiban pemenuhan hutang 

debitur kepada kreditur.

58 Wahyono Darmabrata dan Ari Wahyudi Hertanto, “Jual Beli Dan Aspek Peralihan Hak 
Milik Suatu Benda (Dalam Konstruksi Gadai Saham)”, Jurnal Hukum & Pembangunan 35:1 
(2005), hal. 50.

59 M. Irsan Nasaruddin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, cetakan 
ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group bekeija sama dengan Lembaga Kajian Pasar Modal
& Keuangan, 2007), hal. 188.

60 Joni Emirzon, Hukum Surat Berharga Dan Perkembangannya Di Indonesia, (Jakarta: 
PT Prenhallindo, 2001), hal 72.

6- Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, (Bandung: CV, Mandar Maju, 2000), hal. 75.
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Telah disebutkan sebelumnya bahwa benda yang digadaikan tersebut 

harus diserahkan dan dikuasai serta disimpan oleh kreditur. Apabila hal 

tersebut tidak dilakukan maka jaminan gadai menjadi tidak sah.62 Dalam 

konsep gadai sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab XX Pasal 1150 -  

1160 KUH Perdata, penyerahan objek gadai ke dalam kekuasaan kreditur 

mengakibatkan adanya pengalihan hak sehingga kreditur atau penerima 

gadai dapat menikmati manfaat dan hasil dari benda yang digadaikan.

Dalam kaitannya dengan saham sebagai objek gadai, saham yang 

bersangkutan harus diserahkan kepada kreditur atau penerima gadai agar 

peijanjian gadai menjadi sah. Akibat diserahkannya saham yang menjadi 

benda jaminan kepada kreditur atau penerima gadai atau pemegang gadai 

maka teijadi penguasaan atas saham yang digadaikan. Hak menguasai 

yang timbul dari adanya pengalihan secara fisik dan yuridis saham yang 

digadaikan memberikan kewenangan bagi kreditur untuk bertindak sebagai 

penguasa atas saham tersebut.

Walaupun teijadi pengalihan secara fisik dan yuridis dari saham- 

saham yang dijadikan benda gadai, perlu diperhatikan hak-hak utama 

selaku pemegang saham yang tidak dialihkan kepada pemegang gadai. 

Hak-hak apa saja yang tidak dialihkan itu diatur dan disepakati oleh 

pemberi gadai dan penerima gadai dalam peijanjian gadai saham.

Menurut Pasal 52 UUPT, hak-hak yang dimiliki oleh pemegang 

saham sebagai konsekuensi atas kepemilikan saham dalam perseroan 

terbatas antara lain sebagai berikut:

1. Hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat 

Umum Pemegang Saham;

2. Hak untuk menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil 

likuidasi;

3. Hak untuk menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT.

62 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), op. cit., Pasal 1152 ayat
(2).
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Lebih lanjut lagi dalam Pasal 60 ayat (4) UUPT disebutkan bahwa 

hak suara atas saham yang dijaminkan dengan gadai tetap berada pada 

pemegang saham. Dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan 

tersebut, para pihak dalam peijanjian gadai saham dapat menentukan hak- 

hak mana saja yang tetap berada pada atau beralih dari pemberi gadai, 

asalkan hak untuk mengeluarkan suara atas saham tetap berada pada 

pemegang saham. Untuk kepentingan pemegang gadai hak suara atas 

saham yang digadaikan dapat diberikan oleh pemegang saham atau 

pemberi gadai pada pemegang gadai dengan suatu kuasa khusus untuk, 

termasuk namun tidak terbatas, untuk hadir dalam rapat umum pemegang 

saham dalam memberikan suara

Penyerahan saham kepada kreditur atau pemegang gadai sebagai 

jaminan pelunasan hutang harus dibedakan dengan pemindahan hak atas 

saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 UUPT. Pasal 56 UUPT 

menentukan pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta 

pemindahan hak. Hal ini tentu saja berbeda dengan penyerahan saham 

sebagai jaminan gadai yang dilakukan dengan akta peijanjian gadai.

Pemindahan hak atas saham karena gadai hanya dapat teijadi bila 

debitur telah dinyatakan wanprestasi sehingga kreditur karena 

kekuasaannya dapat menjual saham yang digadaikan sebagai pelunasan 

piutangnya Karena pengambilan pelunasan piutang oleh kreditur atau 

pemegang gadai dibatasi oleh ketentuan Pasal 1154 ayat (1) KUH Perdata, 

yang menyatakan kreditur tidak dibenarkan memiliki benda yang menjadi 

objek gadai meskipun debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka 

eksekusi benda gadai harus dilakukan dengan tata cara eksekusi yang telah 

disepakati oleh debitur dan kreditur dalam peijanjian gadai.

Penjualan atas saham inilah yang akan menyebabkan teijadinya 

pemindahan hak atas saham dari penjual (kreditur) kepada pembeli saham. 

Pemindahan hak atas saham tersebut dilakukan dengan menuangkannya ke 

dalam akta jual beli saham sebagai bentuk pemindahan hak atas saham.
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2.2.3.2. Hak Milik Dalam Gadai Saham

Terhadap benda bergerak, setiap orang dapat menikmati hak 

kebendaan yang memberikan kenikmatan yang berupa hak milik 

(eigendom) maupun bezit.

Hak milik diatur d\ dalam Pasal 570 KUH Perdata yang
» v »  m k i  tilr

Interpretasi orang..., Rhea Damara, FH UI, 2009



Pasal 574 KUH Perdata menyinggung salah satu akibat dari bezit

terhadap benda tidak berwujud, yakni:

“Pemilik barang berhak menuntut siapa pun juga yang menguasai 
barang itu, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana 
adanya.”

Bezit sendiri terdiri dari bezit benda dan bezit hak. Bezit benda ialah

bezit mengenai benda-benda berwujud, sedangkan bezit hak ialah bezit
terhadap benda-benda tidak berwujud ataupun hak.63

Saham sebagai suatu benda bergerak memberikan hak kebendaan

yang memberikan kenikmatan kepada pemiliknya. Kebendaan yang

dimaksud menurut Pasal 529 KUH Perdata harus dilihat sebagai

keseluruhan benda dilihat secara umum, baik bergerak dan tidak bergerak,

juga berwujud maupun tidak berwujud.

Jika dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka

jelas bahwa saham dapat dimiliki dengan hak milik dan merupakan benda

bergerak yang dapat di bezit.

Cara memperoleh hak milik diatur dalam Pasal 584 KUH Perdata

yang menyatakan:

“Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan 
pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kedaluwarsa, 
dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut 
surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan 
suatu petistiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan 
oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.”

Pasal 1977 KUH Perdata pada dasarnya merupakan pengecualian 

dari ketentuan Pasal 584 KUH Perdata, di mana terhadap benda bergerak, 

bagi siapa yang menguasai benda bergerak terhadap dirinyalah dianggap 

sebagai pemilik benda bergerak tersebut Letak perlindungan hukum 

menurut Pasal 584 KUH Perdata berbeda dengan perlindungan hukum 

menurut Pasal 1977 KUH Perdata yang memberikan perlindungan hukum 

kepada pembeli beritikad baik.

63 Wahyono Darmabrata dan Ari Wahyudi Hertanto, op. cit., hal. 53.
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Dalam kaitannya dengan gadai saham, hak gadai hapus apabila 

saham yang digadaikan keluar dari kekuasaan si kreditur. Apabila barang 

tersebut hilang dari tangan kreditur atau dicuri darinya, si kreditur berhak 

menuntutnya kembali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1977 ayat (2) 

KUH Perdata, sedangkan apabila saham tersebut kembali diperolehnya, 

hak gadai dianggap tidak pemah hilang.64

Lebih lanjut Pasal 1152 ayat (4) KUH Perdata menyatakan, hak tidak 

berkuasanya si pemberi gadai atau debitur untuk bertindak bebas dengan 

saham yang digadaikan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada 

kreditur yang telah menerima saham tersebut dalam gadai, dengan tidak 

mengurangi pihak yang kehilangan atau kecurian barang itu, untuk 

menuntutnya kembali.6S

23 . Tinjauan Umum Mengenal Akta

23.1. Pengertian Akta

Mengenai arti atau definisi dari suatu akta dapat dilihat melalui pendapat

yang diberikan oleh beberapa pakar hukum, diantaranya adalah Prof. Subekti

yang mengatakan:66

“Akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan 
sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu 
ditandatangani”

A. Pitlo berpendapat bahwa:67

“Akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai 
sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa 
surat itu dibuat”

64 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), op. c i t Pasal 1152 ayat
(3).

65 M. Bahsan, op. cit., hal. 14.

66 Subekti, op. cit, hal. 178.

67 Teguh Samudra, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata, cet. 2 (Bandung: Alumni, 
2004), hal. 37, sebagaimana mengutip Pitlo, Pembuktian Dan Daluwarsa, cet. 1, (Jakarta: 
Intermasa, 1978), hal. 52.
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Menurut Sudikno Mertokusumo:68

"Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-
peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang
dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.”

Selain pendapat dari pakar hukum-pakar hukum tersebut di atas, 

pengertian akta juga dapat ditemukan dalam Black's Law Dictionary yang 

menyebutkan akta sebagai:69

“ A Something that is done or carried out; an act or action;
2: A written instrument by which land is conveyed;
3. At common law, any instrument that is signed, sealed, and 

delivered and that conveys some interest in property.”

Dari beberapa pengertian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa akta dapat diartikan sebagai suatu surat, dokumen, ataupun alat yang 

menyatakan kebenaran suatu perbuatan hukum yang dituangkan ke dalam 

media secara tertulis.

Dengan demikian akta dapat dipergunakan sebagai suatu bukti sehingga 

dapat menyempurnakan perbuatan hukum seseorang, sebagai tanda, data-data 

ataupun identitas subjek hukum dinyatakan secara tegas di dalam akta dan 

ditandatangani oleh subjek hukum yang bersangkutan, serta telah 

dilakukannya perbuatan hukum antara para pihak yang dinyatakan secara 

tertulis.

Berdasarkan Pasal 1867 KUH Perdata, dapat dikemukakan adanya dua

macam akta yang dikenal, yaitu:

1. Akta Otentik

Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk 
yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat 
umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”

68 Ibid., sebagaimana mengutip dari Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, cet. 1, 
(Yogyakarta: Liberty, 1977), hal. 101.

69 Bryan A. Gamer, op. c iti hal. 444.
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Menurut G.H.S. Lumban Tobing, apabila suatu akla hendak 

memperoleh stempel otentisitas, maka harus memenuhi persyaratan- 

persyaratan sesuai dengan Pasal 1868 KUH Perdata di atas, yaitu:70

a. Akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstciciri) 

seorang pejabat umum;

b. Akta itu harus dalam bentuk yang ditentukan oleh undang- 

undang; dan

c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu harus 

mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. Pejabat umum 

pembuat akta yang dimaksud selain notaris adalah panitera, 

jurusita, pegawai pencatat sipil, hakim, dan lain-lain.

Dari uraian di atas dapat diketahui ada 2 (dua) macam akta 

otentik, yaitu:71

a. Akta relaas atau akta pejabat

Akta yang dibuat “oleh” {door) notaris yang menguraikan secara 

otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang 

dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni notaris 

sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris.

Termasuk di dalam akta relaas ini adalah berita acara rapat 

para pemegang saham dalam perseroan terbatas, akta pencatatan 

budel, dan akta-akta lain yang dibuat oleh notaris dari apa yang ia 

lihat, saksikan, dan alami saat menjalankan jabatannya

b. Akta partij

Akta yang dibuat “di hadapan” (ten overstaari) notaris yang 

berisikan suatu “cerita” dari apa yang terjadi karena perbuatan 

yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan notaris, artinya yang 

diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain tersebut kepada 

notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana

0 GHS Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1992), hal. 48.

71 lbid. hal. 51.
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pihak lain itu sengaja datang di hadapan notaris dan memberikan 

keterangan itu atau melakukan perbuatan itu di hadapan notaris, 

agar keterangan atau perbuatan itu dikonstantir oleh notaris di 

dalam suatu akta otentik.

Termasuk di dalam akta partij ini adalah peijanjian hibah,

peijanjian jual beli, wasiat, kuasa, peijanjian kredit, dan uraian-

uraian lain mengenai keterangan-keterangan dari orang-orang

yang bertindak sebagai pihak-pihak untuk menyatakan

kehendaknya di dalam akta

2. Akta di bawah tangan

Pasal 1869 KUH Perdata menyebutkan:

“Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, 
baik karena tidak berwenangnya atau tidak cakapnya pejabat 
umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam 
bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan 
bila ditandatangani oleh para pihak.”

Dari pasal tersebut di atas dapat diketahui akta di bawah tangan 

adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak 

tanpa bantuan dari seorang pejabat Jadi semata-mata dibuat antara 

para pihak yang berkepentingan. Akta di bawah tangan diatur dalam S. 

1867 Nomor 29 untuk wilayah Jawa dan Madura, sedangkan untuk 

luar wilayah Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 286 -  Pasal 305 

RBg (.Rechtsreglement Buitengewesten), diatur juga pada Pasal 1874 -  

1880 KUH Perdata. Termasuk dalam surat di bawah tangan menurut S. 

1867 Nomor 29 adalah surat-surat daftar (register), catatan rumah 

tangga, dan surat-surat lainnya yang idbuat tanpa bantuan pejabat.

Pengertian akta otentik dan akta di bawah tangan juga dapat ditemukan 

dalam UUJN, yang menyebutkan:

1. Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan
« A

Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN.

72 Indonesia (b), op. c it, Pasal 1 angka 7.
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Bentuk dan tata cara yang dimaksud mengacu pada Bab VII tentang 

Akta Notaris, Pasal 38 -  Pasal 65 UUJN.

2. Akta di bawah tangan adalah akta yang tidak memenuhi bentuk dan 

tata cara menurut UUJN.73

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, perbedaan terbesar antara akta otentik 

dan akta di bawah tangan adalah:74

1. Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti, sedang mengenai tanggal 

dari akta yang dibuat di bawah tangan tidak selalu demikian;

2. Grosse dan akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan 

eksekutorial seperti putusan hakim, sedang akta yang dibuat di bawah 

tangan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;

3. Kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat di bawah tangan lebih 

besar dibandingkan dengan akta otentik.

23.2. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yang sangat penting 

bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari para pihak 

tersebut. Tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memberikan kepastian 

kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa-peristiwa tertentu.75 Untuk dapat 

membuktikan adanya suatu perbuatan hukum, maka diperlukan alat bukti yang 

diakui oleh undang-undang. Menurut Pasal 164 HIR, alat-alat yang dapat 

dijadikan sebagai alat bukti antara lain:

1. Bukti dengan surat (tulisan);

2. Bukti dengan saksi;

3. Persangkaan-persangkaan;

4. Pengakuan;

73 Ibid., Pasal 16 ayat (1) huruf 1, Pasal 16 ayat (7), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 52, dan Pasal
84.

74 GHS Lumban Tobing, op. cit., hal. 54.

75 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi keempat, (Yogyakarta: 
Liberty, 1993), hal. 21.
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5. Sumpah

Sehubungan dengan bahasan dalam Tesis ini dan uraian sebelumnya, 

pembuktian dengan surat (tulisan) dapat dilakukan melalui tulisan yang 

otentik (akta otentik) atau dengan tulisan di bawah tangan (akta di bawah 

tangan).76 Namun berbeda dengan akta di bawah tangan, akta otentik memiliki 

kekuatan pembuktian yang sempurna.77 Kekuatan pembuktian suatu akta 

otentik dibedakan menjadi:78

1. Kekuatan pembuktian lahiriah

Akta otentik memiliki kemampuan dari akta itu sendiri untuk 

membuktikan sendiri keabsahannya sebagai akta otentik (acta publica 

probant sese ipsa). Apabila suatu akta kelihatannya sebagai akta 

otentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya 

sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka akta itu 

terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik, sampai dapat 

dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak otentik

Menurut Pasal 1875 KUH Perdata, kemampuan ini tidak dapat 

diberikan oleh akta di bawah tangan, karena akta di bawah tangan baru 

berlaku sah apabila para pihak yang menandatanganinya mengakui 

kebenaran dari tanda tangannya itu atau apabila dengan cara yang sah 

menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang 

bersangkutan.

2. Kekuatan pembuktian formal

Dengan kekuatan pembuktian formal ini oleh akta otentik dibuktikan, 

bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, 

sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain dari itu 

kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai

76 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), op. cit., Pasal 1867.

77 Ibid.y Pasal 1870.

78 GHS Lumban Tobing, loc. cit.
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yang dilakukan dan disaksikannya di dalam menjalankan jabatannya 

itu.

Pada akta di bawah tangan, kekuatan pembuktian ini hanya 

meliputi kenyataan, bahwa keterangan itu diberikan, apabila tan d a  

tangan itu diakui oleh yang menandatanganinya atau dianggap sebagai 

telah diakui sedemikian menurut hukum

3. Kekuatan pembuktian material

Dalam kekuatan pembuktian ini, tidak hanya kenyataan bahw a adanya 

peristiwa hukum saja, akan tetapi isi dari akta itu dianggap dibuktikan 

sebagai yang benar terhadap setiap orang. Bagi notaris yang m em buat 

akta tersebut, akta itu sebagai tanda bukti pula terhadap dirinya (preuve  

preconstituee).

233. Pengertian Pihak Dalam Akta
Seseorang dapat dengan beberapa cara menjadi pihak dalam  suatu ak ta  

notaris, yakni:79

1. Dengan kehadiran sendiri (in persoon)

Bahwa yang berkepentingan, hadir dan bertindak untuk diri sendiri 

untuk kepentingannya

2. Melalui atau dengan perantaraan kuasa (door gemachtigde)

Dalam hal tertentu pihak yang berkepentingan dapat m em enuhi 

kepentingannya dengan memberikan kuasa kepada orang lain untuk 

bertindak atas nama dan untuk pihak yang berkepentingan tersebut. 

Dalam hal demikian, maka yang mewakilinya disebut sebagai p ihak  

dalam kedudukan selaku kuasa, sedangkan pihak yang berkepentingan 

yang diwakilinya disebut sebagai pihak melalui atau dengan 

perantaraan kuasa.

3. Dalam jabatan atau kedudukan (in hoedanigheid) m isalnya sebagai 

wali, kurator atau pelaksana wasiat

*/*«4 ,h aL  148.
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Teijadi apabila seseorang menyatakan, bahwa ia bertindak di dalam 

akta yang bersangkutan bukan untuk dirinya sendiri, akan tetapi untuk 

orang lain atau badan, yakni bukan untuk membela kepentingannya 

sendiri, akan tetapi kepentingan orang lain, seperti anak-anak di bawah 

umur, direksi dari suatu perseroan terbatas, dan sebagainya.

Telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya bahwa akta merupakan 

dokumen, yang dapat dijadikan sebagai alat bukti, yang menyatakan 

kebenaran suatu perbuatan hukum yang dituangkan ke dalam media secara 

tertulis. Salah satu perbuatan hukum yang diuraikan dalam akta dapat berupa 

perikatan antara pihak yang satu dengan pihak yang laia

Dalam kaitannya dengan perikatan tersebut, untuk dapat menjadi pihak 

di dalam akta atau untuk dapat melakukan suatu peijanjian, sangat erat 

kaitannya dengan syarat subyektif yaitu kecakapan pihak yang bersangkutan 

untuk melakukan suatu perikatan yang akan dituangkan ke dalam suatu 

peijanjian.80 Orang-orang yang dianggap tidak cakap hukum antara lain:81

1. Orang-orang yang belum dewasa yakni mereka yang belum mencapai 

umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;82 dan

2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;

3. Perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan 

pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah 

melarang membuat peijanjian-peijanjian tertentu.

Namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 

tanggal 5 September 1963, orang-orang perempuan tidak lagi 

digolongkan sebagai yang tidak cakap. Mereka berwenang melakukan 

perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya

80 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ßurgerlijk Wetboek), op. c i t Pasal 1320.

8‘ Ibid., Pasal 1330.

82 Ibid., Pasal 330.
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Dalam kaitannya dengan akta, perlu diperhatikan hubungan antara pihak 

di dalam akta dengan penghadap di dalam akta. Menurut GHS Lumban 

Tobing, perkataan “penghadap” harus diartikan dalam arti biasa, yakni orang 

yang datang menghadap kepada notaris. Jadi tidak termasuk di dalam 

pengertian tersebut bagi mereka yang diwakili di dalam akta, baik diwakili 

secara lisan maupun secara tertulis, ataupun dalam kedudukan atau jabatan.

Dengan demikian, penghadap di dalam akta sudah tentu merupakan 

pihak di dalam akta yang bersangkutan. Namun seseorang yang menjadi pihak 

di dalam akta belum tentu merupakan penghadap di dalam akta, karena jika  

kedudukan pihak tersebut diwakili oleh seorang kuasa, maka pihak tersebut 

tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang menghadap notaris.

Berdasarkan Pasal 39 UUJN, untuk menjadi penghadap di dalam akta 

harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; 

dan

2. Cakap melakukan perbuatan hukum.

23.4. Pengertian Orang Vang Berkepentingan Langsung Pada Akta

Pasal 54 UUJN menyebutkan:

“Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau 
memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, 
kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta . ahli waris, atau 
orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan 
pemndangundangan. ”

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 UUJN tersebut, hanya orang yang 

berkepentingan langsung pada akta, yang dapat memperoleh salinan ak ta  

Dengan demikian dapat dipahami dengan jelas bahwa undang-undang tidak 

memperkenankan semua orang untuk dapat melihat atau mengetahui isi akta- 

akta yang dibuat oleh notaris. Hal ini sejalan dengan maksud rahasia jabatan  

seorang notaris yang wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang

83 GHS Lumban Tobing, op. cit., hal. 176.
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dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai 

dengan sumpah/janji jabatan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.84

Namun terdapat perkecualian agar pihak ketiga dapat memperoleh isi 

akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, yaitu dalam hal untuk 

kepentingan proses peradilan. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, 

penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah 

berwenang untuk:85

1. Mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan 

pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris;

2. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan 

dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam 

penyimpanan notaris.

Perkecualian yang lain dapat ditemukan dalam Pasal 848 Herziene

Indonesisch Reglement (HIR) yang menyebutkan:

“Barangsiapa selama dalam suatu proses hendak memperoleh turunan 
atau kutipan sesuatu akta, di mana ia tidak pernah merupakan pihak, 
harus mengajukan tuntutannya agar diberikan dengan paksa dengan 
suatu akta pengacara kepada pengacara.”

Dengan demikian, hanya dengan pendapat dari hakim, seseorang yang 

bukan pihak dalam akta dapat mempunyai kepentingan pada akta itu, orang 

yang bersangkutan dapat mengajukan tuntutan untuk memberikan kepadanya 

salinan dari akta itu secara paksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 848 HIR.86

Sehubungan dengan orang yang berkepentingan langsung pada akta, 

salah satu peraturan perundang-undangan yang disebut dalam Pasal 54 UUJN 

adalah Pasal 848 HIR. Jadi, orang-orang yang bukan pihak dalam akta 

maupun pihak yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap akta dapat 

memperoleh grosse, kutipan dan/atau salinan akta hanya dengan cara yang 

diatur dalam Pasal 848 HIR.

84 Indonesia (b), op. cit., Pasal 16 ayat (1) huruf e jm cto  Pasal 4 ayat (2).

85 Ibid., Pasal 66.

86 GHS Lumban Tobing, op. cit., hal. 264.
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Mengenai siapa yang dimaksud dengan orang yang berkepentingan 

langsung pada akta, dikenal beberapa pendapat yaitu antara lain:87

1. Menurut Hoge Raad dalam arrestnya tgl 20 Juni 1913 (W .P.N.R. 2278, 

N.J. 1913) menyebutkan bahwa orang yang berkepentingan langsung 

pada akta adalah bukan mereka yang mempunyai kepentingan pada 

akta, akan tetapi mereka yang mempunyai hak atas akta, artinya yang 

mempunyai hubungan hukum dengan akta, yang bersum ber dari 

penugasan yang diberikan kepada notaris untuk m em buat akta itu 

(pandangan sempit);

2. Menurut Libourel, orang yang berkepentingan langsung pada akta, 

tidak terletak pada jawaban atas pertanyaan siapa yang berhak atas 

akta, akan tetapi dalam jawaban atas pertanyaan siapa yang 

mempunyai kepentingan, yakni kepentingan langsung pada akta 

(pendapat luas).

3. Menurut Eggens, orang yang berkepentingan langsung pada akta 

adalah mereka bagi siapa isi akta itu diperuntukkan, m ereka yang 

menjadi pihak pada isi akta, sekalipun mereka tidak ikut sebagai 

penghadap dalam akta yanng bersangkutan Dengan dem ikian bukan 

pihak-pihak dalam akta, akan tetapi pihak-pihak pada akta.

Untuk dapat memahami siapa saja yang dimaksud dengan orang yang 

berkepentingan langsung pada akta, ada baiknya melihat rumusan pasal-pasal 

lain dalam UUJN mengenai daftar akta, dañar klapper, dan rahasia jabatan  

notaris.

Salah satu pasal tersebut adalah Pasal 58 ayat (2) UUJN m engenai daftar

akta (dahulu disebut sebagai repertorium) yang dibuat oleh notaris:

“Dalam daftar akta, Notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat 
oleh atau di hadapannya, baik dalam bentuk m inuta ak ta m aupun 
originali, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang 
ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nom or unit, 
nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang  
bertindak baik untuk dirinva sendiri mauvun sebagai kuasa orans la in ”

87 Ibid., hal. 263.
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Kemudian Pasal 59 ayat (2) UUJN mengenai daftar klapper sebagai

kutipan dari daftar akta, berbunyi:

“Daftar klapper memuat nama semua orang yang menghadap dengan 
menyebutkan, di belakang tiap-tiap nama, sifat, dan nomor akta, atau 
surat yang dicatat dalam daftar akta dan daftar surat di bawah tangan.’*

Pengadaan daftar akta dan daftar klapper untuk akta-akta yang dibuat di 

hadapan notaris sangat perlu, selain untuk memberikan keyakinan tentang 

adanya akta itu dan tanggal akta itu sendiri, juga untuk memudahkan 

pencarian akta Nama-nama yang harus dan dapat dimasukkan dalam daftar- 

daftar tersebut adalah nama dari semua orang yang bertindak sebagai yang 

berkepentingan dalam akta yang dibuat oleh notaris itu, baik yang bertindak 

untuk diri sendiri maupun dengan perantaraan seorang kuasa ataupun 

mewakili orang laia88 Sehingga orang-orang di luar pihak yang 

berkepentingan dalam akta, seperti saksi-saksi pengenal, penteijemah, atau 

orang lain yang ikut menghadap sebagai saksi pada pembuatan akta (makelar 

atau pengacara) tidak perlu dicantumkan di dalam daftar akta atau daftar 

klapper.

Apabila notaris memasukkan nama-nama orang yang tidak 

berkepentingan tersebut ke dalam daftar akta dan selanjutnya dalam daftar 

klapper, maka semua orang yang ditulis namanya tersebut dapat memperoleh 

isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta Hal ini bertentangan 

dengan rahasia jabatan notaris di mana notaris wajib merahasiakan segala 

sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh 

guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali ditentukan 

lain oleh undang-undang.89

Tim Kesatuan Sikap dan Pemahaman Dalam Pelaksanaan Undang- 

Undang Jabatan Notaris (berdasarkan SK PP-INI No.: 333/SK/II/2005, 15 

Februari 2005) -  telah membuat kesepakatan bersama pada tanggal 30 Juni

88 Ibid., hal. 292.

89 Indonesia (b), op. cit, Pasal 16 ayat (1) huruf e.
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2005 mengenai siapa yang dapat disebut sebagai orang yang berkepentingan 

langsung pada akta, yaitu:90

1. Untuk diri sendiri yaitu yang langsung menandatangani dan menjadi 

pihak dalam akta atau yang memperoleh hak atau penggantinya;

2. Untuk pihak yang diwakili dalam akta baik berupa badan maupun 

orang;

3. Penerima kuasa yang menandatangani akta dan dalam kuasanya 

disebut boleh mengambil salinan akta;

4. Pihak yang meminta dibuatkan akta, khususnya untuk akta relaas.

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, yang dimaksud dengan orang yang 

langsung berkepentingan pada akta sebaiknya selalu dikembalikan kepada 

pengertian “pihak” (partij), yakni mereka yang menugaskan kepada notaris 

untuk membuatkan alat bukti notaril. Perkataan pihak dalam hal ini harus 

diartikan sebagai “pihak dalam akta” dan bukan sebagai "pihak pada akta” . 91

2.4. Interpretasi Tentang Orang Yang Berkepentingan Langsung Pada Akta 

Dalam Kasus Beckett Pte. Ltd. vs. Notaris llmiawan D. S., SH.
2.4.1. Kasus Posisi

Kasus ini bermula dari PT Asminco yang memperoleh fasilitas kredit 
dari Deutsche Bank berdasarkan Bridge Facility Agreem ent (“BFA”). 

Sehubungan dengan fasilitas kredit yang didapatkan oleh PT Asminco, 
Deutsche Bank mendapat jaminan gadai berupa:92

1. 40% saham milik PT Asminco dalam PT Adaro;

2. 40% saham milik PT Asminco dalam PT IBT;

3. 99,95% saham milik PT Swabara dalam PT Asminco; dan

4. 74,2% saham milik Beckett Pte. Ltd. dalam PT Swabara

90 Putusan Majelis Pengawas Pusat, op. cir., hal. 21.

91 GHS Lumban Tobing, op. cit.y hal. 268.

92 Supra note 5.
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Pada saat jatuh tempo PT Asminco tidak dapat melunasi hutangnya 

sehingga dinyatakan tidak mampu membayar. Pihak Deutsche Bank kemudian 

melaksanakan eksekusi gadai atas saham-saham tersebut, termasuk saham 

milik Beckett Pte. Ltd., melalui jual beli di bawah tangan Pelaksanaan 

eksekusi gadai saham tersebut kemudian dituangkan dalam akta-akta yang 

dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ilmiawan D. S., SH. yaitu dalam Akta 

Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham. Seiring 

dengan gugatan Beckett Pte. Ltd. terhadap Deutsche Bank di PN Jakarta 

Selatan atas keberatannya terhadap prosedur eksekusi gadai yang dilakukan 

Deutsche Bank terhadap saham-sahamnya dan saham-saham perusahaan 

afiliasinya, Beckett Pte. Ltd. membutuhkan salinan akta dari Akta Berita 

Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham tersebut untuk 

diajukan sebagai bukti di dalam persidangan93

Berikut ini adalah ringkasan singkat mengenai Kasus Beckett Pte. Ltd. 

dengan Notaris Ilmiawan D. S., SH. berdasarkan kronologi waktu:94

1. Tanggal 24 Oktober 1997

Dibuat dan ditandatanganinya BFA antara PT Asminco (debitur) 

dengan Deutsche Bank (kreditur) untuk fasilitas kredit sebesar US$ 

100 juta.

2. Bulan November dan Desember 1997

Sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman dari Deutsche Bank tersebut, 

dibuatlah akta-akta Share Pledge Agreement (Perjanjian Gadai Saham) 

dimana saham-saham yang dijaminkan adalah:

a. 40% saham milik PT Asminco dalam PT Adaro;

b. 40% saham milik PT Asminco dalam PT IBT;

c. 99,95% saham milik PT Swabara dalam PT Asminco; dan

93 Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta, loc. cit..

94 “Gadai Saham Kembali Menuai Sengketa”, loc. cit.\ “Berbekal Kesepakatan, Eksekusi
Bisa dilakukan Tertutup, Eksekusi Gadai Saham”, loc. cit.; “Pengadilan Singapura Tolak Gugatan 
Beckett”, <hrti).7A\,\vw.huktmic»nIinc.com/detail.as-p?id;=17662«fccl=13crita>. 24 September 2007; 
“Pembeli Saham Beritikad Baik Harus Dilindungi”,
<httpr/Avww. hukumonline.coni/deiaii.asp?id"12666&cl~ljerita>. 16 April 2005; “Upaya Hukum 
Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jadi Perdebatan”,
<htt}~>./7ww\v.hnkim\ojiline.com/detail.nsp?id-=i2438&cl~Berita>> 15 Maret 2005.
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d. 74,2% saham milik Beckett Pte. Ltd. dalam PT Swabara 

Dalam Share Pledge Agreement itu disepakati, jika teijadi kelalaian 

dari PT Asminco, Deutsche Bank tanpa memperoleh keputusan 

pengadilan manapun, boleh menjual semua atau sebagian dari agunan 

yang digadaikan dalam lelang (penjualan umum) atau (sejauh 

diperbolehkan undang-undang) secara tertutup alias di bawah tangan.

3. Tanggal 7 November 1997

PT Asminco mendapatkan pencairan pertama atas fasilitas kredit yang 

diberikan oleh Deutsche Bank.

4. Tanggal 7 Agustus 1998

Adalah tanggal jatuh tempo, sebagaimana ditentukan dalam BF A, yang 

dihitung sejak 9 bulan setelah tanggal pencairan pertama fasilitas 

kredit dari Deutsche Bank.

PT Asminco belum dapat membayar lunas h utang-utangnya 

sehingga oleh Deutsche Bank, PT Asminco dinyatakan gagal bayar 

setelah jatuh tempo. Atas pernyataan Deutsche Bank tersebut, PT 

Asminco meminta dilakukannya penjadwalan pembayaran hutang 

hingga tiga tahun berturut-turut.

5. Awal bulan Desember 2001

Setelah melalui dua kali perundingan, yakni pada tanggal 30 Mei 2000 

dan 26 Desember 2000, guna memberikan kesempatan bagi Asminco 

untuk mengupayakan pengembalian hutangnya sampai dengan tanggal

29 Juni 2001, Deutsche Bank menyatakan menolak memberikan 

penjadwalan pembayaran hutang kepada PT Asminco.

6. Tanggal 6 Desember 2001

Deutsche Bank mengajukan penetapan eksekusi gadai saham ke 

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

7. Tanggal 11 Desember 2001

PN Jakarta Selatan mengeluarkan 12 penetapan eksekusi gadai saham, 

bahwa Deutsche Bank dapat melaksanakan eksekusi gadai saham 

dengan melakukan penjualan di bawah tangan, dengan alasan 

permohonan itu sudah sesuai dengan ketentuan KUH Perdata.
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8. Tanggal 15 Februari 2002

Setelah mengantongi 12 penetapan PN Jakarta Selatan, Deutsche Bank 

dan para pembeli saham-saham yang dieksekusi ke hadapan Notaris 

II mi awan D. S., SH. untuk dibuatkan Akta Berita Acara Eksekusi 

Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham yaitu sebagai berikut:

a. Terhadap 40% saham milik PT Asminco dalam PT Adaro yang 

dijual kepada PT Dianlia, dibuat:

i. Akta Nomor 17 tanggal 15 Februari 2002; dan

ii. Akta Nomor 18 tanggal 15 Februari 2002

b. Terhadap 40% saham milik PT Asminco dalam PT IBT yang 

dijual kepada PT Dianlia, dibuat:

i. Akta Nomor 19 tanggal 15 Februari 2002; dan

ii. Akta Nomor 20 tanggal 15 Februari 2002

c. Terhadap 74,2% saham milik Beckett Pte. Ltd. dalam PT 

Swabara yang dijual kepada PT Mulhendi, dibuat:

i. Akta Nomor 21 tanggal 15 Februari 2002; dan

ii. Akta Nomor 22 tanggal 15 Februari 2002

d. Terhadap 99,95% saham milik PT Swabara dalam PT Asminco 

yang dijual kepada PT Akabiliru, dibuat:

i. Akta Nomor 23 tanggal 15 Februari 2002; dan

ii. Akta Nomor 24 tanggal 15 Februari 2002

9. Tanggal 19 Februari 2002

PN Jakarta Selatan mengabulkan permohonan Deutsche Bank yang 

menyatakan sah eksekusi gadai saham pada tanggal 15 Ferbuari 2002. 

Alasannya adalah eksekusi gaai saham telah dilakukan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan para pembeli sebagai 

pemegang saham yang sah dan dengan demikian berhak dan 

berwenang melakukan tindakan dan menikmati segala hak sebagai 

pemegang saham.

10. Tanggal 7 Mei 2003 dan 22 Mei 2003

Sehubungan dengan saham-sahamnya, Beckett Pte. Ltd. melayangkan 

surat kepada Notaris Ilmiawan D. S., SH., meminta salinan resmi atas
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Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham 

untuk dijadikan bukti di dalam persidangan di PN Jakarta Selatan.

Beckett Pte. Ltd. memang sudah memiliki fotokopi Akta Berita 

Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham yang 

dimaksud. Mengenai dokumen-dokumen fotokopi sebagai alat bukti 

sudah lumrah diajukan dalam persidangan. Namun agar fotokopi 

tersebut sah sebagai akta otentik sehingga memiliki kekuatan 

pembuktian yang sempurna maka harus dapat diperlihatkan salinan 

aslinya Demikian penegasan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3609 

K/Pdt/1985 yang menyatakan bukti fotokopi yang tidak pernah 

diajukan atau tidak pemah ada surat aslinya, harus dikesampingkan 

sebagai surat bukti. Penegasan ini menunjuk pada ketentuan Pasal 

1888 KUH Perdata yang menyatakan bahwa kekuatan pembuktian 

suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, apabila akta asli itu ada, 

maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikstisar itu sesuai dengan aslinya 

yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya95

11. Tanggal 22 Mei 2003

Notaris Ilmiawan D. S., SH. menyatakan menolak memberikan salinan 

Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham 

dimaksud dengan alasan bahwa:

a. Deutsche Bank, PT Dianlia, PT Akabiliru, dan PT Mulhendi, 

selaku orang-orang yang berkepentingan langsung pada akta 

tersebut di atas tidak mengizinkannya untuk memberikan salinan 

Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli 

Saham tersebut; dan

b. Beckett Pte. LTd. bukan orang yang berkepentingan langsung 

pada akta sehingga salinan akta hanya dapat diberikan kepada 

orang-orang yang berkepentingan langsung pada akta 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris.

12. Tanggai 25 September 2003

95 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 
Pembuktian dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 588-589.
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Notaris Ilmiawan D. S., SH pada tanggal 25 September 2003 meminta 

petunjuk dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat (“PN Jakarta Barat”) 

mengenai tindakannya yang telah menolak memberikan salinan akta 

Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham 

kepada Beckett Pte. Ltd.

13. Tanggal 16 Oktober 2003

Melalui surat Nomor W7.Db.Hk.04.10.4119/2003, PN Jakarta Barat 

menyatakan tindakan penolakan memberikan salinan akta dari Akta 

Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham yang 

dilakukan oleh Notaris Ilmiawan D. S., SH. adalah sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Jabatan Notaris Pasal 40 serta tidak melanggar 

kaidah dan norma etika profesi notaris.

14. T anggai 4 Maret 2005

Satu dan lain hal sehubungan dengan masih dibutuhkannya salinan 

akta Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli, 

Beckett Pte. Ltd. kembali mengirimkan surat untuk kedua kalinya 

kepada Notaris Ilmiawan D. S., SH. berisi pemberitahuan dan 

peringatan bahwa tindakan Notaris Ilmiawan D. S., SH. adalah 

tindakan yang menghalang-halangi dan atau menunjukan keberpihakan 

dan atau bekeijasama dengan pihak-pihak yang disebut-sebut sebagai 

orang-orang yang berkepentingan langsung pada akta sehingga dapat 

diancam sebagai tindakan yang melanggar UUJN dan Kode Etik 

Notaris. Menurut Beckett Pte. Ltd., ia adalah pihak yang paling 

berkepentingan dalam eksekusi gadai saham miliknya oleh karena itu 

ia berhak atas salinan akta dari Akta Berita Acara Eksekusi Gadai 

Saham dan Akta Jual Beli Saham.

15. Tanggal 7 Maret 2005

Notaris Ilmiawan D. S., SH., membalas surat Beckett Pte. Ltd. tersebut 

dengan tetap menolak memberikan salinan Akta Berita Acara Eksekusi 

Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham yang diminta oleh Beckett Pte. 

Ltd. dengan alasan yang sama, yakni Beckett Pte. Ltd. bukan 

merupakan orang yang berkepentingan langsung pada akta
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Notaris Ilmiawan D. S., SH. juga memperkuat alasannya dengan 

melampirkan fotokopi surat PN Jakarta Barat Nomor:

W7.Db.Hk.04.10.4119/2003 tanggal 16 Oktober 2003.

16. Tanggal 10 Maret 2005

Beckett Pte. Ltd. melaporkan Notaris Ilmiawan D. S., SH. ke Majelis 

Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta (“MPW DKI J a k a r ta ”) untuk 

memohon pemeriksaan terhadap dan menyatakan Notaris Ilmiawan D.

S., SH.:

a. Melanggar Peraturan Jabatan Notaris (S. 1860:3) khususnya

terhadap Sumpah/Janji Jabatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17 dengan tidak menjalankan jabatan secara jujur, seksama, 

mandiri dan tidak berpihak dan Pasal 40 dengan tindakan 

menolak memberikan Akta kepada pihak yang berkepentingan 

(Beckett Pte. Ltd.), atau dengan setelah berlakunya Undang- 

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,

melanggar Pasal 4, Pasal 16 huruf (a), dan Pasal 54;

b. Melanggar Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia khususnya Pasal 3

mengenai Kewajiban yang harus dilaksanakan Notaris dan Pasal

4 mengenai Larangan bagi Notaris.

17. Tanggal 22 Maret 2006

Atas laporan Beckett Pte. Ltd. kepada MPW DKI Jakarta, berdasarkan 

Putusan Nomor: 01/LM/III/2006, MPW DKI Jakarta menyatakan 

Beckett merupakan pihak dalam akta atau pihak yang berkepentingan 

langsung dalam Akta Nomor 21 tanggal 15 Februari 2002 dan Akta 

Nomor 22 tanggal 15 Februari 2002 yang keduanya memuat saham- 

saham Beckett Pte. Ltd.. Sedangkan terhadap akta-akta lain yang 

memuat saham-saham anak perusahannya, Beckett bukan pihak dalam 

akta, sehingga tidak mendapat salinan akta dari:

a. Akta Nomor 17 tanggal 15 Februari 2002;

b. Akta Nomor 18 tanggal 15 Februari 2002;

c. Akta Nomor 19 tanggal 15 Februari 2002;

d. Akta Nomor 20 tanggal 15 Februari 2002;
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e. Akta Nomor 23 tanggal 15 Februari 2002;

f. Akta Nomor 24 tanggal 15 Februari 2002;

18. Tanggal 9 Agustus 2006

Keberatan dengan hasil putusan MPW DKI Jakarta, Notaris Ilmiawan 

D. S., SH. mengajukan banding ke Majelis Pengawas Pusat Notaris 

(“M PP”) yang tercatat dalam register Nomor 

M.01. Banding/VlII/2006.

19. T anggai 10 November 2006

Berdasarkan Putusan Nomor: 01/B/Mj.PPN/2006, MPP membatalkan 

Putusan MPW DKI Jakarta tanggal 22 Maret 2006 Nomor. 

01/LM/III/2006 dan menyatakan sependapat dengan surat PN Jakarta 

Barat Nomor: W7.Db.Hk.04.10.4119/2003, tanggal 16 Oktober 2003. 

Dengan demikian MPP berpendapat bahwa tindakan penolakan 

memberikan salinan akta yang dilakukan oleh Notaris Ilmiawan D. S., 

SH. adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Jabatan Notaris 

serta tidak melanggar kaidah dan norma etika profesi notaris. 

Ketentuan Pasal 40 Peraturan Jabatan Notaris ini sama dengan Pasal 

54 UUJN di mana UUJN merupakan peraturan yang berlaku saat ini, 

menggantikan Peraturan Jabatan Notaris.

2.4.2. Surat Pengadilan Negeri Jakarta Barat Dan Putusan Majelis 

Pengawas Notaris

2.4.2.I. Surat Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Dalam surat Nomor W7.Db.Hk.04.10.4119/2003 tertanggal 16 

Oktober 2003 yang ditujukan kepada Notaris Ilmiawan D. S., SR , 

Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan:

Menjawab surat Saudara tertanggal 25 September 2003, perihal 

sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini kami jelaskan bahwa 

tindakan Saudara dengan tidak memberikan akta-akta yang dimaksud, 

telah sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia Pasal 40, serta 

tidak melanggar kaidah dan norma etika profesi Notaris.
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2.4.2.2. Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta
Terhadap laporan Beckett Pte. Ltd. atas tindakan Notaris Ilmiawah 

Dekrit Supatmo, SH., dalam Putusan Nomor: 01/LM/1II/2006, tertanggal 

22 Maret 2006, Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta memutuskan:

1. Menyatakan Beckett Pte. Ltd. merupakan pihak dalam akta/pihak 

yang berkepentingan langsung dalam Akta Nomor 21, tanggal 15 

Februari 2002 dan Akta Nomor 22, tanggal 15 Februari 2002 yang 

kedua akta tersebut dibuat di hadapan/oleh Ilimiawan Dekrit 

Supatmo, SH. Sedang terhadap akta-akta yang lain sebagai berikut: 

a  AktaNomor 17, tanggal 15 Februari 2002;

b. AktaNomor 18, tanggal 15 Februari 2002;

c. AktaNomor 19, tanggal 15 Februari 2002;

d. Akta Nomor 20, tanggal 15 Februari 2002;

e. A ktaNom or23, tanggal 15 Februari 2002; dan

f. Akta Nomor 24, tanggal 15 Februari 2002,

Beckett Pte. Ltd. bukan pihak dalam akta.

2. Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH. dapat mengeluarkan Salinan Akta 

Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham  

tersebut kepada Beckett Pte. Ltd. yaitu Akta N om or 21, tanggal 15 

Februari 2002 dan AktaNom or 22, tanggal 15 Februari 2002 yang 

kedua akta tersebut dibuat oleh/dihadapan Ilm iaw an D ekrit 

Supatmo, S R  sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang N om or

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2A.23. Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris

Terhadap permohonan banding Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, 
SH. atas putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor 

01/LM/III/2006, tertanggal 10 November 2006, dalam Putusan Nomor: 
01/B/Mj.PPN/2006, Majelis Pengawas Pusat Notaris memutuskan:

1. Majelis Pengawas Pusat berwenang untuk memeriksa permohonan 
dari Pembanding/Terlapor dan Pembanding/Pelapor;
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2. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding/Terlapor dan 

Pembanding/Pelapor dapat diterima;

3. Menyatakan Majelis Pengawas Notaris tidak berwenang untuk 

menfsirkan 'pihak yang berkepentingan7 dalam Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

4. Membatalkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI 

Jakarta tanggal 22 Maret 2006 Nomor 01/LM/1II/2006 dan 

selanjutnya memutuskan sendiri permohonan 

Pembanding/Terlapor dan Pembanding/Pelapor;

5. Majelis Pemeriksa Pusat Notaris sependapat dengan surat 

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 

W7.Db.Hk.04.10.4119/2003, tanggal 16 Oktober 2003, sebagai 

lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap 

Notaris sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris.

2.4.3. Analisis

Pasal 54 UUJN yang menyebutkan notaris hanya dapat memberikah, 

memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau 

kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli 

waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh 

peraturan perundangundangan. Pembatasan terhadap pihak-pihak tertentu 

yang dapat diberikan, diperlihatkan, atau diberitahukan isi akta, grosse akta, 

salinan akta atau kutipan akta, menunjukkan bahwa undang-undang tidak 

memperkenankan semua orang untuk dapat melihat atau mengetahui isi akta- 

akta yang dibuat oleh notaris.

Untuk dapat memahami dengan baik siapa yang dapat disebut sebagai 

orang yang berkepentingan langsung pada akta dalam kasus Beckett Pte. Ltd. 

dengan Notaris llmiawan D. S., SR  ini harus dilihat dari transaksi hutang 

piutang dengan jaminan gadai saham antara PT Asminco dengan Deutsche 

Bank. Saham-saham yang digadaikan sebagai jaminan pelunasan hutang PT 

Asminco antara lain:
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1. 40% saham milik PT Asminco dalam PT Adaro;

2. 40% saham milik PT Asminco dalam PT 1BT;

3. 99,95% saham milik PT Swabara dalam PT Asminco; dan

4. 74,2% saham milik Beckett Pte. Ltd. dalam PT Swabara

Pengertian gadai dapat ditemukan dalam Pasal 1150 KUH Perdata yang

berbunyi sebagai berikut:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu 
benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutane atau 
seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si 
beruiutane itu untuk memambil pelunasan dari benda tersebut secara 
didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya: dengan
kekecualian biaya untuk melelang benda tersebut dan biaya yang telah 
dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah benda itu digadaikan, 
biaya-biaya mana harus didahulukan”.

Dari rumusan pasal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam gadai, 

pemberian jaminan gadai saham harus dilakukan oleh pihak yang berwenang 

untuk melakukannya Dalam hal ini, Beckett Pte. Ltd. selaku pemilik saham 

dalam PT Swabara, memiliki kebebasan dan kuasa (atau dengan kata lain 

berwenang) untuk menjaminkan sahamnya dengan gadai secara sukarela 

kepada Deutsche Bank untuk pelunasan hutang PT Asminco.

Gadai adalah sah apabila benda gadainya diletakkan di bawah 

penguasaan kreditur (pemegang gadai).96 Dengan demikian, saham milik 

Beckett Pte. Ltd. harus diserahkan ke dalam kekuasaan Deutsche Bank agar 

gadai sahamnya sah. Akibat diserahkannya saham yang menjadi benda 

jaminan kepada Deutsche Bank, maka terjadi penguasaan atas saham yang 

digadaikan. Dengan kata lain, Deutsche Bank memiliki hak kebendaan yang 

absolut atas saham-saham itu, yaitu suatu kedudukan berkuasa atas saham- 

saham untuk mengambil pelunasan piutangnya Hak menguasai ini timbul dari 

adanya pengalihan secara fisik dan yuridis saham milik Beckett Pte. Ltd. yang 

digadaikan tersebut. Namun penguasaan benda gadai oleh Deutsche Bank 

tidak menyebabkan benda gadai itu beralih atau menjadi milik Deutsche Bank,

96 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), op. cit.y Pasal 1152.
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sehingga Deutsche Bank tidak dapat memakai, menikmati apalagi memiliki 

saham-saham tersebut

Timbulnya hak Deutsche Bank untuk melakukan eksekusi untuk 

mengambil pelunasan piutangnya adalah pada saat PT Asminco cidera janji 

melaksanakan kewajibannya dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam 

BF A, setelah adanya peringatan untuk membayar.97 Faktanya hingga tanggal 

jatuh tempo, yakni tanggal 7 Agustus 1998, dan setelah diberi peringatan 

untuk membayar, PT Asminco belum dapat membayar lunas -hutangnya 

Deutsche Bank kemudian menyatakan PT Asminco dalam keadaan gagal 

bayar pada tahun 2001.

Dengan telah lalainya PT Asminco membayar hutangnya, Deutsche 

Bank memiliki kewenangan dan kuasa untuk melakukan eksekusi atas saham- 

saham yang digadaikan kepadanya sebagai pelunasan hutang PT Asminco. 

Termasuk yang menjadi objek eksekusi gadai saham tersebut adalah saham- 

saham milik Beckett Pte. Ltd. Meskipun Deutsche Bank bukan pemilik saham 

selayaknya Beckett Pte. Ltd., namun dengan adanya peijanjian gadai saham, 

kedudukan tersebut tidak menghalangi Deutsche Bank untuk dapat menjual 

benda gadai (saham-saham) yang telah memiliki kuasa atas saham-saham 

tersebut. Bahwa hal menjadi tidak berkuasanya Beckett Pte. Ltd., untuk 

bertindak bebas dengan barang gadainya, tidak dapat dipertanggungjawabkan 

kepada Deutsche Bank yang telah menerima barang tersebut dalam gadai.98

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa meskipun Deutsche Bank 

bukan pemilik saham, dengan adanya peijanjian gadai saham, Deutsche Bank 

dapat menjual saham-saham tersebut seakan-akan saham-saham yang 

digadaikan itu adalah miliknya sendiri. Bahwa hal menjadi tidak berkuasanya 

Beckett Pte. Ltd., untuk bertindak bebas dengan sahamnya, tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kepada Deutsche Bank yang telah menerima saham- 

saham tersebut dalam gadai.99

'"ibid., Pasal 1155.

98 Ibid., Pasal 1152 ayat (4).

99 Ibid, Pasal 1152 ayat (4).
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Pelaksanaan eksekusi gadai saham yang dilakukan oleh Deutsche Bank 

tersebut, kemudian dituangkan ke dalam Akta Berita Acara Eksekusi Gadai 

Saham dan Akta Jual Beli Saham yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris 

Ilmiawan D. S., SH., yaitu:

1. Terhadap 40% saham milik PT Asminco dalam PT Adaro yang dijual 

kepada PT Dianlia dibuat:

a  Akta Nomor 17 tanggal 15 Februari 2002; dan

b. Akta Nomor 18 tanggal 15 Februari 2002.

2. Terhadap 40% saham milik PT Asminco dalam PT IBT yang dijual 

kepada PT Dianlia, dibuat:

a  Akta Nomor 19 tanggal 15 Februari 2002; dan

b. Akta Nomor 20 tanggal 15 Februari 2002

3. Terhadap 74,2% saham milik PT Beckett dalam PT Swabara yang 

dijual kepada PT Mulhendi, dibuat:

a  Akta Nomor 21 tanggal 15 Februari 2002; dan

b. Akta Nomor 22 tanggal 15 Februari 2002

4. Terhadap 99,95% saham milik PT Swabara dalam PT Asminco yang 

dijual kepada PT Akabiliru, dibuat:

a  Akta Nomor 23 tanggal 15 Februari 2002; dan

b. Akta Nomor 24 tanggal 15 Februari 2002.

Salinan akta dari Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta 

Jual Beli Saham tersebut di ataslah yang diperlukan Beckett Pte. Ltd. untuk 

dijadikan sebagai alat bukti persidangan di PN Jakarta Selatan., yakni dalam 

perkara gugatan terhadap Deutsche Bank

Seperti telah disebutkan sebelumnya, pengaturan mengenai salinan akta 

dalam Pasal 54 mengandung pembatasan terhadap pihak-pihak tertentu yang 

dapat diberikan, diperlihatkan, atau diberitahukan salinan ak ta  Hal ini 

menunjukkan bahwa undang-undang tidak memperkenankan semua orang 

untuk dapat melihat atau mengetahui isi akta-akta yang dibuat oleh notaris. 

Dengan kata lain, pembatasan ini berkaitan erat dengan rahasia jabatan 

seorang notaris yang wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang
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dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai 

dengan sumpah/janji jabatannya.100

Mengenai hanya “orang yang berkepentingan langsung pada akta” yang 

dapat memperoleh salinan akta, Hoge Raad dalam arrestnya tgl 20 Juni 1913 

(W.P.N.R. 2278, N.J. 1913) menyebutkan bahwa orang yang berkepentingan 

langsung pada akta adalah bukan mereka yang mempunyai kepentingan pada 

akta, akan tetapi mereka yang mempunyai hak atas akta, artinya yang 

mempunyai hubungan hukum dengan akta, yang bersumber dari penugasan 

yang diberikan kepada notaris untuk membuat akta itu.

Selain dalam arrest Hoge Raad, Tim Kesatuan Sikap dan Pemahaman 

Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris (berdasarkan SK PP-INI 

No.: 333/SK/II/2005, 15 Februari 2005) -  telah membuat kesepakatan 

bersama pada tanggal 30 Juni 2005 mengenai siapa yang dapat disebut sebagai 

orang yang berkepentingan langsung pada akta, yaitu:101

1. Untuk diri sendiri yaitu yang langsung menandatangani dan menjadi 

pihak dalam akta atau yang memperoleh hak atau penggantinya;

2. Untuk pihak yang diwakili dalam akta baik berupa badan maupun 

orang;

3. Penerima kuasa yang menandatangani akta dan dalam kuasanya 

disebut boleh mengambil salinan akta;

4. Pihak yang meminta dibuatkan akta, khususnya untuk akta relaas.

Sehubungan dengan arrest Hoge Raad dan kesepakatan bersama Tim 

Kesatuan Sikap dan Pemahaman Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan 

Notaris tersebut, secara tidak langsung berkaitan erat dengan akta otentik yang 

berupa akta partij. Di mana akta partij merupakan akta yang dibuat “di 

hadapan” (ten overstaan) notaris yang berisikan suatu cerita dari apa yang 

teijadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan notaris, 

artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain tersebut kepada

100 Supra note 85.

101 Supra note 91.
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notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain 

itu sengaja datang di hadapan notaris dan memberikan keterangan itu atau 

melakukan perbuatan itu di hadapan notaris, agar keterangan atau perbuatan 

itu dikonstantir oleh notaris di dalam suatu akta otentik.102

Oleh karena itu, atas Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta 

Jual Beli Saham yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ilmiawan D. S., SH., 

yang dapat disebut sebagai partij pada Akta Berita Acara Eksekusi Gadai 

Saham dan Akta Jual Beli Saham tersebut adalah:

1. Deutsche Bank selaku pemegang gadai dan karenanya merupakan 

penjual saham;

2. PT Dianlia selaku pembeli saham;

3. PT Akabiliru selaku pembeli saham; dan

4. PT Wulhendi selaku pembeli saham.

Keempat perusahaan tersebutlah, menurut arrest Hoge Raad, yang

memiliki hubungan hukum dengan akta, di mana hubungan hukum tersebut

bersumber dari penugasan yang diberikan mereka kepada Notaris Ilmiawan D.

S., SH. untuk membuat Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta 

Jual Beli Saham.103 Hubungan hukum pada akta inilah yang tidak dimiliki 

oleh Beckett Pte. Ltd., meskipun yang menjadi objek eksekusi gadai saham 

tersebut adalah saham-sahamnya dan saham-saham milik perusahaan 

afiliasinya

Beckett Pte. Ltd. memang memiliki kepentingan terhadap transaksi 

eksekusi gadai saham mengingat saham yang dieksekusi sebagai pelunasan 

hutang PT Asminco adalah saham-saham miliknya dan perusahaan- 

perusahaan afiliasinya. Namun terhadap saham-sahamnya yang telah 

digadaikan tersebut, Beckett telah “kehilangan” kekuasaan untuk bertindak 

atas saham-saham dimaksud. Dengan hilangnya kekuasaaan Beckett terhadap

102 GHS Lumban Tobing, op. cit., hal. 48.

103 Ibid., hal. 263.
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benda gadai maka Beckett tidak lagi memiliki kapasitas penuh sebagai pemilik 

saham.

Berdasarkan analisis tersebut di atas dapat dipahami, Beckett Pte. Ltd. 

bukanlah orang yang berkepentingan langsung pada akta sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 54 UUJN, karena Beckett Pte. Ltd. tidak mempunyai 

hak atas akta, yaitu tidak memiliki hubungan hukum dengan Akta Berita 

Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham yang dibuat oleh dan 

di hadapan Notaris Ilmiawan D. S., SH..104

Bila karena satu dan lain hal Beckett Pte. Ltd. hendak mendapatkan 

salinan akta atas Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli 

Saham maka ia dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan 

pengadilan agar dapat memperoleh salinan akta atas Akta Berita Acara 

Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham sebagaimana diatur dalam 

Pasal 848 HIR.105

104 Ibid., hal. 268.

105 Ibid., hal. 264.
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PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

Beckett Pte. Ltd. bukan merupakan orang yarig berkepentingan langsung 

pada akta terhadap Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli 

Saham yang dibuat oleh Notaris Ilmiawan D. S., SH. Meskipun saham-saham 

yang dieksekusi oleh Deutsche Bank adalah saham-saham miliknya dan saham- 

saham milik perusahaan afiliasinya, Beckett Pte. Ltd. tidak mempunyai hak atas 

akta, yaitu tidak memiliki hubungan hukum dengan Akta Berita Acara Eksekusi 

Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham. Hubungan hukum dengan akta 

bersumber dari penugasan yang diberikan kepada Notaris Ilmiawan D. S., S R  

untuk membuat akta itu.106

Ketiadaan hubungan hukum dengan Akta Berita Acara Eksekusi Gadai 

Saham dan Akta Jual Beli pada Beckett Pte. Ltd. sudah terjadi sejak 

diserahkannya saham-saham miliknya kepada Deutsche Bank melalui jaminan 

gadai saham untuk pelunasan hutang PT Asminco. Dengan digadaikannya 

saham-saham tersebut, Deutsche Bank selaku penerima gadai, menjadi penguasa 

pula atas saham-saham milik Beckett Pte. Ltd..

Hak menguasai ini timbul dari adanya pengalihan secara fisik dan yuridis 

saham yang digadaikan dari Beckett Pte. Ltd. selaku pemilik saham kepada 

Deutsche Bank yang merupakan kreditur. Pengalihan secara fisik dan yuridis ini 

memberikan kewenangan bagi Deutsche Bank untuk bertindak sebagai penguasa 

atas saham tersebut. Bahwa hal menjadi tidak berkuasanya Beckett Pte. Ltd., 

untuk bertindak bebas dengan barang gadainya, tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kepada Deutsche Bank yang telah menerima benda

106 GHS Lumban Tobing, op. c it, hal. 263 & 268.
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tersebut dalam gadai.107 Oleh karena itu, terhadap saham-sahamnya yang telah 

digadaikan tersebut, Beckett Pte. Ltd. telah kehilangan kekuasaan untuk 

bertindak atas saham-sahamnya Dengan hilangnya kekuasaaan tersebut maka 

Beckett Pte. Ltd. tidak lagi memiliki kapasitas penuh sebagai pemilik saham.

Bila karena satu dan lain hal Beckett hendak mendapatkan salinan akta dari 

Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham maka 

menurut Pasal 848 HIR, tata caranya adalah dengan mengajukan permohonan 

untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Hanya dengan keputusan dari hakim, 

Beckett Pte. Ltd. yang bukan merupakan pihak dalam Akta Berita Acara 

Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham, mempunyai kepentingan 

langsung atau tidak langsung untuk mengetahui isinya ataupun memperoleh 

salinan akta dari Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli 

Saham tersebut108

Jadi, untuk dapat disebut sebagai orang yang berkepentingan langsung 

pada akta menurut Pasal 54 UUJN, orang yang dimaksud harus mempunyai 

hubungan atas akta yang bersumber dari dari penugasan yang diberikan kepada 

notaris untuk membuat akta itu. Dengan kata lain, orang tersebut harus 

merupakan pihak di dalam akta.

3.2. SARAN
Permasalahan mengenai interpretasi suatu istilah dalam perundang- 

undangan tidak hanya terjadi dalam kasus Beckett Pte. Ltd. dengan Notaris 

Ilmiawan D. S., SH. ini saja. Istilah-istilah dalam perundang-undangan kerapkali 

menimbulkan perbedaan interpretasi antara pihak yang satu dengan pihak 

lainnya dan tidak sedikit dari perbedaan tersebut berujung dengan keterlibatan 

meja hijau atau pihak ketiga lainnya untuk menyelesaikannya.

Dalam kasus Beckett Pte. Ltd. dengan Notaris Ilmiawan D. S., SH. dapat 

dilihat dengan jelas bagaimana istilah orang yang berkepentingan langsung pada 

akta dalam Pasal 54 UUJN menimbulkan perbedaan interpretasi di antara

107 Ibid, Pasal 1152 ayat (4); Wahyono

108 Ibid., hal. 264.
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keduanya. Namun sangat disayangkan setelah melalui PN Jakarta Barat hingga 

sampai di hadapan MPP, interpretasi terhadap siapa yang dapat disebut sebagai 

orang yang berkepentingan langsung pada akta belum juga jelas bagi para pihak 

yang bersengketa. Hal ini dapat dilihat dalam surat dan putusan-putusan yang 

dikeluarkan oleh masing-masing lembaga tersebut, yang tidak memberikan 

penjelasan lebih lanjut mengenai istilah “orang yang berkepentingan langsung 

pada akta”.

Demi menghindari sengketa atau konflik di kemudian hari, definisi yang 

jelas mengenai suatu istilah dalam perundang-undangan mutlak diperlukan. Hal 

ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengerti dan memahami maksud dan 

tujuan dari perundang-undangan itu sendiri. Oleh karena itu, menurut penulis, 

adanya penjelasan lebih lanjut mengenai Pasal 54 dalam UUJN sangatlah 

penting. Dengan kata lain, diperlukan adanya perubahan terhadap UUJN, 

khususnya mengenai ketentuan Pasal 54 UUJN.

Khusus mengenai istilah “orang yang berkepentingan langsung pada akta” 

menimbulkan keragu-raguan tersendiri pada notaris di masa yang akan datang, 

ada baiknya notaris yang bersangkutan memohon pendapat dan/atau 

pertimbangan dari Majelis Pengawas Notaris selaku lembaga yang mempunyai 

kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan 

terhadap notaris, atau pendapat dan/atau pertimbangan dari Ikatan Notaris 

Indonesia selaku perkumpulan/organisasi bagi para notaris. Pendapat dan/atau 

pertimbangan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Notaris dan/atau Ikatan 

Notaris Indonesia itu diharapkan memberikan titik terang agar pihak lain yang 

merasa berkepentingan atau dirugikan, seperti Beckett Pte. Ltd., sewajarnya 

dapat mengerti maksud dan tujuan dari perundangan-undangan khususnya 

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tersebut
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MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS DAERAH &IUSUS IBUKOTA JAKARTA 
DEPARTEMEN HUKUM DAN RAK ASASI MANUSIA 

KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
Jl. MT. Hirycao No. 2413630, Telp. 021-6090704 extJ19.,Fu.8090911

S A L I N A N  P U T U S A N  
Nomor: 01/LM/III/2006

Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta selanjutnya disebut MAJELIS yang 

keanggotaannya terdiri atas:

1. MULKIMANRAPI, SRMM Ketua

2. NURMAN RI2AL, SH. Wakil Ketua

3. SUMARNI ALAM, SRMH. Anggota

4 RATU RUSMLATI, SR Anggota
5. PROF. WAHYONO DARMABRATA, SRMR Anggota
6. DR. AGUS SARDJONO, SRMRCN. Anggota
7. M3LLY KARMILA S ARE AL. SR Anggoia
8. R_ MUHAMMAD HENDARMAWAN, SR Anggota

9. DR. FELIX OENTOENG SOEBAGJO, SRLLM. Anggota

Pada hari ini, Rabu tanggal 22 Maret 2006, pukul 11.00 Waktu Indonesia Baiat, 
bertempat di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, 

MAJELIS telah mengambil putusan atas laporan masyarakat dengan permasalahan 
sebagai berikut :

BECKETT Pte-Ltd badan hukum asing yang didirikan menurut hukum Negara 
Singapura dan berkedudukan di Singapura berkantor di 4 Shenton Way 
#04-03.SGX Centre 2 Singapura 068807, untuk selanjutnya disebut 

“BECKETT’, telah memberi kuasa kepada OTTO CORNELIS 

KALIGIS, SH. Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan 

Majapahit 18-20 Komplek Majapahit Permai Blok B 122-123, Blok C 

101, Jakarta 10160 berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 12 Maret 2005, 

untuk selanjutnya disebut sebagai PELAPOR
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M e l a o o r  k a n

ELMIAWAN DEKRIT SUPATMO, SEL, Notaris bertempat kedudukan di Jakarta 

Barat berkantor di Jl. Raya Meruya Dir No. 24 Kompleks Qaryah 

Thayyibah Blok A No. 24 Jakarta Barat 11630, untuk selanjutnya 

disebut sebagai TERLAPOR.

MAJELIS tersebut telah:

1. membaca surat laporan masyarakat Han surat-surat lainnya vang 

terkait dari PELAPOR;

2. mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa yang 

dibentuk oleh Majelis yang memeriksa dan mendengar keterangan 

PELAPOR dan TERLAPOR.

TENTANG POKOK PERMASALAHAN

I. Bahwa PELAPOR dengan surat laporannya tertanggal 10 Maret 2005 

No. 385/OCK.IUZ2005 perihal laporan dan mohon pemeriksaan yang 

diregister dalam Agenda Nomor: 1355/OCK VII/2005.

Telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa TERLAPOR telah menerbitkan akta-akta :

(1) Nomor 17, tanggal 15 Pebruari 2002;

(2) Nomor 18, tanggal 15 Pebruari 2002;

(3) Nomor 19, tanggal 15 Pebruari 2002;

(4 )Nomor 20, tanggal 15 Pebruari 2002;

(5) Nomor 21, tanggal 15 Pebruari 2002;

(6) Nomor 22, tanggal 15 Pebruari 2002;

(7) Nomor 23, tanggal 15 Pebruari 2002;

(8) Nomor 24, tanggal 15 Pebruari 2002;

2. Bahwa kedelapan Akta dimaksud pada butir 1 adalah Akta-Akta yang 

terkait dengan Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual 

Beli Saham.
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3. Bahwa diantara Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual 

Beli Saham dimaksud telah dilakukan Eksekusi Atas Saham-Saham Milik 

BECKKETT, yang telah dijaminkan sehubungan dengan hutang piutang 
oleh anak perusahaan pada turunan derajat ke-dua.

4. Bahwa, oleh karenanya PELAPOR, berdasarkan fakta kepemilikan saham- 

saham adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan kepemilikan 

saham-sahamnya pada anak perusahaannya, termasuk berkepentingan 

langsung atas kepemilikan saham-saham oleh anak perusahaan 
BECKKETT pada anak perusahaan di bawahnya lagi.

5. Bahwa Yan Apul & Rekan, pada waktu itu bertindak dalam kedudukannya 
*selaku Kuasa Hukum BECKKETT, sebagaimana dalam Bukri 1 dan 2 
telah mengupayakan untuk memperoleh Akta-Akta dimaksud pada butir 1 

dari TERLAPOR

6. Bahwa TERLAPOR sebagaimana Bukti 3 secara nyata dan faktual tidak 
mandiri, hal mana tidak perlu dibuktikan lagi dengan alat bukti lain, 
dengan meminta izin kepada pihak yang tidak mempunyai kewenangan 
sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris, yakni dengan 
uraian TERLAPOR sebagai berikut:
“Adapun tanggapan dari pihak yang berkepentingan langsung tersebut 

seluruhnya menolak memberikan izin kepada saya....

7. Bahwa PELAPOR selaku kuasa hukum karenanya bertindak untuk dan 
atas nama BECKKETT, sebagaimana dalam bukti L-7 kembali 

mengupayakan kepada TERLAPOR untuk memperoleh Akta-Akta 
sebagaimana dimaksud pada butir 1.

8. Bahwa TERLAPOR sebagaimana ternyata dalam Bukti L-6 kembali 
secara nyata dan faktual, hal mana tidak perlu dibuktikan lagi dengan alat 
bukti lain, menolak memberikan Akta dimaksud, antara lain menyatakan:
"...yang kami sampaikan kepada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum 

YAN APUL dan Rekan pada prinsipnya berdasarkan Sitrat Ketua 

Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 16 Oktober 2003
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Nomor W-7.Db.Hk.04A0.4419/2003 telak sesuai dengan Peraturan 

Jabatan Notaris di Indonesia serta tidak melanggar kaidah dan norma 

Etika Profesi Notaris ".

9. Bahwa tindakan TERLAPOR dengan mengajukan surat kepada 

Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat 

memberikan penilaian atas tindakan menolak memberikan Akta terkait 

eksekusi gadai saham milik BECKKETT, telah salah alamat, karena 

sesuai dengan Kode Etik ikatan Notaris Indonesia Pasal 7, telah 

menegaskan bahwa pengawasan dan pelaksanaan Kode Etik dilakukan 

oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Kehormaian 

Daerah pada tingkat pertama.

•Sementara jika dibaca buku ”Hukum Notaris Indonesia Suaru Penjelasan", 

karangan R. Soegondo Notodisoerdjo, Edisi i, Cetakan kedua, halaman 

195, menguraikan secara jelas dalam hal ada keragu-raguan Notaris 

memberikan salinan atau kutipan, sebaiknya minta suaru keputusan 

(beschikfdng) kepada Pengadilan, bukan mohon suatu pengarahan 

terhadap tindakan yang telah dilakukan Notaris.

10. Bahwa di samping itu, membaca surat TERLAPOR kepada Pengadilan 

Negeri Jakarta Barat secara jelas dan faktual telah mengarahkan 

sedemikian rupa -  dan secara fak tual juga telah berpihak -  menempatkan 

BECKKETT, sebagai bukan pihak yang berkepentingan langsung di mana 

TERLAPOR secara jelas mengarahkan dan menempatkan pihak yang 

berkepentingan langsung adalah:

(1) DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT;

(2) PT. MULHENDI SENTOSA ABADI;

(3) PT. AKABILURU;

(4) PT. DIANLIA SETYAMUKTI.

11. Bahwa upaya TERLAPOR dalam mengarahkan dan mempengaruhi 

Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara jelas juga dapat dicermati dari 

uraian TERLAPOR dalam suratnya tersebut, antara lain dengan kata-kata
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“ ......................................Telah menyerahkan setiap dan seluruh hak dan wewenang yang

dimiliki sebagai pemegang saham kepada penerima gadai....

12. Bahwa Surat TERLAPOR kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara 

sepihak dan berulang-ulang menyatakan :

" ,...........................................BECKKETT bukan pihak yang berkepentingan langsung ..................

i 3. Bahwa pernyataan TERLAPOR merupakan pernyataan yang tidak sesuai 

dengan doktrin dan yurisprudensi yang ada mengenai ketentuan Pasal 40 

Peraturan Jabatan Notaris (S. 1860-3).

14. Bahwa P. Vellema dalam bukunya "Het Reglement op he notarisambi in 

‘N ederlands In die” menyebutkan pendapat Bertling, bahwa yang dimaksud 

dengan “yang langsung berkepentingan” ialah ridak hanya pihak-pihak 

dalam  A kta melainkan pula mereka yang mendapat sesuatu hak secara 

langsung dari Akta, juga mereka yang mendapatkan sesuatu hak dan suatu 

vonis Pengadilan di Amsterdam mengatakan bahwa yang dimaksud 

dengan berkepentingan ialah mereka dalam sekalipun tidak dibuktikan 

dengan pembuktian yang sempurna, melainkan dengan perkiraan 

(verm oeden) dapat dibuktikan bahwa dari isi Akta itu didapat suatu hak, 

kegunaan atau keuntungan.

15.Bahwa berdasarkan fakta hukum pihak DEUTSCHE BANK 

AKTIENGESELLSCHAFT yang disebutkan T ER L A PO R  semata-mata 

sesungguhnya hanyalah pihak pemegang gadai, bukan pemilik saham, 

pem ilik saham adalah BECKKETT, karenanya adalah pihak yang 

berkepentingan langsung atas kepemilikan barang berupa saham- 

sahamnya.

16. Bahwa di luar dari pada itu, TERLAPOR dalam suratnya kepada 

Pengadilan Negeri Jakarta Barat juga telah menempatkan diri sebagai 

pihak yang terlibat langsung dalam transaksi dan telah memberikan 

penilaian atas suatu perjanjian, dengan tuaian pada butir 2, 3 dan 4 surat 

dim aksud.

5

Interpretasi orang..., Rhea Damara, FH UI, 2009



17. Bahwa kemudian TERLAPOR juga secara faktual dan jelas bal mana 

tidak perlu dibuktikan dengan alat bukti lain, telah menunjukan sikap dan 

perilaku keberpihakan dan tidak mandiri, dimana TERLAPOR harus 

meminta izin kepada pihak lain, sementara fakta hukum, BECKKETT 

adalah pemilik saham.

18. Bahwa kemudian fakta hukum juga menunjukkan TERLAPOR baru 

rngmima irin dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat 5 (lima) bulan seielah 

suratnya kepada YAJN APUL & Rekan yang menyatakan bahwa 

BECKKETT sebagai bukan pihak yang berkepentingan langsung.

19. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan laporan ini dan 

mohon pemeriksaan terhadap dan menyatakan TERLAPOR:
(1) Melanggar Peraturan Jabatan Notaris (S. 1860-3) khususnya terhadap 

Sumpah/Janji Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pasal 17 

dengan tidak menjalankan jabatan secara jujur, seksama, mandiri dan 

tidak berpihak dan Pasal 40 dengan tindakan menolak memberikan 

Akta kepada pihak yang berkepentingan (BECKKETT), atau dengan 

setelah berlakukanya Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang 

Jabatan Notaris, melanggar Pasal 4, Pasal 16 huruf (a), dan Pasal 54.

(2) Melanggar Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia khususnya Pasal 3 

mengenai Kewajiban yang harus dilaksanakan Notaris dan Pasal 4 

mengenai Larangan bagi Notaris.

20. Berdasarkan hal-hal tersebut, PELAPOR telah mengajukan permohonan 

kepada Majelis Pengawas Wilayah dan/atau Pengurus Pusat Ikatan Notaris 

Indonesia sesuai kewenangan yang dimiliki untuk selama Laporan dan 

Permohonan Pemeriksaan ini sedang beijalan menjatuhkan sanksi 

pemberhentian sementara dan apabila laporan ini terbukti menjatuhkan 

sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Dalam hal Majelis Pengawas 

Wilayah dan/atau Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia mempunyai 

pertimbangan lain, mohon pertimbangan yang seadil-adilnya.
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n. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2005 MAJELIS telah mengadakan rapat dan

mengambil keputusan membentuk Tim Pemeriksa berkaitan dengan laporan 

PELAPOR terhadap TERLAPOR

III. Bahwa pada Tanggal 6 Oktober 2005 PELAPOR dan TERLAPOR telah

didengar keterangannya oleh Tim Pemeriksa sebagai berikut:

1. Keterangan PELAPOR:

---------------- Bermula dari adanya hutang piutang, aimana DEUTSHE

BANK AKTIENGESELLSCHAFT selaku kreditur telah menandatangani 

Perjanjian Gadai Saham dengan BECKETT, Pts, Ltd, selaku Garantor atau 

pemberi Gadai untuk menjamin pengembalian pinjaman (loan). Pada saat 

masih dalam negosiasi tiba-tiba BECKETT diberi tahu, bahwa sahamnya 

telah dijual secara dibawah tangan oleh DEUTSCHE BANK 

AKTDENGESELLSCHAPT yang pada waktu itu diwakili oleh kuasanya 

AMCR SYAMSUD1N, SH. yang mana ada 12 (dua belas) Penetapan yang 

dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tahun 2001, yang 

membenarkan jual beli secara dibawah tangan tersebut Oleh karenanya 

BECKETT selaku pemilik saham yang dijual perlu mengetahui sahamnya 

telah dijual kepada siapa ? (Bukti Penetapan terlampir).

---------------- Bahwa BECKETT mengajukan permohonan penetapan kepada

Pengadilan Tinggi Jakarta untuk membatalkan penetapan yang dikeluarkan 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan posisi terakhir Pengadilan Tinggi 

Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut 

(Bukti Penetapan Pengadilan Tinggi Jakarta terlampir).

-----------------Adapun hubungan Notaris ILMIAWAN DEKRIT SUPATMO,

SH. dengan Pengacara AMIR SYAMSUDIN, SH., yaitu sehubungan 

dengan Penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 33 

sampai dengan 36/PdtP/2002/PN.Jak.Sel. dan tentunya telah diterbitkan 8 

(delapan) Akta dari Notaris yaitu :

(1) Akta Nomor 17, tanggal 15 Pebruari 2002;

(2) Akta Nomor 18, tanggal 15 Pebruari 2002;

(3) Akta Nomor 19, tanggal 15 Pebruari 2002;

(4) Akta Nomor 20, tanggal 15 Pebruari 2002;
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(5) Akta Nomor 21, tanggal 15 Pebruari 2002;

(6) Akta Nomor 22, tanggal 15 Pebruari 2002;

(7) Akta Nomor 23, tanggal 15 Februari 2002;

(8) Akta Nomor 24, tanggal 15 Pebruari 2002.

Dimana Akta-Akta tersebut terkait dengan Akta Berita Acara Eksekusi 

Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham milik BECKETT yang seharusnya 

penjualannya melalui "PUBLIC SALE” karena kepentingan BECKETT 

juga harus dilindungi.

-----------------Atas dasar hal tersebut, maka PELAPOR telah m em inta

kepada TERLAPOR agar menerbitkan dan memberikan kepada 

PELAPOR salinan dari 8 (delapan) Akta sebagaimana dimaksucL namun 

jawaban dari TERLAPOR sesuai dengan surat yang dikirimkan kepada 

PELAPOR adalah bahwa tindakan untuk tidak memberikan salinan Akta 

sebagaimana dimaksud adalah benar, karena telah sesuai dengan Peraturan 

Jabatan Notaris, hal ini berdasarkan atas Penetapan Pengadilan N egen 

Jakarta Barat.

-----------------Bahwa TERLAPOR sedemikian rupa telah m elakukan

tindakan menghalang-halangi dan/atau menunjukan keberpihakan dan/atau 

secara bersama-sama pihak yang disebutkan oleh Notaris sebagai ‘'pihak- 

pihak yang berkepentingan”.

Bahwa BECKETT adalah pihak yang paling berkepentingan dengan 

Eksekusi Gadai saham miliknya.

Namun BECKETT tidak dapat memperoleh Akta-Akta sebagaim ana 

dimaksud dalam 8 (delapan) Akta tersebut. Dan kami menganggap bahwa 

tindakan TERLAPOR merupakan tindakan yang tidak berdasar. Oleh 

karena itu PELAPOR menghendaki TERLAPOR mau memberikan atau 

menerbitkan Akta-Akta dimaksud kepada PELAPOR sebagai kuasa 

BECKETT.

2. Keterangan TERLAPOR :

-----------------Berdasarkan surat permohonan yang telah disam paikan

kepada TERLAPOR oleh pengacara PELAPOR yaitu YAN APUL&  

Rekan pada tahun 2003 dan OTTO CORNERLIS KAJLIGIS pada tahun  

2005, yang pada intinya adalah permohonan pada TERLAPOR untuk
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menerbitkan atau memberikan salinan Akta-Akta antara lain No. 17 s/d 24 

yang kesemuanya tertanggal 15 Pebraari 2002 yang dibuat oleh 

TERLAPOR berkaitan dengan eksekusi gadai saham antara lain milik 
BECKETT (hanya Akta-Akta No.21 dan 22) oleh DEUTSCHE BANK 

AKTIENGESELLSCHAFT. Atas dasar hal tersebut TERLAPOR telah 

meminta tanggapan kepada pihak yang berkepentingan langsung atas 

permohonan dari pihak pengacara BECKETT dan mendapatkan tanggapan 

bahwa seluruh pihak-pihak yang berkepentingan langsung telah menolak 

untuk memberikan izin kepada TERLAPOR, untuk menerbitkan salinan 
Akta-Akta dimaksud. Hal ini telah disampaikan TERLAPOR kepada para 
pengacara BECKETT.

---------------Bahwa Secara kronologis, antara lain BECKETT telah
memberikan jaminan berupa ggriai atas saham miliknya, termasuk kuasa 

penuh untuk menjual, kepada DEUTSCHE BANK 
AKTIEN GESELLSCHAFT sebagaimana telah dinyatakan dalam akta gadai 

saham.

Kuasa tersebut dapat segera dilaksanakan jika teijadi cidera janji, tanpa 
memperoleh suatu permintaan untuk pembayaran atau pemberitahuan 
maksud dan tanpa memperoleh suatu penetapan, putusan atau legitimasi dari 
pengadilan manapun, seluruhnya tidak dapat dibatalkan dan tanpa syarat 
menghapus, dengan segera atau pada waktu lainnya yang ditentukan sendiri 
oleh DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT untuk menjual 
seluruhnya atau sebagian secara di muka umum atau di bawah tangan.

Atas dasar akta gadai saham tersebut, berikut kuasa yang telah diberikan 

kepadanya, DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT melaksanakan 
hak untuk melaksanakan eksekusi gadai saham secara jual beli.

Untuk keperluan haknya berdasarkan Akta Gadai Saham, BECKETT telah 
memberikan kewenangan dan kuasa penuh yang tidak dapat dibatalkan dan 
tanpa syarat kepada DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT dan 

kuasanya untuk menyelesaikan dan melaksanakan tujuan tersebut dan untuk 
melaksanakan dan melakukan setiap dan seluruh tindakan yang dianggap 

perlu oleh DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT atau pihak lain 

yang diperlukan atau pada waktunya untuk melaksanakan eksekusi
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hak-haknya tersebut Oleh karenanya, dalam pemikiran saya, bila 

BECKETT telah memberikan kuasanya kepada pihak tertentu untuk 

menjual, dalam hal ini DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAJT 

berdasarkan Akta Gadai Saham, apakah diperlukan lagi kuasa lain lagi, 

dalam hal ini adalah para pengacara BECKETT ?.

---------------- Bahwa pihak Pengacara telah memojokan TERLAPOR serta

terus-menerus meminta TERLAPOR untuk menyerahkan atau menerbitkan 

salinan Akta-Akta tersebut. Atas tindakan ini kemudian TERLA PO R 

meminta pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai 

Pengawas Notaris, dan melalui suramya pada tanggal lo Okiober 2003 telah 

dijawab bahwa tindakan yang saya lakukan untuk tidak memberikan 

akta-akta dimaksud adalah telah sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris 

sena tidak melanggar Kaidah dan Norma Eiika sebagai Notaris.

---------------- Bahwa pihak Pengacara telah memiliki fotocopi dari Salinan

Akta-Akta dimaksud dan sebetulnya mereka juga mengetahui siapa pihak 

yang telah menjual saham Kliennya. Keberadaan TERLA POR, untuk tidak 

memberikan Salinan Akta-Akta dimaksud adalah semata-mata menjaga 

tegaknya Profesi dan sumpah jabatan TERLAPOR sebagai Notaris, untuk 

tidak memberikan salinan akta kepada siapapun, kecuali hanya kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan langsung. TERLAPOR, berkewajiban 

merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala 

keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan pihak yang 

berkepentingan adalah para pihak yang hadir langsung di hadapan 

TERLAPOR, dan karenanya hanya merekalah yang berhak atas salinan 

akta-akta dimaksud dan/atau pihak yang diberikan kuasa oleh pihak yang 

langsung tercantum dalam Akta.

---------------- Bahwa Profesi dan Sumpah Jabatan TERLAPOR sebagai

Notaris wajib dilindungi Undang-Undang demi tercapainya kepastian 

hukum.
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TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

*-------------- -Menimbang, bahwa maksud dan tujuan PELAPOR seperti
tersebut di atas.

---------------Menimbang, bahwa pada pokoknya TERLAPOR menolak
memberikan salinan akta-akta yang pernah dibuatnya terutama akta-akta 

sebagai berikut:

1. Akta Nomor 17, tanggal 15 Pebruari 2002;

2. Akta Nomor 18, tanggal 15 Pebruari 2002:
3. Akta Nomor 19, tanggal 15 Pebruari 2002;
4. Akta Nomor 20, tanggal 15 Pebruari 2002;

5. Akta Nomor 21, tanggal 15 Pebruari 2002;

6. Akta Nomor 22, tanggal 15 Pebruari 2002:
7. Akta Nomor 23, tanggal 15 Pebruari 2002:

8. Akta Nomor 24, tanggal 15 Pebruari 2002.

Dengan alasan:.........................................................................................
a. TERLAPOR telah meminta tanggapan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan langsung dan pihak-pihak tersebut menolak untuk 

memberikan izin menerbitkan salinan akta-akta dimaksud.
b. TERLAPOR telah meminta pendapat Pengadilan Negeri Jakarta Barat 

sebagai Pengawas Notaris melalui suratnya tertanggal 16 Oktober 2003 
dan telah dijawab oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa tindakan 
yang TERLAPOR lakukan untuk tidak memberikan akta-akta dimaksud 
adalah telah sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris serta tidak 

melanggar Kaidah dan Norma Etika sebagai Notaris.
--------------- Menimbang, bahwa pada waktu pembuatan Akta dihadapan

TERLAPOR pengawasan Notaris berada pada Pengadilan Negeri Jakarta 
Barat berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan 

Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 
tentang Tata cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris, 
sedangkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menyatakan bahwa apa 

yang dilakukan TERLAPOR telah sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris 
di Indonesia serta tidak melanggar Kaidah dan Norma Etika Profesi Notaris.
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-----------------Menimbang, bahwa pada akta Nomor 21 dan 22 tanggal 15

Pebraari 2002, BECKETT adalah pemilik saham dari saham-saham yang 

dijual berdasarkan akta-akta tersebut, maka berdasarkan Pasal 54 Undang- 

undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-undang Jabatan Notaris, 

BECKETT adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam akta-akta 

tersebut, sedangkan pada akta Nomor 17, 18, 19, 20, 23, dan 24 tanggal 15 

Pebruari 2002 pemilik sahmnya adalah bukan BECKETT oleh karenanya 

BECKETT bukan pihak yang berkepentingan langsung terhadap akta 

tersebut.

---------------- Menimbang, bahwa baik PELAPOR maupun TERLA PO R

masing-masing tetap berpegang teguh pada pendapatnya.

---------------- Memperhatikan, Hasil rapat-rapat Tim Pemeriksa.

-------------- Memperhatikan, Laporan hasil pemeriksaan oleh Tim

Pemeriksa.

---------------- Mengingat akan pasal-pasal dari Peraturan Jabatan Notaris

S. 1860-3 dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :.............................

MAJELIS DENGAN SECARA MUSYAWARAH DAN 

MUFAKAT MENGAMBIL PUTUSAN :.........................................................

1. Menyatakan PELAPOR merupakan pihak dalam akta/pihak yang 

berkepentingan langsung dalam Akta Nomor 21, tanggal 15 Pebruari 

2002 dan Akta Nomor 22, tanggal 15 Pebruari 2002 yang kedua akta 

tersebut dibuat dihadapan/oleh TERLAPOR Sedang terhadap akta-akta 

yang lain sebagai berikut:..............................................................................

a. Akta Nomor 17, tanggal 15 Pebruari 2002;

b. Akta Nomor 18, tanggal 15 Pebruari 2002;

c. Akta Nomor 19, tanggal 15 Pebruari 2002;

d. Akta Nomor 20, tanggal 15 Pebruari 2002;

e. Akta Nomor 23, tanggal 15 Pebruari 2002;

f. Akta Nomor-24, tanggal 15 Pebruari 2002.

PELAPOR bukan pihak dalam akta.
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2. TERLAPOR dapat mengeluarkan Salinan Akta Berita Acara Eksekusi 
Gadai Saham dan Akta Jual Beli saham tersebut kepada PELAPOR 

yaitu Akta Nomor 21, tanggal 15 Pebruari 2002 dan Akta Nomor 22, 

tanggal 15 Pebruari 2002 yang kedua akta tersebut dibuat 
oleh/dihadapan TERLAPOR sesuai ketentuan pasal 54 Undang-undang 

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

tanggal 22 Maret 2006 dengan Ketua sidang Drs. MULKI MANRAPI, 

S H. MM, Ketua MAJELIS bersama NURMAN RJZAL, SH, Wakil Ketua 
MAJELIS dan para Anggota MAJELIS seria Sekreiaris MAJELIS.

Demikian dipuiuskan dalam rapat MAJELIS, pada hari Rabu,

KETUA SEKRETARIS

Drs. MULKI MANRAPI, SH.MM. R  HENRIMULIONO, SH.
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P U T U S A N  

N om or: 01/B/Mj.PPN/2006

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS,

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris yang memeriksa permohonan banding 

atas pu tu san  Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor: 

0 1 /L M /111/2006, tertanggal 22 Maret 2006, menjatuhkan putusan dalam 

perkara:

N am a : Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH.

T em p a t/tg l lahir : Keciiri, 5 Juli 1959

Pekerjaan : Notaris

A gam a : Islam

A lam at : Jalan Raya Meruya Ilir Nomor 24, Kompleks

Qaryah Thayyibah Blok A No. 24,

Jakarta Barat 11630.

D ahulu d isebut Terlapor, sekarang disebut Pembanding;

melawan

: Beckkett Pte., Ltd., yang diwakili oleh kuasa 

hukumnya Otto Cornelis Kaligis, SH.

: Advokat/Penasehat Hukum 

: Jalan Majapahit 18-20, Kompleks Majapahit 

Permai Blok B 122-123, Blok C 101,

Jakarta 10160;

D ahulu d isebut Pelapor, sekarang disebut Terbanding;

N am a

Pekerjaan

A lam at
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Majelis Pemeriksa Pusat Notaris tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Pengawas Pusat N otaris 

Nomor: M.02-MPPN.03.01-Tahun 2006 tanggal 04 September 2006 tentang 

Pem bentukan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris;

Setelah membaca berkas perkara banding Nomor: M-

0 1 /BANDING/MPPN/VIII/2006, tanggal 09 Agustus 2006;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Terlapor dilaporkan oleh Pelapor, Beckkett Pte., 

Ltd., sebuah perusahaan badan hukum asing yang didirikan m enurut h ukum
r

Negara Singapura dan berkedudukan di Singapura berkantor di 4 Shenton W ay 

#04-03.SGX Centre 2, Singapura 068807, melalui kuasa hukum nya O tto  C ornelis 

Kaligis, SH. sesuai dengan suratnya Nomor : 385/OCK.III/2005, tanggal 10 

Maret 2005, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

"Bahwa Terlapor telah menerbitkan akta-akta Nom or 17, tanggal 15

Pebruari 2002; Nomor 18, tanggal 15 Pebruari 2002; Nomor 19, tanggal 15

Pebruari 2002; Nomor 20, tanggal 15 Pebruari 2002; Nom or 21, tanggal 15

Pebruari 2002; Nomor 22, tanggal 15 Pebruari 2002; Nom or 23, tanggal 15

Pebruari 2002; Nomor 24, tanggal 15 Pebruari 2002".

"Bahwa kedelapan Akta dimaksud adalah Akta-akta yang terkait d engan  

Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham".

"Bahwa diantara Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham d an  A kta Jual 

Beli Saham dim aksud telah dilakukan Eksekusi Atas Saham -Saham  m ilik 

BECKKETT, yang telah dijaminkan sehubungan dengan hutang p iu tan g  o leh 

anak perusahaan pada turunan derajat ke-dua".
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"B ahw a oleh karenanya Pelapor, berdasarkan fakta kepemilikan saham - 

saham  adalah  pihak yang berkepentingan langsung dengan kepemilikan 

saham -saham nya pada anak perusahaannya, termasuk berkepentingan 

lan g su n g  atas kepem ilikan saham-saham oleh anak perusahaan BECKKETT 

p ad a  an ak  perusahaan  di bawahnya lagi".

Bahw a Yan A pul & Rekan, pada waktu itu bertindak dalam  

k ed u d u k an n y a  selaku Kuasa Hukum  BECKKETT, sebagaimana dalam Bukti 1 

d an  2 telah  m engupayakan  untuk memperoleh Akta-Akta dimaksud pada butir 

1 d ari T erlapor.

Bahw a T erlapor sebagaimana Bukti 3 secara nyata dan faktual tidak
r

m an d iri, hal m ana tidak perlu dibuktikan lagi dengan alat bukti lain, dengan 

m em in ta  izin kepada pihak yang tidak mempunyai kewenangan sebagaimana 

y an g  d ia tu r  dalam  Peraturan Jabatan Notaris, yakni dengan uraian Terlapor 

sebagai berikut : "adapun tanggapan dari pihak yang berkepentingan langsung 

tersebut seluruhnya menolak memberikan izin kepada saya

Bahw a P elapor selaku kuasa hukum  karenanya bertindak untuk dan atas 

n am a  BECKKETT, sebagaim ana dalam bukti L-7 kembali mengupayakan 

k ep ad a  T erlapor u n tu k  m em peroleh Akta-Akta sebagaimana dimaksud pada 

b u tir  1.

Bahw a T erlapor sebagaimana ternyata dalam Bukti L-6 kembali secara 

nyata  d a n  faktual, hal m ana tidak perlu dibuktikan lagi dengan alat bukti lain, 

m eno lak  m em berikan  Akta dim aksud, antara lain menyatakan : "....yang kami 

sampaikan kepada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yan Apul dan Rekan pada 

prinsipnya berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 16 

Oktober 2003 Nomor W-7.Db.Hk.04.10.4419/2003 telah sesuai dengan Peraturan
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Jabatan Notaris di Indonesia serta tidak melanggar kaidah dan norma Etika Profesi 

Notaris".

Bahwa tindakan Terlapor dengan mengajukan surat kepada Pengadilan 

Negeri Jakarta Barat agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat m em berikan 

penilaian atas tindakan menolak memberikan Akta terkait eksekusi gadai 

saham  milik BECKKETT, telah salah alamat, karena sesuai dengan Kode Etik 

Ikatan Notaris Indonesia Pasal 7, telah menegaskan bahwa pengaw asan d an  

pelaksanaan Kode Etik dilakukan oleh Pengurus Daerah Ikatan N otaris  

Indonesia dan Majelis Kehormatan Daerah pada tingkat pertama.

Sementara jika dibaca buku "Hukum Notaris Indonesia S uatu
✓

Penjelasan", karangan R. Soegondo Notodisoerdjo, Edisi I, Cetakan kedua, 

halaman 195, menguraikan secara jelas dalam hal ada keragu-raguan N otaris 

memberikan salinan atau kutipan, sebaiknya minta suatu k ep u tu san  

(besehikking) kepada Pengadilan, bukan mohon suatu pengarahan te rh ad ap  

tindakan yang telah dilakukan Notaris.

Bahwa disamping itu, membaca surat Terlapor kepada Pengadilan  

Negeri Jakarta Barat secara jelas dan faktual telah m engarahkan sedem ik ian  

rupa - dan secara faktual juga telah berpihak - m enem patkan BECKKETT, 

sebagai bukan pihak yang berkepentingan langsung di m ana Terlapor secara 

jelas mengarahkan dan menempatkan pihak yang berkepentingan langsung  

a d a la h :

(1) DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT;

(2) PT. MULHENDI SENTOSA ABADI;

(3) PT. AKABILURU;

(4) PT. DIANILIA SETYAMUKTI.
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Bahw a upaya Terlapor dalam mengarahkan dan m em pengaruhi 

P engadilan  Negeri Jakarta Barat secara jelas juga dapat dicermati dari uraian

T erlapor dalam  suratnya tersebut, antara lain dengan kata-kata " ..... telah

menyerahkan setiap dan seluruh hak dan wcwetumg yang dimiliki sebagai pemegang 

saham kepada penerima gadai

Bahwa su rat Terlapor kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara 

sep ihak  d an  berulang-ulang menyatakan : " ... BECKKETT bukan pihak yang 

berkepentingan langsung

Bahw a pernyataan Terlapor merupakan pernyataan yang tidak sesuai 

d en g an  dok trin  dan  yurisprudensi yang ada mengenai ketentuan Pasal 40 

P e ra tu ran  Jabatan Notaris (S.1860-3).

Bahw a P. Vellema dalam  bukunya "Hel Rcglement op he notarisambt in 

Nederlands Indie" m enyebutkan pendapat Bertling, bahwa yang dimaksud 

d e n g a n  "y an g  langsung berkepentingan" ialah tidak hanya pihak-pihak dalam 

ak ta , m elainkan  pula m ereka yang mendapat sesuatu hak secara langsung dari 

ak ta , juga m ereka yang m endapatkan kepentingan dari ak ta , meskipun tidak 

m en d a p a tk a n  sesuatu  hak  dan suatu vonis Pengadilan di Amsterdam 

m en g a tak an  bahw a yang dim aksud dengan berkepentingan ialah mereka dalam  

sek a lip u n  tidak  dibuktikan dengan pembuktian yang sempurna, melainkan 

d en g an  perk iraan  (vermoeden) dapat dibuktikan bahwa dari isi Akta itu didapat 

su a tu  hak , kegunaan  atau keuntungan.

Bahw a berdasarkan fakta hukum pihak DEUTSCHE BANK 

AKTTIENGESELLSCHAFT yang disebutkan Terlapor semata-mata 

sesu n g g u h n y a  hanyalah  pihak pemegang gadai, bukan pemilik saham, pemilik
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saham  adalah BECKKETT, karenanya adalah pihak yang berkepentingan 

langsung atas kepemilikan barang berupa saham-sahamnya.

Bahwa di luar dari pada itu, Terlapor dalam suratnya kepada Pengadilan 

Negeri Jakarta Barat juga telah menempatkan diri sebagai pihak yang terlibat 

langsung dalam  transaksi dan telah memberikan penilaian atas suatu perjanjian, 

dengan uraian pada butir 2 ,3  dan 4 surat dimaksud.

Bahwa kemudian Terlapor juga secara faktual dan jelas hal m ana tidak  

perlu dibuktikan dengan alat bukti lain, telah menunjukan sikap dan  perilaku  

keberpihakan dan tidak mandiri, dimana Terlapor harus m eminta izin k ep ad a  

pihak lain, sementara fakta hukum, BECKKETT adalah pemilik saham .
*

Bahwa kemudian fakta hukum juga menunjukan Terlapor baru  m em inta 

izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat 5 (lima) bulan setelah suratnya kepada  

Yan Apul & Rekan yang menyatakan bahwa BECKKETT sebagai bukan p ihak  

yang berkepentingan langsung.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, kami m engajukan lap o ran  ini 

dan mohon pemeriksaan terhadap dan menyatakan Terlapor:

1. Melanggar Peraturan Jabatan Notaris (S.1860-3) khususnya te rh ad ap  

Sumpah/Janji Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pasal 17 d en g an  

tidak menjalankan jabatan secara jujur, seksama, m andiri dan tidak  b erp ih ak  

dan Pasal 40 dengan tindakan menolak memberikan Akta kepada p ih ak  

yang berkepentingan (BECKKETT), atau dengan setelah berlakunya 

Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, m elanggar 

Pasal 4, Pasal 16 huruf (a), dan Pasal 54.
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2. M elanggar Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia khususnya Pasal 3 mengenai 

K ew ajiban yang  harus dilaksanakan Notaris dan Pasal 4 mengenai Larangan 

bagi N otaris.

B erdasarkan hal-hal tersebut, Pelapor telah mengajukan perm ohonan 

kepada M ajelis Pengaw as Wilayah dan /a tau  Pengurus Pusat Ikatan Notaris 

Indonesia sesuai kewenangan yang dimiliki untuk selama Laporan dan 

P erm ohonan  Pem eriksaan ini sedang berjalan menjatuhkan sanksi

)
pem b erh en tian  sem entara dengan tidak hormat. Dalam hal Majelis Pengawas 

W ilayah  d a n /a ta u  Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia m em punyai 

pertim bangan  lain, m ohon pertambangan yang seadil-adilnya.

M enim bang, bahwa pada tanggal 6 oktober 2005 Terlapor telah didengar 

k eterangannya oleh Tim Pemeriksa sebagai berikut:

B erdasarkan su ra t perm ohonan yang telah disampaikan kepada Terlapor 

oleh Pengacara Pelapor yaitu Yan Apul & Rekan pada tahun 2003 dan O tto 

C ornelis  Kaligis pada tahun 2005, yang pada intinya adalah perm ohonan 

T erlap o r u n tu k  m enerbitkan atau memberikan salinan Akta-Akta antara lain 

N o.17 s / d  24 yan g  kesem uanya tertanggal 15 Pebruari 2002 yang dibuat oleh 

T erlap o r berkaitan  dengan eksekusi gadai saham antara lain milik BECKKETT 

(hanya A kta-A kta No. 21 dan  No. 22) oleh DEUTSCHE BANK 

AKTIENGESELLSCHAFT. Atas dasar hal tersebut Terlapor telah m em inta 

ta n g g a p an  k ep ad a  pihak yang berkepentinegan langsung atas perm ohonan dari 

p ih ak  pengacara BECKKETT dan mendapatkan tanggapan bahwa seluruh 

p ih ak -p ih ak  yang  berkepentingan langsung telah menolak untuk m em berikan 

izin  k ep ad a  Terlapor, un tuk  menertibkan salinan Akta-Akta dim aksud. Hal ini 

te lah  d isam paikan  Terlapor kepada para pengacara BECKKETT.
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Bahwa secara kronologis, antara lain BECKKETT telah m em b erik an  

jam inan berupa gadai atas saham miliknya, termasuk kuasa penuh  u n tu k  

menjual, kepada DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT seb ag a im an a  

telah dinyatakan dalam Akta gadai saham. Kuasa tersebut d apa t segera  

dilaksanakan jika terjadi cidera janji, tanpa memperoleh suatu  p e rm in ta a n  

un tuk  pem bayaran atau pemberitahuan maksud dan tanpa m em pero leh  s u a tu  

penetapan, putusan  atau legitimasi dari Pengadilan manapun, se lu ru h n y a  t idak  

dapat dibatalkan dan tanpa syarat menghapus, dengan segera atau pada  w a k tu  

lainnya yang ditentukan sendiri oleh DEUTSCHE B A N K  

AKTIENGESELLSCHAFT untuk menjual seluruhnya atau sebagian secara  di 

muka um um  atau di bawah tangan.

B a W a  avas dasar gadai saham tersebut, berikut kuasa y an g  te lah  

diberikan kepadanya, DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT  

melaksanakan hak untuk melaksanakan eksekusi gadai saham  secara jual beli. 

Untuk keperluan haknya berdasarkan Akta Gadai Saham, BECKKETT  te lah  

memberikan kewenangan dan kuasa penuh yang tidak d apa t d iba ta lkan  d a n  

tanpa syarat kepada DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT d an  k u a sa n y a  

untuk menyelesaikan dan melaksanakan tujuan tersebut d a n  u n tu k  

melaksanakan dan melakukan setiap dan seluruh tindakan y ang  d ia n g g a p  

perlu oleh DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT  atau p ihak  lain y a n g  

diperlukan atau pada waktunya untuk melaksanakan eksekusi h a k -h a k n y a  

tersebut. Oleh karenanya, dalam pemikiran saya, bila BECKETT  te lah  

memberikan kuasanya kepada pihak tertentu untuk menjual, d a lam  hal ini 

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT berdasarkan Akta G adai S ah a m ,
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apakah  d iperlukan  lagi kuasa lain lagi, dalam hal ini adalah para pengacara

BECKKETT ?.

Bahwa pihak Pengacara telah memojokan Terlapor serta terus-menerus 

m em inta Terlapor untuk  menyerahkan atau menerbitkan salinan Akta-Akta 

tersebut. A tas tindakan ini kem udian Terlapor meminta pendapat dari Ketua 

Pengadilan  Negeri Jakarta Barat sebagai Pengawas Notaris, dan melalui 

su ra tnya  p ad a  tanggal 16 Oktober 2003 telah dijawab bahwa tindakan yang saya 

lakukan u n tu k  tidak memberikan akta-akta dimaksud adalah telah sesuai 

d en g an  P era tu ran  Jabatan Notaris serta tidak melanggar Kaidah dan Norm a 

Etika sebagai Notaris.

Bahw a pihak Pengacara telah memiliki fotokopi dari Salinan Akta-Akta 

d im ak su d  d an  sebetulnya mereka juga mengetahui siapa pihak yang telah 

m enjual saham  Kliennya. Keberadaan Terlapor, untuk tidak memberikan 

S alinan  A kta-A kta dim aksud adalah semata-mata menjaga tegaknya profesi dan 

su m p a h  jabatan  Terlapor sebagai Notaris, untuk tidak memberikan salinan akta 

k ep ad a  siapapun , kecuali hanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

langsung . T erlapor berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta 

yang  d ibuatnya  dan  segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta 

sesuai d engan  pihak yang berkepentingan adalah para pihak yang hadir 

lan g su n g  d ih ad ap an  Terlapor, dan karenanya hanya merekalah yang berhak 

a tas  salinan  akta-akta dim aksud d an /a tau  pihak yang diberikan kuasa oleh 

p ih ak  y an g  langsung  tercantum  dalam  Akta.

Bahw a Profesi dan  Sum pah Jabatan Terlapor sebagai Notaris wajib 

d ilin d u n g i U ndang-U ndang dem i terciptanya kepastian hukum.
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Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Oktober 2005 Pelapor telah d idengar 

keterangannya oleh Tim Pemeriksa sebagai berikut:

Bermula dari adanya hutang piutang, dimana DEUTSHE BANK 

AKTIENGESELLSCHAFT, selaku Garantor atau pemberi Gadai untuk m enjam in 

pengembalian pinjaman (Ioan). Pada saat masih dalam negosiasi tiba-tiba 

BECKKETT diberitahu, bahwa sahamnya telah dijual secara dibaw ah tangan 

oleh DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT yang waktu itu diw akili oleh 

Amir Syamsudin, SH. sebagai kuasa hukumnya, ada 12 (dua belas) P enetapan 

yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tahun 2001, yang  

membenarkan jual beli secara dibawah tangan tersebut. Oleh karenanya 

BECKKETT selaku pemilik saham yang dijual perlu mengetahui saham nya telah 

dujual kepada siapa? (Bukti Penetapan terlampir).

Bahwa BECKKETT mengajukan permohonan penetapan kepada 

Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan, dan posisi terakhir Pengadilan Tinggi Jakarta 

membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut (Bukti 

Penetapan Pengadilan Tinggi Jakarta Terlampir).

Adapun hubungan Notaris llmiawan Dekrit Supatmo, SH. dengan  

Pengacara Amir Syamsudin, SH. yaitu sehubungan dengan Penetapan yang  

dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 33 sam pai d en g an  

36/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel. dan tentunya telah diterbitkan 8 (delapan) A kta dari 

Notaris yaitu:

1. Akta Nomor 17, tanggal 15 Pebruari 2002;

2. Akta Nomor 18, tanggal 15 Pebruari 2002;

3. Akta Nomor 19, tanggal 15 Pebruari 2002;

4. Akta Nomor 20, tanggal 15 Pebruari 2002;
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5. A kta N om or 21, tanggal 15 Pebruari 2002;

6. A kta N om or 22, tanggal 15 Pebruari 2002;

7. A kta N om or 23, tanggal 15 Pebruari 2002;

8. A kta N om or 24, tanggal 15 Pebruari 2002.

A kta-A kta tersebut terkait dengan Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan 

A kta Jual Beli Saham  milik BECKKETT yang seharusnya penjualannya melalui 

"Public Sale" karena kepentingan BECKKEET juga harus dilindungi.

Bahw a atas dasar hal tersebut, maka Pelapor telah meminta kepada 

T erlapor agar m enerbitkan dan  memberikan kepada Pelapor salinan dari 8 

(delapan) Akta sebagaim ana dim aksud, namun jawaban dari Terlapor sesuai 

d engan  su ra t yang  dikirim kan kepada Pelapor adalah bahwa tindakan untuk 

tidak m em berikan  salinan Akta sebagaimana dimaksud adalah benar, karena 

telah sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris, hal ini berdasarkan atas 

P enetapan  Pengadilan  Negeri Jakarta Barat.

Bahw a Terlapor sedem ikian rupa telah melakukan tindakan 

m enghalang-halangi d a n /a ta u  m enunjukan keberpihakan dan /atau  secara 

bersam a-sam a pihak yang disebutkan oleh Notaris sebagai "pihak-pihak yang 

berkepen  tingan".

Bahw a BECKKETT adalah pihak yang paling berkepentingan dengan 

Eksekusi G adai saham  miliknya. N am un, BECKKETT tidak dapat memperoleh 

A kta-A kta sebagaim ana dim aksud dalam  8 (delapan) Akta tersebut. Dan kami 

m en g an g g ap  bahw a tindakan Terlapor m erupakan tindakan yang tidak 

berdasar. O leh karena itu Pelapor menghendaki Terlapor mau memberikan atau 

m enerb itkan  A kta-A kta dim aksud kepada Pelapor sebagai kuasa BECKKETT.

11
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Menimbang, bahwa terhadap laporan/pengaduan tersebut, M ajelis 

Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta, telah mengambil putusan , yaitu  

putusannya tanggal 22 Maret 2006 No.Ol/LM /II1/2006 yang am arnya berbunyi:

1. Menyatakan Pelapor merupakan pihak dalam ak ta /p ih ak  yang  

berkepentingan langsung dalam Akta Nomor 21, tanggal 15 Pebruari 2002 

dan Akta Nomor 22, tangal 15 Pebruari 2002 yang kedua akta te rsebu t 

dibuat dihadapan/oleh Terlapor. Sedang terhadap akta-akta yang  lain  

sebagai berikut:

a. Akta Nomor 17, tanggal 15 Pebruari 2002;

b. Akta Nomor 18, tanggal 15 Pebruari 2002;
*

c. Akta Nomor 19, tanggal 15 Pebruari 2002;

d. Akta Nomor 20, tanggal 15 Pebruari 2002;

e. Akta Nomor 23, tanggal 15 Pebruari 2002;

f. Akta Nomor 24, tanggal 15 Pebruari 2002;

Pelapor bukan pihak dalam akta.

2. Terlapor dapat mengeluarkan Salinan Akta Berita Acara Eksekusi G adai 

Saham dan Akta Jual Beli saham tersebut kepada Pelapor yaitu  Akta N o m o r 

21, tanggal 15 Pebruari 2002 dan Akta Nomor 22, tanggal 15 Pebruari 2002 

yang kedua akta tersebut dibuat oleh/dihadapan Terlapor sesuai k e ten tu an  

Pasal 54 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan N otaris.

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut di atas, Terlapor telah  

memohon pemeriksaan banding kepada Majelis Pengawas Pusat N otaris di 

Jakarta, melalui Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta y an g  

disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris pada tanggal 09 A gu stu s  

2006 dengan surat tanpa nomor dan tanpa tanggal, beserta m em ori b an d in g
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T erlap o r/P em b an d in g , tercatat dalam register Nomor : M-

01.B an d in g /V II1/2006, tanggal 09 Agustus 2006.

M enim bang, bahw a memori banding dari Terlapor/Pem banding adalah 

m eno lak  P u tusan  Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta N om or : 

0 1 /L M /III /2 0 0 6  tanggal 22 M aret 2006, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pem banding  telah menerima Pemberitahuan Putusan dan Salinan 

Resmi P u tusan  N o .0 l/L M /IIJ/2006  tanggal 22 Maret 2006 pada hari Jum 'at 

tanggal 21 Juli 2006.

2. Bahw a P em banding telah mengajukan banding pada hari Kamis, tanggal 27 

Juli 2006, dengan  dem ikian permohonan banding tersebut telah diajukan
r

m e n u ru t cara dan  dalam  tenggang waktu yang ditentukan yaitu 7 (tujuh) 

hari kalender terhitung sejak putusan diterima berdasarkan Pasal 33 

P era tu ran  M enteri H ukum  dan Hak Asasi Manusia RI No.M-02.PR.08.10 

T ahun  2004.

3. Bahwa M em ori Banding ini diajukan Pembanding pada tanggal 4 Agustus 

2006 sehingga m asih dalam  tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender 

te rh itu n g  sejak banding dinyatakan.

4. Bahw a M em ori Banding ini diajukan berkaitan dengan adanya Putusan 

M ajelis Pengaw as W ilayah Notaris DKI Jakarta Nom or : 0 1 /L M /III/2006 

tanggal 22 M aret 2006 yang amarnya sebagai berikut:

1) M enyatakan Pelapor m erupakan pihak dalam akta/pihak yang 

berkepentingan langsung dalam Akta Nomor 21, tanggal 15 Pebruari 

2002 dan  Akta N om or 22, tangal 15 Pebruari 2002 yang kedua akta 

tersebut d ibuat d ihadapan /o leh  Terlapor. Sedang terhadap akta-akta 

yang lain sebagai berikut:
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a. Akta Nomor 17, tanggal 15 Pebruari 2002;

b. Akta Nomor 18, tanggal 15 Pebruari 2002;

c. Akta Nom or 19, tanggal 15 Pebruari 2002;

d. Akta Nomor 20, tanggal 15 Pebruari 2002;

e. Akta Nomor 23, tanggal 15 Pebruari 2002;

f. Akta Nom or 24, tanggal 15 Pebruari 2002;

Pelapor bukan pihak dalam akta.

2) Terlapor dapat mengeluarkan Salinan Akta Berita Acara Eksekusi G adai 

Saham dan Akta Jual Beli saham tersebut kepada Pelapor yaitu A kta 

Nom or 21, tanggal 15 Pebruari 2002 dan Akta N om or 22, tanggal 15 

Pebruari 2002 yang kedua akta tersebut dibuat o leh /d ih ad ap an  T erlapor 

sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nom or 30 T ahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris.

5. Bahwa Terbanding (maksudnya Terlapor/Pem banding) m enerim a S u ra t 

Panggilan dari Majelis Pengawas Wilayah untuk h ad ir d id e n g a r 

keterangannya melalui Surat Panggilan Nom or W7.UM.01.10-623.2005 

tertanggal 6 Mei 2005 yang didasarkan Surat Laporan T e rb a n d in g  

NO.385/OCK.IIV2005 tertanggal 10 Maret 2005.

6. Bahwa Terbanding (maksudnya Terlapor/ Pembanding) kem bali m enerim a 

Surat Panggilan dari Majelis Pengawas Wilayah untuk had ir d an  d id e n g a r  

keterangannya melalui Surat Panggilan Nom or W7.UM.01.10-1829.2005 

tertanggal 30 Septem ber 2005 yang didasarkan Surat L aporan T e rb a n d in g  

N0.385/OCK.II V2005 tertanggal 10 Maret 2005.

7. bahwa pada halaman 2 putusan tentang pokok perm asalahan  an g k a  1 

Romawi disebutkan:
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"Bahwa PELAPOR (lengan surat laporannya tertanggal 10 Maret 2005 

No.385/OCK.111/2005 perihal laporan.............(dst)".

B erdasarkan  hal tersebut maka dasar adanya laporan adalah Surat Pelapor 

te rtanggal 10 M aret 2005.

8. b ah w a  p ad a  halam an 7 pu tusan  angka Romawi III disebutkan:

"bahwa pada tanggal 6 Oktober 2005 PELAPOR telah didengar keterangannya oleh 

Tim Pemeriksa....... (dst);"

9. b ah w a  pem eriksaan  pada tanggal 6 Oktober 2005 tersebut didasarkan atas 

s u ra t P anggilan  No. W.7.UM.01.10-1829.2005 tertanggal 30 September 2005 

y an g  d id asa rk an  Surat Laporan Terbanding No.l355/OCK.VII tertanggal 26 

Juli 2005;

B erdasarkan  hal-hal d ia tas, maka terlihat Majelis Pengawas Wilayah telah 

k e liru  m em buat pu tusan  didasari oleh keterangan-keterangan Pembanding 

d a n  T erband ing  berdasarkan laporan Terbanding tertanggal 26 Juli 2005 

p a d a h a l M ajelis Pengaw as Wilayah sendiri menyatakan bahwa putusan 

d id asa rk an  laporan  Terbanding tanggal 10 M aret 2005.

10. Bahw a su ra t panggilan  tidak memenuhi syarat administrasi. Surat panggilan 

p e rtam a  yang  dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah kepada 

P em b an d in g  dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal 

pem erik saan  yaitu  tanggal 6 Mei 2005 nam un faktanya surat panggilan 

te rseb u t Pem banding terim a pada tanggal 4 Mei 2005.

11. B ahw a berdasarkan  ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri H ukum  

d an  H ak  Asasi M anusia Republik Indonesia Nomor: M-02.PR.08.10 Tahun 

2004 ten tan g  Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota,
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S u su n an  Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pem eriksaan M ajelis  

Pengaw as Notaris ("PERMEN") disebutkan bahwa:

'‘pem anggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris dalam waktu paling  lam bat 5 

(lima) hari kerja sebelum sidang".

Pem anggilan Majelis Pengawas Wilayah terhadap Pem band ing  t id a k  

d ilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu paling lam bat 5 (lim a) 

hari kerja sebelum sidang dilakukan. Hal ini m enun jukkan  p ro se s  

pem eriksaan yang dilakukan Majelis Pengawas Wilayah tidak m e m e n u h i  

syarat administrasi yang berlaku dan terkesan sangat tergesa-gesa.

12. Bahwa Pembanding tidak pernah menerima surat laporan  le rb a n d in g .

r
Bahwa apabila terdapat pengaduan atas dugaan terjadinya P e la n g g a ra n  

Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan N otaris  a ta u  

pelanggaran lainnya yang dilakukan seorang Notaris, seh a ru sn y a  M ajelis  

Pengawas Wilayah mempertemukan atau sekurang-kurangnya m e m b e r ik a n  

informasi kepada Notaris yang bersangkutan tentang ad an y a  p e n g a d u a n  

tersebut guna pembelaan diri Notaris yang bersangkutan.

13. Bahwa dalam hal ini Pembanding berhak m elakukan pem belaan  d ir i  a ta s  

dugaan  yang telah disampaikan oleh Terbanding baik p a d a  s a a t  

disam paikannya laporan awal m aupun pada saat T e rb a n d in g /P e la p o r  

m emberikan keterangan dimuka Majelis Pengawas Wilayah. H ak  u n tu k  

melakukan pembelaan diri tersebut telah diatur dalam  pasal 74 a y a t  (2) 

U ndang-undang N om or 30 Tahun 2004 tentang Jabatan N o ta r is  ("U U JN ")  

yang berbunyi:

"N otaris berhak u n tuk  membela diri dalam pemeriksaan dalam sid a n g  M a je lis  

Pengawas W ilayah".
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Faktanya Pem banding tidak pernah mengetahui apa yang menjadi 

ke ing inan  Terbanding selaku Pelapor, apakah mengenai hal-hal yang 

b e rh u b u n g an  dengan pasal 21 ayat (2) atau pasal 21 ayat (3) PERMEN serta 

ap a  y an g  m enjadi dasar laporannya tersebut mengingat Pembanding tidak 

p ern ah  m em peroleh tembusan surat yang disampaikan kepada Majelis 

P engaw as W ilayah atau informasi lainnya.

14. Bahw a pem eriksaan  yang dilakukan Majelis Pengawas Wilayah melewati 

batas w ak tu  30 (tiga puluh) hari kalender. Bahwa laporan yang diajukan 

T erband ing  tanggal 10 Maret 2005 langsung kepada Majelis Pengawas 

W ilayah  karena pada waktu laporan diajukan Majelis Pengawas Daerah 

belum  terben tuk , sehingga m enurut Pasal 38 PERMEN memgenai adanya 

lap o ran  tersebut tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh Majelis 

P engaw as W ilayah.

15. Bahw a dalam  hal m elaksanakan tugas dan kewenangan Majelis Pengawas 

D aerah, m aka acara pem eriksaan juga seharusnya sesuai dengan acara 

p em erik saan  Majelis Pengawas Daerah yang itu sudah memeriksa laporan 

te rseb u t pa ling  lam bat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima dan 

su d a h  h a ru s  m enyelesaikan pemeriksaan dan mengeluarkan putusannya 

d a lam  jangka w aktu 30 hari kalender sejak laporan diterima sesuai 

k e ten tu an  Pasal 26 ayat (4) PERMEN yaitu:

"Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) liari kalender 

sejak diterima

F ak tanya pem eriksaan terhadap Pembanding di Majelis Pengawas Wilayah 

ternyata  m em akan  w aktu  lebih dari 12 (dua belas) buJan yaitu sejak 

lap o ran  T erbanding  tanggal 10 M aret 2005 sampai putusan dari Majelis
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Pengawas Wilayah tertanggal 22 Maret 2006.Dengan dem ikian te rbuk ti 

bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan Majelis Pengawas W ilayah  

terhadap Pembanding telah melewati jangka waktu yang ditentukan.

16. Bahwa salinan Putusan Majelis Pengawas Wilayah d ilaporkan  k e p ad a  

Pembanding melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (5) PERMEN, Salinan P u tusan  Majelis 

Pengawas Wilayah dilaporkan kepada Menteri, pelapor, terlapor, Majelis 

Pengawas Daerah, dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia d a la m  

jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender te rh itung  sejak 

putusan diucapkan. Dengan demikian salinan putusan Majelis P e n g a w as
r

W ilayah terhadap Pembanding tertanggal 22 Maret 2006 seh a ru sn y a  te lah  

diterima oleh Pembanding paling lambat tanggal 22 April 2006, n a m u n  

faktanya salinan putusan baru diterima Pembanding tanggal 21 Juli 2006 

yang berarti 4 bulan setelah putusan dibacakan.

17. Keputusan Majelis Pengawas Wilayah bertentangan d e n g a n  s u ra t  

Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Bahwa Pembanding telah m e m in ta  

pendapat Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai P engaw as  N o ta r is  

melalui surat tertanggal 16 Oktober 2003 mengenai ap akah  t in d a k a n  

Pembanding yang menolak untuk memberikan akta-akta y an g  d im in ta  

Terbanding merupakan pelanggaran terhadap kaidah dan  n o rm a  etika  

profesi Notaris. v

18. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2003 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta  Barat 

membalas surat dari Pembanding melalui su ra tnya  N o m o r  

W7.Db.Hk.04.10.4119/2003 yang menjelaskan bahwa tindakan P e m b a n d in g  

yang tidak memberikan akta-akta yang diminta oleh Terbanding  telah sesua i
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d en g an  P era tu ran  Tabatan Notaris di Indonesia, serta tidak m elanggar 

ka id ah  d a n  N orm a Etika Profesi Notaris.

D engan  dem ik ian  keputusan Majelis Pengawas Wilayah jelas bertentangan 

d e n g a n  su ra t dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat selaku Pengawas 

N o taris  berdasarkan  Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan 

M enteri K ehakim an Republik Indonesia Nomor KM A/006/SKB/VII/1987 

ten tan g  T ata C ara Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris yang m erupakan 

k e ten tu an  h u k u m  yang  berlaku sebelum berlakunya UUJN.

19. Bahw a te rh ad ap  pokok persoalan yang diajukan Terbanding telah diperiksa 

d an  d ip u tu sk a n  oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat selaku 

P en g aw as N otaris, berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah 

A gung  d an  M enteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 

K M A /006 /S K B /V II/1987  tentang Tata Cara Penindakan dan Pembelaan 

D iri N o taris  yaitu  melalui suratnya Nomor W7.Db. Hk.04.10.4119/2003 

te rtanggal 16 O ktober 2003.

20. B ahw a b erdasarkan  ketentuan Pasal 16 UU No. 30 Tahun. 2004 tentang 

Jabatan  N o taris  ("UUJN") Notaris dalam menjalankan jabatannya 

berkew ajiban  an tara  lain:

a. b ertin d ak  jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga 

k ep en tin g an  pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

b. m erahasiakan  segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala 

k e te ran g an  yang  diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan 

su m p a h /ja n ji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

21. B ahw a p ad a  bagian Penjelasan pada Pasal 16 UUJN huruf e Notaris 

berkew ajiban  u n tu k  m erahasiakan segala sesuatu vang berhubungan
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dengan akta dan surat-surat lainnya untuk melindungi kepentingan sem ua 

pihak yang terkait dengan akta tersebut.

22. Bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang  

dibuat Notaris juga sesuai dengan ketentuan ’ pasal 4 UUJN m engenai 

sum pah/janji jabatan yaitu:

"Bahwa sava akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam 

pelaksanaan jabatan saya".

Atas dasar tersebut maka sudah menjadi kewajiban apabila Pem banding  

merahasiakan segaJa sesuatu mengenai akta yang dibuatnya berdasarkan  

ketentuan undang-undang dan karena terikat sum pah jabatan dem i
# r

melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. H al 

ini bertujuan untuk mencegah segala bentuk penyalahgunaan baik te rh ad ap  

akta itu sendiri m aupun terhadap isinya, juga demi m enciptakan kepastian , 

ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terkait d a lam  

akta serta pertanggungjawaban kepada Tuhan YME terhadap su m p ah  yan g  

telah diucapkan.

23. Bahwa Terbanding tidak mempunyai kepentingan atas akta. Bahw a 

Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Pengaw as W ilayah 

pada halaman 12 putusannya yang menyatakan bahwa BECKKETT 

(Terbanding) adalah pemilik dari saham-saham yang dijual berd asark an  

akta Nomor 21 dan Nom or 22 sehingga berdasarkan Pasal 54 UUJN 

Becckkett adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam  ak ta-ak ta  

tersebut.

24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 UUJN Notaris hanya d a p a t 

memberikan, memperlihatkan, memberitahukan isi akta, grosse akta, sa linan
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a k ta  a tau  k u tipan  akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada 

ak ta , ahli w aris, atau orang vang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain 

oleh pera tu ran  perundang-undangan.

Bahw a berdasarkan Penjelasan Pasal 43 UUJN yang dimaksud dengan" 

p ih ak  yan g  berkepentingan" adalah penghadap atau pihak vang diwakili 

o leh  penghadap .

25. B ahw a Tim  K esatuan Sikap dan Pemahaman Dalam Pelaksanaan Undang- 

U n d an g  Jabatan  Notaris berdasarkan SK PP-INI Nomor 333/S K /I I /2005 15 

P eb ru ari 2005 juga telah m em buat kesepakatan bersama pada tanggal 30 

Jun i 2005 bahw a yang dimaksud dengan pihak vang berkepentingan 

lan g su n g  pada akta adalah :

1) U ntuk  diri sendiri yaitu yang langsung menandatangani dan menjadi 

p ih ak  dalam  akta atau yang memperoleh hak atau penggantinya.

2) U ntuk  p ihak  yang diwakili dalam akta baik berupa badan m aupun 

orang.

3) Penerim a kuasa yang  menandatangani akta dan dalam kuasanya disebut 

boleh m engam bil salinan akta.

4) P ihak  yang  m em inta dibuatkan akta, khususnya untuk akta relas.

D engan  dem ik ian  oleh Terbanding tidak memenuhi syarat yang ditentukan 

o leh  keten tuan  hukum  tentang "pihak yang berkepentingan", maka 

p e rm in taan  dari Terbanding untuk menerbitkan atau memberikan salinan 

A kta y an g  d ib u a t oleh Pem banding jelas dilarang oleh undang-undang.

26. Bahw a p ad a  aw alnya Beckkett (Terbanding) telah menjadikan saham  

m iliknya sebagai jam inan hutang berupa gadai saham dan m enjadikan 

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT sebagai pemegang hak gadai.
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Sebagaimana telah dinyatakan dalam akta gadai saham, DEUTSCHE BANK 

AKTIENGESELLSCHAF T selaku pemegang hak gadai dapat menjual 

seluruh atau sebagian saham tersebut, tanpa perlu suatu perm intaan  a tau  

permohonan terlebih dahulu apabila debitur cidera janji. D engan lain 

perkataan Pemegang Gadai dengan atas kekuasaan sendiri (Hak Pem egang  

Gadai untuk menjual barang gadai tanpa title eksekutorial disebut PARATE 

EKSEKUSI). Pemegang gadai berdasarkan Parate eksekusi menjual b a ran g  

gadai seakan-akan seperti menjual barangnya sendiri. Pemegang; G adai 

dengan hak tersebut mempunyai sarana pengambilan pelunasan  yang  

disederhanakan dan dipermudah.

s

27. Bahwa atas permohonan yang telah disampaikan kepada P em band ing  oleh 

pengacara Terbanding yaitu Yan Apul & Rekan pada tahun 2003 d an  O tto  

Cornelis Kaligis pada tahun 2005 yang memohon P em band ing  u n tu k  

menerbitkan atau memberikan salinan Akta-akta antara lain No.17 s / d  24 

yang semuanya tertanggal 15 Februari 2002 yang dibuat oleh P e m b a n d in g  

berkaitan dengan eksekusi gadai saham oleh DEUTSCHE BANK 

AKTIENGESELLSCHAFT, Pembanding telah meminta tanggapan  k e p ad a  

pihak yang berkepentingan langsung atas akta-akta tersebut sesuai 

ketentuan yang berlaku. Dan ternyata pihak-pihak yang b e rk ep en tin g an  

langsung tersebut yaitu DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT, PT 

MULHENDI SENTOSA ABADI, PT AKABILURU, dan PT D IA N LIA  

SETYAMUKTI tidak memberikan izin kepada P em b an d in g  u n tu k  

menerbitkan salinan akta-akta dimaksud kepada Terbanding.
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28. Bahw a berdasarkan ketentuan Pasal 66 UUJN dalam hal untuk kepentingan 

p roses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan 

persetu juan  Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk:

1) M engam bil fotokopi M inuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan 

pada M inuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

2) M em anggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan 

dengan  akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam  

peny im panan  Notaris.

3) Pengam bilan  fotokopi Minuta akta atau surat-surat dibuat berita acara 

penyerahan .

D engan  dem ikian oleh karena Pembanding tidak memperoleh izin dari 

p ihak  yang  berkepentingan atas akta-akta tersebut kepada Terbanding. 

B ahkan un tu k  kepentingan proses peradilan-pun Notaris hanya dapat 

m em berikan  fotokopi akta saja, jika dimintakan oleh penyidik, penuntut 

u m u m , atau  hakim.

29. Bahw a M ajelis Pengawas W ilayah melebihi wewenang dalam memeriksa 

p e n g ad u a n /la p o ra n  dan  dalam menjatuhkan putusan. Bahwa laporan yang 

d ia ju k an  oleh Terbanding/Pelapor ke Majelis Pengawas Wilayah adalah 

m em o h o n  supaya dilakukan pemeriksaan terhadap dan menyatakan 

T erlap o r (Pembanding):

1) M elanggar Peraturan Jabatan Notaris (S.1860-3) khususnya terhadap 

S u m p ah /Jan ji Jabatan sebagaimana dimaksud dalam  Akta Pasal 17 

den g an  tidak menjalankan jabatan secara jujur, seksama, m andiri dan 

tidak  berpihak dan Pasal 40 dengan tindakan menolak memberikan akta 

kep ad a  pihak  yang berkepentingan, atau dengan setelah berlakunya
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Undang-undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, m elanggar 

Pasal 4, Pasal 16 huruf (a), dan Pasal 54.

2) Melanggar Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia khususnya Pasal 3 

mengenai Kewajiban yang harus dilaksanakan Notaris dan Pasal 4 

mengenai Larangan bagi Notaris.

Dengan melihat dan membandingkan isi laporan Terbanding dan  p u tu san  

dari Majelis Pengawas Wilayah terlihat jelas bahwa isi putusan  Majelis 

Pengawas Wilayah melebihi dari apa yang dilaporkan dan d im inta  oleh
c.

Terbanding. Tuduhan Pelapor adalah pelanggaran Peraturan Jabatan  

Notaris dan Pelanggaran Kode Etik, namun Majelis Pengawas W ilayah

r
bukannya memberikan peringatan atau sanksi tapi justru m e m u tu sk an

bahwa Pelapor merupakan Pihak dalam akta dan m enyatakan  bahw a

T e r l a p o r  d a p a t  m e n g e l u a r k a n  saJ inan  A k ta  k e p a d a  P e l a p o r  y a n g  (i) t i d a k

p e r n a h  d i m i n t a k a n  oleh  T e r b a n d i n g ,  d a n  (ii) jelas m e r u p a k a n  s u a t i i  

L.
"hukum an/sanksi"  bagi pihak-pihak lain (pihak ketiga) yaitu DEUTSCHE 

BANK AliTIENGESELLSCHAFT, PT MULHENDI SENTOSA ABADI, PT 

AKABILURU, dan PT DIANLIA SETYAMUKTI.

30. Bahwa berdasarkan Pasal 70 UUJN kewenangan Majelis P engaw as  D aerah  

antara lain :

1) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya  d u g a a n  

pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan  jaba tan  

Notaris;

2) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya  d u g a a n  

pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ke ten tuan  d a lam  

Undang-undang ini.
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S ed an g k an  kew enangan Majelis Pengawas Wilayah berdasarkan Pasal 73 

UUJN an ta ra  lain sebagai berikut :

1) M enyelenggarakan  sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan 

a tas lap o ran  m asyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas 

W ilayah;

2) M em anggil N otaris terlapor untuk dilakukan pem eriksaan atas laporan 

d i atas;

3) M em berikan  sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;

4) M engusu lkan  m em berikan sanksi terhadap Notaris kepada Majelis 

P engaw as Pusat b e ru p a :
r

-pem berhen tian  sem entara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan 

atau ;

- pem berhentian dengan tidak hormat.

B erdasarkan  ketetuan tersebut Majelis Pengawas Wilayah berwenang 

u n tu k  m enjatuhkan sanksi kepada Notaris yang m elakukan pelanggaran 

te rh a d a p  keten tuan  jabatan Notaris. Kewenangan Majelis Pengawas 

W ilayah  ini d iketahui oleh Terbanding yang dalam  laporannya tidak 

m em in ta  hal-hal d iluar pelanggaran kode etik Notaris, nam un ternyata 

M aje lis  Pengaw as W ilayah tidak  m em berikan teguran atau sanksi tapi 

ju s tru  m em erin tahkan  N otaris u n tu k  m enyerahkan akta yang 

d ib u a tn y a  dan  bahkan  m enciptakan suatu keadaan hukum  baru 

d e n g a n  adanya am ar pu tusan  yang m enyatakan T erbanding  sebagai 

P ih a k  dalam  Akta!

 ̂ B erdasarkan alasan-alasan hukum  di atas terbukti bahwa sepanjang 

p em erik saan  Pem banding oleh Majelis Pengawas terdapat banyak hal-hal yang
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bertentangan dengan ketentuan yang berlaku antara lain Pasal 4, Pasal 16 Ayat 

(1) huruf e dan Pasal 54 UUJN dan PERMEN serta bertentangan dengan 

Kesepakatan Bersama Tim Kesatuan Sikap dan Pemahaman dalam  Pelaksanaan 

UUJN

Dengan demikian Pembanding mohon kepada Majelis Pengaw as Pusat 

yang memeriksa perkara ini untuk mengeluarkan putusan sebagai b e r ik u t:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;

2. Membatalkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Nomor. 0 1 /L M /II I /2006 

tanggal 22 Maret 2006;

3. Menyatakan bahwa Pembanding tidak melanggar UU No. 30 T ahun  2004 

tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia;

4. Menyatakan bahwa tindakan Pembanding dengan tidak m em berikan  

salinan akta yang dibuatnya kepada Terbanding sudah tepat d an  sesuai 

dengan Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat N o m o r 

W7.Db.Hk.04.10.4119/2003 tertanggal 16 Oktober 2003 dan U ndang-U ndang  

Jabatan Notaris mengikat Terbanding (Beckkett) bukanlah p ihak  y an g  

berkepentingan langsung pada akta.

Atau apabila Majelis Pengawas Pusat berpendapat lain, m ohon p u tu sa n  

yang seadil-adilnya (ex nequa et bono);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Pengawas W ilayah DKI 

Jakarta Nomor : 01/LM /II1/2006, tanggal 22 Maret 2006, Pelapor tid ak  

m enyampaikan kontra memori banding untuk menanggapi m em ori b an d in g  

dari Terlapor, tetapi Pelapor mengajukan banding pada tanggal 11 A gustus 

2006 dengan menyampaikan memori banding sebagai b e rik u t:
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B ahw a P em band ing /P elapor sangat keberatan atas putusan Majelis 

P en g aw as  tersebu t di atas karena Majelis tidak memberikan pertimbangan 

h u k u m  y an g  cukup  d an  keliru, seperti yang akan Pem banding/Pelapor uraikan 

d ib a w a h  i n i :

1. B ah w a d a lam  p ertim bangan  hukum  putusan majelis, d inyatakan bahw a 

T e rla p o r/T e rb an d in g  m enolak  m em beri salinan akta-akta yang pernah 

d ib u a tn y a  m asing-m asing  akta N om or : 17 sam pai dengan Akta Nom or : 

24, m asing-m asing  tertanggal 15 Februari 2002, karena 

T e rla p o r/T e rb a n d in g  te lah  m em inta tanggapan kepada pihak-pihak yang 

b e rk e p e n tin g a n  langsung  dan  p ihak-pihak tersebut m enolak untuk  

m e m b e r ik a n  izin  m enerb itkan  salinan  akta-akta dim aksud.

T a n g g a p a n :

B ahw a tindakan  Terlapor/T erbanding  yang meminta tanggapan kepada 

p ih ak -p ih ak  lain dan  pihak-pihak lain tersebut menolak untuk memberikan 

iz in  m enerb itkan  salinan akta-akta tersebut adalah tindakan Terlapor/ 

te rb an d in g  yang secara nyata dan faktual m elanggar Pasal 16 ayat (1) butir 

" d "  U ndang-U ndang  N om or 30 Tahun 2004 yang berbuny i:

" Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban :

d. m em berikan  pelayanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, 

k ecu a li ada alasan  u n tu k  m enolaknya;

e. dst. . .  .

d a lam  penjelasannya Pasal 16 ayat (1) butir "d" menegaskan:

a

b.

c,
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Yang dim aksud dengan " alasan un tuk  menolaknya " adalah alasan y a n g  

mengakibatkan Notaris tidak berjrihak, seperti adanya h u b u n g a n  d a r a h  a ta u  

se m e n d a n y a  dengan Notaris atau dengan suam i/istrinya, salah sa tu  p ihak y a n g  

t id a k  m e m p u n y a i ke m a m p u a n  b ertin d a k  u n tuk  m elakukan perbuatan , a t a u  

h a l la in  y a n g  t id a k  d ip erb o leh ka n  u n d a n g -u n d a n g  

Demikian tindakan Terlapor/Terbanding yang menolak u n tu k  m e m b e r ik a n  

izin menerbitkan salinan akta-akta kepada P e la p o r /P em b an d in g  k a re n a  

Terlapor/T erbanding  telah meminta tanggapan kepada p ihak -p ihak  y a n g  

berkepentingan langsung dan pihak-pihak tersebut m enolak  u n tu k  

memberikan izin menerbitkan salinan akta-akta d im a k su d  jelas 

m em buktikan T e r l a p o r / T e r b a n d i n g  tidak m andiri dan  b e r p ih a k  d a la m  

menjalankan tugasnya Vaienanya melanggar Sum pah jab a tan  s e b a g a im an a  

terurai dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 T ahun  2004 d an  d iu ra ik a n  

lebih lanjut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf "a";

2. Bahwa terlapor/Terbanding yang meminta p endapa t P e n g a d i la n  N e g e r i  

Jakarta Barat sebagai Pengawas Notaris m elalui su ra tn y a  te r ta n g g a l  16 

O k tober 2003 dan surat tersebut telah d ijaw ab  oleh P e n g a d i la n  N e g e r i  

jakarta  Barat bahw a tindakan  yang T erlapo r/T erband ing  l a k u k a n  u n t u k  

tidak  m em berikan  akta-akta d im aksud adalah te lah  se su a i  d e n g a n  

Peraturan  Jabatan Notaris serta tidak m elanggar K aidah  d a n  N o rm a  E tika  

sebagai Notaris.

T a n g g a p a n :

Bahwa tindakan Terlapor/Terbanding  yang m eminta p e n d a p a t  P e n g a d i la n  

Negeri Jakarta Barat sebagai Pengawas Notaris un tuk  tidak  m e m b e r ik a n  

akta-akta yang di maksud adalah tindakan yang tidak tepat, k a re n a  

sebagaim ana- dim aksud dalam "H ukum  Notaris Indones ia  S u a tu
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P e n je la sa n "  k a ra n g a n  R. Soegondo  Notodisoerdjo, Edisi I, Cetakan kedua, 

h a la m a n  195, d ik u t ib  sebagai berikut : bahw a dalam hal ada keragu-raguan  

N o ta r i s  d a la m  m e m b e r ik a n  sa l in an  atau ku tipan , seba iknya  m in ta  suatu  

k e p u t u s a n  (b e sc h ik k in g )  k ep ad a  Pengadilan , b u k a n  m ohon  suat~u 

p e n g a r a h a n  te rh a d a p  t in d a k a n  y ang  telah d ilak u k an  Notaris.

3. B a h w a  d a la m  p e r t im b a n g a n  h u k u m  pu tusan  d iseb u tk an  bahw a akta 

N o m o r  : 21 d a n  22 tangga l 15 Februari 2002, P e lapor/P em band ing  adalah  

p e m i l i k  s a h a m  dari sah a m -sa h am  y ang  dijual berdasa rkan  akta-akta  

t e r s e b u t ,  m a k a  b e rd a sa rk a n  Pasal 54 U n d ang-U ndang  N om or 30 T ah u n  

2004 T e n ta n g  U n d a n g -U n d a n g  Notaris , P e lapor/P em band ing  adalah p ih ak  

y a n g  b e r k e p e n t in g a n  la n g su n g  da lam  akta-akta tersebut, sedangkan  pada  

a k ta  n o m o r  17, 18, 19, 20, 23 d an  24 tanggal 15 Februari 2002 pem ilik  

s a h a m n y a  a d a la h  b u k a n  P e lapo r/P em band ing  oleh karenanya 

P e la p o r /P e m b a n d in g  b u k a n  p ih ak  y ang  berkepen tingan  langsung  

t e r h a d a p  a k ta  te rseb u t .

T a n g g a p a n :

B ah w a  p e r t im b a n g a n  p u tu san  Majelis yang m enyatakan bahwa akta N om or 

17, 18, 19, 20, 23 d an  akta 24 tertanggal 15 Februari 2002 tidak berhubungan 

l a n g s u n g  d e n g a n  P e la p o r /P em b a n d in g  karena pemilik saham nya  bukan 

P e la p o r /P e m b a n d in g  sehingga pihak Pe lapo r/P em band ing  bukan pihak 

y a n g  b e rk e p e n t in g a n  langsung  terhadap  akta tersebut adalah tidak 

b e ra la sa n ,  sebab  ak ta-ak ta  tersebut berhubungan langsung  dengan  

P e la p o r /P e m b a n d in g .

B ah w a  P e la p o r /P e m b a n d in g  adalah  pihak yang berkepentingan langsung  

d e n g a n  se lu ru h  ak ta-ak ta  yang  dim inta  oleh P e lap o r/P em b an d in g  masing- 

m a s in g  N o.17 sam pai d e n g an  No.24, yang kese luruhannya tertanggal 15

29
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Februari 2002, karena Pelapor/Pembanding adalah pemilik dan  pem egang  

saham  yang menggadaikan seluruh saham-saham yang dim ilikinya yakni 

sejumlah 7.420 (tujuh ribu empat ratus dua puluh) saham  yang m ew akili 

74,2 % (tujuh puluh em pat 2/10 persen) di dalam PT. Sw abara M in ing  & 

Energy; - selanjutnya PT. Swabara Mining & Energy adalah pem ilik d an  

pemegang saham yang menggadaikan seluruh saham -saham  yang  

dimilikinya yakni sejumlah 6.499 (enam ribu em pat ratus sem bilan  p u lu h  

sembilan) saham yang mewakili 99,95 % (sembilan pu luh  sem bilan 95 /100  

persen) di dalam PT. Asminco Utama; - selanjutnya PT. A sm inco U tam a 

adalah pemilik dan pemegang saham yang m enggadaikan se lu ru h  saham -
r

saham  yang dimilikinya yakni sejumlah 20.320 (dua pu luh  ribu tiga ra tu s  

dua puluh) saham yang mewakili 40 % (empat puluh  persen) di da lam  PT. 

Adaro Indonesia, demikian juga PT. Asminco Bara Utama ad a lah  pem ilik  

dan pemegang saham yang menggadaikan seluruh saham -saham  y an g  

dimilikinya yakni sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) saham  yang  m ew akili 40 % 

(empat puluh persen) di dalam PT. Indonesia Bulk Terminal;

Bahwa berdasarkan fakta di atas, PemohoiVPem banding ad a lah  p em eg an g  

saham  tidak  langsun^terafiliasi pada PT. Asminco Bara U tam a, PT. A daro  

Indonesia dan PT. Indonesia Bulk Terminal;

Bahwa landasan hukum  pemilik tidak lan g su n g /te ra filia s i 

Pem ohon/Pem banding, karenanya adalah pihak yang  m em p u n y a i 

kepentingan langsung dengan akta-akta No.17 sampai dengan  No.24, y an g  

keseluruhannya tertanggal 15 Februari 2002, dibuat dan  d ite rb itk an  o leh  

Terlapor/Terbanding, bertitik tolak pada ketentuan pera tu ran  p e ru n d an g - 

undangan b erik u t:
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a. U n d a n g -u n d a n g  N om or 1 T ah u n  1995 tentang P erseroan  T erbatas 

("U U PT ")

Bab IV Pasal 56 UUPT tentang Laporan Tahunan dan Penggunaan Laba 

berb u n y i sebagai b e r ik u t:

"Dalam waktu 5 bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi 

menyusun laporan tahunan untuk diajukan RUPS, yang memuat sekurang- 

kurangnya :

1) P e rh itu n g an  tahunan  yang terdiri d a r i .... dan se te ru sn y a ....... ;

2) N eraca  gabungan  dari perseroan yang tergabung dalam  satu grup, di 

sam p in g  neraca dari m asing-m asing Perseroan tersebut;

3) . . .

4) dst.

P en jelasan  Pasal 56 h u ru f  b UUPT tersebu5t di atas mengem ukakan :

Y ang d im aksud  dengan "neraca gabungan" adalah neraca kosolidasi, 

sesu a i d en g an  S tandar A kuntansi Keuangan yang berlaku"

B erkaitan  dengan  hal tersebut di atas, Pernyataan Standar Akuntansi 

K eu an g an  ("PSAK") No. 4 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi, yang  

d ik e lu a rk an  oleh Ikatan A kuntan Indonesia m enyatakan sebagai b e r ik u t: 

"PSA K  ini m en g atu r penyajian laporan keuangan konsolidasi dari su a tu  

k e lo m p o k  perusahaan  di baw ah pengendalian suatu induk perusahaan." 

S elan ju tnya dalam  PSAK No. 4 d ia tu r mengenai definisi:

1) K elom pok (grup) perusahaan, yaitu kum pulan induk perusahaan d an  

se lu ru h  anak  perusahaannya;

2) In d u k  perusahaan  (parent company) adalah perusahaan  yang  

m em ilik i sa tu  a tau  lebih anak perusahaan;
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3) Anak perusahaan termasuk cucu/cicit perusahaan,

b. K etentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 ten tang  P asar M o d al 

("UU Pasal Modal").

Pasal 1 angka 1 UU Pasal Modal mengenai definisi afiliasi 

bernyanyisebagai beriku t:

"Afiliasi ad a lah :

i ) ............................

2) .........................

3) ........................

4) Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung  m a u p u n  

tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh p e ru sah aan  

tersebut;

5) H ubungan antara dua perusahaan yang d ik en d a lik a n , b a ik  

langsung m aupun tidak langsung, oleh p ihak  yang  sam a; a tau

6) Hubungan antara perusahan dengan pem egang saham  u tam a." 

Berdasarkan fakta-fakta ketentuan hukum  d i atas, P e la p o r/ 

Pem banding dapat m em buktikan bahw a P e la p o r/P e m b an d in g  

adalah pem egang saham tidak  langsung atau te rafiliasi d e n g a n  PT. 

Asminco Barat Utama, PT. Adaro Indonesia serta  PT. In d o n e s ia  

Bulk Term inal, sehingga Pelapor/Pem banding  m e m p u n y a i 

kepentingan dengan akta-akta No. 17 sam pai d en g an  N o. 24, y a n g  

keseluruhannya tertanggal 15 Februari 2002, d ib u a t d an  d ite rb i tk a n  

oleh T erlapo r/T erband ing  tersebut.

Bahwa selain itu, karena kedudukan P e lap o r/P em b an d in g  selaku  

pemegang saham itulah yang menyebabkan P e la p o r/P e m b a n d in g

Interpretasi orang..., Rhea Damara, FH UI, 2009



33

m au  d a n  sedia m enggadaikan keseluruhan saham -saham nya un tuk  

k ep en tin g an  afiliasinya (anak perusahaan pada derajat kedua, yakni 

PT. A sm inco Baru Utama) yang terkait pada transaksi hutang- 

p iu tan g ; jika tidak ada hubungan kepemilikan saham  itu niscaya 

P e lap o r/P em b an d in g  tidak m ungkin m enggadaikan keseluruhan 

saham -saham  m iliknya dan m engizinkan direksi PT. Swabara M ining 

& E nergy  yang d iangkat berdasarkan RUPS yang dihindari P e lap o r/ 

P em b an d in g  un tuk  juga m enggadaikan saham-saham milik PT. 

A sm incho  Bara U tam a yang ada di PT. Adaro Indonesia dan  PT. 

Indonesia  Bulk Terminal;
r

Bahw a dengan m enpunyai kepentingan langsung terhadap 

kepem ilikan  saham -saham  pada anak perusahaannya termasuk pada 

cucu  d an  cicit, m aka tanpa perlu dibuktikan lebih lanjut lagi 

P e lap o r/P em b an d in g  berhak m endapatkan seluruh akta yang 

b erk a itan  dengan  Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan  Akta 

Jual Beli Saham , sehingga bukan saja Akta Nom or 21 d an  22 

te rtanggal 15 Februari 2002 tetapi juga Pelapor/Pem banding berhak 

m en d ap a tk an  akta-akta masing-m asing Nomor: 17,18,19, 20, 23 dan  

ak ta  N om or 24 yang keseluruhannya tertanggal 15 Februari 2002.

B erdasarkan  u raian  P em banding /P elapor seperti tersebut di atas, m ohon 

M ajelis P engaw as P u sa t N otaris Daerah Khusus Jakarta yang m em eriksa dan  

m en g ad ili p e rk a ra  a quo tersebut m em berikan putusan sebagai berikut:

1. M enerim a perm ohonan  Banding Pem banding/Pelapor yang diajukan oleh 

P em band ing ;

2. M engabu lkan  perm ohonan  Pem banding/Pelapor untuk seluruhnya;
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3. M embatalkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah N otaris D aerah K husus 

Ibukota Jakarta No. 01/LM/I11/2006, tanggal 22 Maret 2006;

4. M enyatakan bahwa Pem banding/Pelapor m erupakan pihak d an  p ihak  yang  

berkepentingan lansung atas akta sebagai berikut:

a. Akta Nomor 17, tanggal 15 Pebruari 2002;

b. Akta Nomor 18, tanggal 15 Pebruari 2002;

c. Akta Nomor 19, tanggal 15 Pebruari 2002;

d. Akta Nomor 20, tanggal 15 Pebruari 2002;

e. Akta Nomor 21, tanggal 15 Pebruari 2002;

f. Akta Nomor 22, tanggal 15 Pebruari 2002;
r

g. Akta Nomor 23, tanggal 15 Pebruari 2002;

h. Akta Nomor 24, tanggal 15 Pebruari 2002.

Dimana akta-akta tersebut di atas dibuat d ihadapan /o leh  Terlapor.

5. M enyatakan bahwa pihak Pem banding/Pelapor berhak un tuk  m en d a p a tk a n  

salinan resmi atas akta-akta masing-masing nomor: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

dan Akta Nomor 24 yang keseluruhannya tertanggal 15 Februari 2002;

6. M enyatakan bahwa pihak Terbanding/Terlapor wajib m em berikan  sa lin an  

resmi atas akta-akta masing-masing nomor: 17,18,19, 20, 21, 22, 23, d an  ak ta  

N om or 24 yang keseluruhannya tertanggal 15 Februari 2002 te rseb u t k e p a d a  

Pelapor/Pem banding;

7. M enjatuhkan sanksi kepada Terbanding/Terlapor sesuai d en g an  

kew enangan yang dimilki Majelis berdasarkan peratu ran  d an  U n d an g - 

U ndang yang berlaku.

A tau dalam  hal Majelis Banding mempunyai pertim bangan lain , m o h o n  

pertim bangan yang seadil-adilnya.
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M e n im b a n g  b ah w a  T erbanding  Terlapor telah m enyam paikan  kontra

m e m o r i  b a n d in g  y a n g  in tinya sebagai berikut: •

1. B a h w a  T e rb a n d in g  m eno lak  d engan  tegas dalil m em ori banding  pada  butir 3 

y a n g  p a d a  in tinya  m enya takan  bahw a tindakan T erbanding  y ang  m em inta  

t a n g g a p a n  k e p a d a  p ihak-p ihak  lain dan  pihak-pihak lain tersebut m enolak 

u n t u k  m e m b e r ik a n  izin m enerb itkan  salinan akta-akta tersebut m eru p ak an  

p e l a n g g a r a n  Pasal 16 aya t (1) butir  d U ndang-U ndang  N om or 30 tahun 2004.

2. B a h w a  k e te n tu a n  d a lam  Pasal 16 ayat (1) butir d U ndang-U ndang  N om or 30 

t a h u n  2004 te rseb u t  jus tru  m enguatkan  alasaan bagi Terbanding un tuk  tidak 

m e n y e r a h k a n  ak ta-ak ta  d im ak su d  kepada Pem banding  oleh karena adanya  

a la s a n  bag i T e rb a n d in g  un tuk  m elakukan  tindakan tersebut.

3. B ah w a  b e rd a sa rk a n  keten tuan  Paso/ 5-4 U U) N  N otaris  hanya dapat 

m e m b e r ik a n ,  m em perliha tkan , m em beritahukan  isi akta, grosse akta, salinan 

a k ta  a ta u  k u t ip a n  akta kepada orang yang berkepentingan langsung pad_a 

a k ta ,  ah li  w aris , a tau  o rang  yang m em peroleh  hak, kecuali d iten tukan  lain 

o le h  p e r a tu r a n  p e ru n d an g -u n d an g an .

D a n  b e rd a s a rk a n  Penjelasan Pasal 43 UUJN yang d im aksud  dengan  "p ihak  

y a n g  b e rk e p e n t in g a n "  adalah p en g h ad ap  atau pihak yang  diwakili oleh 

p e n g h a d a p .

4. B ah w a  T im  K esa tu an  Sikap dan P em aham an  Dalam Pelaksanaan U ndang- 

U n d a n g  Jab a tan  N otaris  berdasarkan  SK PP-INI N om or 3 3 3 /S K / I I / 2005 

ta n g g a l  15 P eb ru a ri  2005 juga telah m em buat kesepakatan bersam a pada 

ta n g g a l  30 Juni 2005 bahwa yang  d im aksud  dengan  p ihak  vang 

b e rk e p e n t in g a n  lan g su n g  pada akta adalah:
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1) U ntuk diri sendiri yaitu yang langsung menanda tangani dan  m enjadi

pihak dalam akta atau yang memperoleh hak atau penggantinya.

2) Untuk pihak yang diwakili dalam akta baik berupa badan m au p u n

3) Penerima kuasa yang menandatangani akta dan dalam  kuasanya d iseb u t 

boleh mengambil salinan akta.

4) Pihak yang meminta dibuatkan akta, khususnya untuk akta relas.

Dengan demikian oleh karena Pembanding tidak m em enuhi p ersy a ra tan

yang ditentukan oleh ketentuan hukum  tentang "p ih ak  y an g

berkepentingan" atas akta-akta tersebut, maka Terbanding jelas m em p u n y ai
f

alasan untuk menolak permintaan Pembanding untuk m enyerahkan  ak ta- 

akta tersebut padanya karena Notaris hanya m enjalankan tu g asn y a  

berdasarkan Sumpah Jabatan untuk bersikap m andiri dan  tidak berp ihak .

5. Bahwa Teranding menolak dengan tegas dalil m emori banding  b u tir  2 y an g  

pada intinya menyatakan bahwa tindakan Pem banding y an g  m em in ta  

pendapat Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk tidak m em berikan  ak ta - 

akta yang dimaksud adalah tindakan yang tidak tepat.

6. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam  hal ini m e ru p ak an  

Pengawas Notaris berdasarkan ketentuan hukum  yaitu  b e rd a sa rk an  

K eputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan M enteri K ehak im an  

Republik Indonesia Nomor : KM A/006/SK B/VII/1987 ten tang  T ata C ara  

Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri N otaris yang  m e ru p a k a n  

ketentuan hukum yang berlaku sebelum berlakunya UUJN.

7. Bahwa sikap Terbanding dengan meminta pendapat P engad ilan  N egeri 

Jakarta Barat sebagai Pengawas Notaris melalui su ra t tertanggal 16 O k to b er

orang.
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2003 a d a la h  u n tu k  m enanyakan  m engenai apakah tindakan T erbanding  

y a n g  m e n o la k  u n tu k  m em berikan  akta-akta yang d im inta  Pem band ing  

m e r u p a k a n  p e lan g g a ran  te rhadap  kaidah dan  norm a etika profesi Notaris. 

D e n g a n  d e m ik ia n  t indakan  T erbanding  un tuk  m em inta  p en d ap a t  dari 

P e n g a d i la n  N egeri Jakarta Barat adalah  s u d ah  tepat sesuai dengan  tugas dan  

w e w e n a n g  y a n g  d iberikan  undang-undang .

8. B ah w a  T e rb a n d in g  m enolak  dengan  tegas dalil Memori Banding butir 3 

y a n g  p a d a  in tinya  m enyatakan  bahw a pertim bangan  Majelis Pengaw as 

W ila y a h  N o ta r is  DKI Jakarta yang  m enyatakan  bahw a akta N om or 17, 18, 

19, 20, 23, d a n  24 tertanggal 15 Pebruari 2002 tidak berhubungan  langsung 

d e n g a n  P e m b a n d in g  karena  pemilik saham nya  bukan Pem banding  sehingga 

P e m b a n d in g  b u k a n  pihak yang berkepentingan  langsung  terhadap akta 

te r s e b u t  a d a la h  tidak  beralasan.

9. B a h w a  a tas  p e rm o h o n a n  yang  telah d isam paikan  kepada Terbanding oleh 

P e n g a c a ra n y a  ya itu  Yan A pul & Rekan pada  tahun  2003 dan  Otto Cornelis 

K a lig is  p a d a  ta h u n  2005 y an g  m em ohon supaya Terbanding m enerbitkan 

a ta u  m e m b e r ik a n  salinan Akta-akta antara  lain N om or 17 s / d  24 yang 

s e m u a n y a  te r tanggal 15 Pebruari 2002 yang  d ibuat oleh Terbanding, 

T e r b a n d in g  te lah  m em inta  tanggapan  kepada pihak yang  berkepentingan  

l a n g s u n g  a tas  ak ta-akta  tersebut sesuai ke tentuan  yang  berlaku. Dan 

t e rn y a ta  p ih ak -p ih ak  yang  berkepentingan  langsung tersebut yaitu

D E U T S C H E  BANK AKTIENGESELLSCHAFT, PT. M ULHENDI SENTOSA 

A B A D I, PT. AKABILURU, dan  PT. DIANLIA SETYAMUKTI tidak 

m e m b e r ik a n  izin kep ad a  Terbanding  un tuk  m enerb itkan  salinan akta-akta 

d im a k s u d  k e p a d a  Pem banding ;
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Dengan demikian oleh karena Terbanding tidak mem peroleh izin dari p ih ak  

yang berkepentingan atas Akta-akta tersebut, maka Terbanding tidak  berhak

perm intaan Pembanding.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan N o taris  

dalam  hal untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, p en u n tu t u m u m , 

atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas D aerah b erw en an g  

u n tu k :

1. Mengambil foto copy Minuta Akta dan atau surat-surat yang  d ilek a tk an  

pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyim panan N otaris;
y

2. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pem eriksaan yang  b e rk a itan  

dengan akta yang dibuatnya atau Protokol N otaris yang b erad a  d a lam  

penyimpanan Notaris;

3. Pengambilan foto copy Minuta Akta atau surat-surat d ib u a t berita  acara  

penyerahan.

Berdasarkan hal ini kepentingan proses peradilan-pun N otaris h an y a  d a p a t 

memberikan foto copy akta saja, jika hal itu dim intakan oleh p en y id ik , 

penuntut umum, atau hakim.

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 U ndang-U ndang N o m o r 30 T a h u n

2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris dalam m enjalankan jab a tan n y a  

berkewajiban antara la in :

a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, d a n  m en jaga 

kepentingan pihak yang terkait dal;am perbuatan hukum ;

dan  tidak berwenang untuk menyerahkan salinan Akta-akta tersebut sesuai
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b. M erah asiak an  segala sesuatu m engenai akta yang dibuatnya dan  segala 

k e te ran g an  yan g  diperoleh guna pem buatan akta sesuai dengan 

s u m p a h /ja n ji  jabatan, kecuali undang-undang m enentukan lain;

12. B ahw a p ad a  bagian  penjelasan pada Pasal 16 U ndang-U ndang Jabatan 

N o ta ris  h u ru f  e, N otaris berkewajiban untuk  m erahasiakan  segala sesuatu  

y a n g  b e rh u b u n g a n  dengan  akta dan surat-surat lainnya untuk  m elindungi 

k e p e n tin g a n  sem ua p ihak  yang terkait dengan akta tersebut;

13. B ahw a kew ajiban  un tu k  m erahasiakan segala sesuatu m engenai akta yang  

d ib u a t N o taris  juga sesuai dengan ketentuan Pasal 4 U ndang-U ndang 

Jab a tan  N o taris  m engenai Sum pah/Janji Jabatan yaitu :

"Bahwa saya  akan //terahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam 

pelaksanaan jabatan saya".

B erd asa rk an  u ra ian  tersebut d ia tas terbukti secara sah dan m eyakinkan bahw a 

P e m b a n d in g  tidak  m em punyai kepentingan atas akta-akta dim aksud term asuk 

a k ta  N o m o r 21 dan  22 tanggal 15 Pebruari 2002 karena pihak yang 

b e rk e p e n tin g a n  a tas akta-akta tersebut hanyalah DEUTSCHE BANK 

AKTIENGESELLSCHAFT, PT. MULHENDI SENTOSA ABADI, PT. 

A K A BILU RU , d an  PT. DIANLIA SETYAMUKTI sehingga berdasarkan Pasal 54 

U n d a n g -U n d a n g  Jabatan N otaris Beckkett tidak m em punyai kepentingan atas 

ak ta -ak ta  tersebut;

A ta s  d a s a r  te rsebu t m aka sudah  menjadi kewajiban apabila Terbanding untuk 

m e ra h a s ia k a n  segala sesuatu  m engenai akta yang dibuatnya berdasarkan 

k e te n tu a n  u n d an g -u n d an g  dan  karena terikat sum pah jabatan dem i m elindungi 

k e p e n tin g a n  sem ua p ihak  yang  terkait dengan akta tersebut. Hal ini bertujuan 

u n tu k  m encegah  segala bentuk  pertyalahgunaan baik terhadap akta itu sendiri

39
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m aupun terhadap isinya, juga demi menciptakan kepastian, ketertiban d a n  

perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terkait dalam  akta se rta  

pertanggungjawaban kepada Tuhan YME terhadap sum pah yang  te lah  

diucapkan!

Bahwa dalam laporan Pembanding ke Majelis Pengawas W ilayah N otaris yan g  

menjadi petitum dalam laporannya adalah memohon supaya d ilak u k an  

pemeriksaan terhadap dan menyatakan Terlapor (Terbanding):

1. Melanggar Peraturan Jabatan Notaris (S. 1860-3) khususnya te rh ad ap  

Sum pah/Janji Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pasal 17 d en g an  

tidak menjalankan jabatan secara jujur, seksama, m andiri dan  tidak  b erp ih ak  

dan Pasal 40 dengan tindakan menolak memberikan Akta kepada p ih ak  

yang berkepentingan, atau dengan setelah setelah berlakunya U n d an g - 

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, m elanggar Pasal 4, 

Pasal 16 huruf (a), dan Pasal 54 ;

2. Melanggar Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia khususnya Pasal 3 m engenai 

Kewajiban yang harus dilaksanakan Notaris dan Pasal 4 m engenai L aran g an  

bagi Notaris.

Tuntutan Pemohon Kasasi ini kemudian berubah dalam  M em ori B and ingnya 

ini, dengan demikian sudah sepatutnya Memori Banding P em banding  ini tid ak  

dipertim bangkan oleh Majelis Pengawas Pusat.

Dengan demikian Terbanding mohon kepada Majelis Pengaw as P usa t y a n g  

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk m engeluarkan p u tu san  sebagai 

b e rik u t:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding;
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2. M em b a ta lk an  p u tu san  Majelis Pengaw as Wilayah Notaris N om or :

01/ L M / 111/2006 tanggal 22 M aret 2006;

3. M en y a tak an  b ahw a Terbanding tidak m elanggar U ndang-Undang Nom or 30 

T a h u n  2004 ten tang  Jabatan N otaris dan Kode Etik Ikatan Notaris 

Indonesia ;

4. M en y a tak an  bahw a tindakan Terbanding dengan tidak m em berikan salinan 

a k ta  y an g  d ib u a tn y a  kepada Pem banding sudah tepat dan  sesuai dengan 

s u ra t  K etua Pengadilan Negeri Jakarta Barat N om or 

W 7.D b.H k.04.10.4119/2003 tertanggal 16 Oktober 2003 dan Undang-Undang 

Jab a tan  N o taris  m engingat Pem banding (Beckkett) bukanlah pihak yang
y*

b e rk ep en tin g an  langsung  pada akta.

A tau  apab ila  M ajelis Pengaw as Pusat N otaris berpendapat lain, mohon putusan 

y a n g  sead il-ad ilnya  (ex aequo et bono).

M enim bang  bahw a un tuk  m enanggapi memori banding Pem banding 

T e rlap o r, T e rband ing  Pelapor telah m enyam paikan kontra memori banding 

sebagai berikut:

1. A lasan  B anding pada halam an 2 - 3  angka 1 - 5  Memori Banding 

PEM BA N D IN G  yang  m enyatakan:

" . . .  B erdasarkan  hal dia tas m aka terlihat Majelis Pengawas W ilayah telah 

k e liru  m em b u at p u tu san  didasari oleh keterangan-keterangan Pem banding 

d a n  T erb an d in g  berdasarkan  laporan Terbanding tertanggal 26 Juli 2006 

p a d ah a l M ajelis Pengaw as W ilayah sendiri m enyatakan bahwa putusan  

d id a sa rk an  lapo ran  T erbanding tanggal 10 M aret 2005."

A d a p u n  alasan-alasan penyanggahan dari TERBANDING terhadap alasan 

te rse b u t d i a tas adalah  sebagai berikut:
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a. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh PEMBANDING u n tu k  m e n c a p a i 

kesim pulan tersebut di atas m erupakan bagian dari " T e n ta n g  P o k o k  

P erm asalahan  " yang m erupakan bagian yang m encerilerakan  m e n g e n a i 

kronologis perkara dan posisi para pihak dan  b u k a n  m e ru p a k a n  b a g ia n  

"T entang  Pertim bangan H ukum  " yang m erupakan  b ag ian  y a n g  

menjadi dasar Putusan Majelis Pengawas W ilayah N otaris. O leh  k a re n a  

itu dalil-dalil yang diajukan oleh PEMBANDING u n tu k  m e n c a p a i 

kesim pulan tersebut di atas dapat diterim a dan harus d ito lak.

b. Bahwa PEMBANDING telah berusaha m enyesatkan  M ajelis P e n g a w a s  

Pusat Notaris dengan tidak menuliskan seluruh k u tip an  h a la m a n  2
r

Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris N om or : 01/ L M / I I I / 2006 

tanggal 22 M aret 2006 yang dijadikan dalil un tuk  m encapai K e s im p u la n  

di atas. Sesungguhnya, kutipan lengkap halam an 2 P u tu sa n  M ajelis 

Pebgawas W ilayah Notaris Nomor : 01 /L M /III/2 0 0 6  tanggal 22 M a re t 

2006 adalah sebagai berikut : " Bahwa PELAPOR dengan surat laporannya 

tertanggal 10 Maret 2005 No. 385/OCK.111/2005 perihal laporan dan mohon 

pemeriksaan yang diregister dalam Agenda Nomor : 1355/OCK. VlI/2005 telah 

mengemukakan hal-hal berikut

Dari kutipan di atas, dapat dilihat bahwa Majelis P engaw as W ilay ah  

Notaris Nom or : 01 /L M /I I I /2006 tanggal 22 M aret 2006 m en c a tu m k an  2 

( dua ) pucuk Surat Laporan TERBANDING, m asing-m asing  S u ra t  N o. 

385/OCK.III/2005 tertanggal 10 M aret 2005 d an  S u ra t N o. 

1355/OCK .VII/2005 tertanggal 26 Juli 2005 pada  h a lam an  2 P u tu sa n  

tentang Pokok Permasalahan. Dengan dem ikian, PEM B A N D IN G  

terbukti telah berusaha memanipulasi fakta dalam  P u tu san  d e n g a n  cara
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t idak m encantum kan  kutipan secara keseluruhan demi tujuannya 

m encapai kesim pulan bahwa Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris 

N o m o r  : 01/L M /II1 /2006 tanggal 22 Maret 2006 keliru karena tidak 

d id asa rk an  pada Surat No. 1355/OCK.VI1/2005 tertanggal 26 Juli 2005 

y a n g  m erupakan  dasar Pemeriksaan 6 Oktober 2005.

c. Majelis Pengaw as Wilayah Notaris tidak pernah menyatakan bahwa 

p u tu s a n  hanya d idasarkan  pada laporan TERBANDING tanggal 10 

M are t 2005 tetapi dalam  Pertimbangan Hukum nya Majelis menyatakan 

b ah w a  pu tu san  yang  diambil didasarkan pada:

• M aksud  dan  tujuan TERBANDING sebagai PELAPOR, yang 

te rm ak tub  dalam  Surat No. 3 8 5 /OCK.II1/2005 tertanggal 10 Maret

2005 dan  sura t No. 1355/OCK.V II/2005 tertanggal 26 Juli 2005, 

d im an a  keduanya  dicantum kan keberadaannya pada halaman 2 

P u tu san  tentang Pokok Permasalahan.

• Klarifikasi PEMBANDING sebagai TERLAPOR yang dijelaskan pada 

ha lam an  11 P u tusan  tentang Pertimbangan Hukum.

• H asil rapa t-rapat Tim Pemeriksa.

• L aporan  hasil pem eriksaan  oleh Tim Pemeriksa.

• Pasal-pasal dari Pera turan  Jabatan Notaris S. 1860-3 dan Undang- 

u n d a n g  N om or 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta 

k e ten tu an  h u k u m  lainnya yang bersangkutan.

D engan  dem ikian  kesim pulan  PEMBANDING pada halam an 3 M emori 

B and ing  PEM BANDING yang m enyatakan pu tusan  d idasarkan  pada  

la p o ra n  T erbanding  tertanggal 26 Juli 2006 adalah salah karena terang- 

te ra n g an  pada  ha lam an  11-12 Putusan, Majelis m enyatakan  bahw a

43
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Putusan diambil dengan mempertimbangkan banyak hal seperti yan g  

telah diuraikan TERBANDING di atas.

2. Alasan Banding pada halaman 3 - 4  angka 8 - 9  M em ori B anding  

PEMBANDING yang m enyatakan:

"...Faktanya Pembanding tidak pernah mengetahui apa yang menjadi keinginan 

Terbanding selaku Pelapor, apakah mengenai hal-hal yang berhubungan ilengnn 

pasal 21 ayat (2) atau pasal 21 ayat (3) PERMEN serta apa yang mmjadi dasar 

laporannya tersebut mengingat Pembanding tidak pernah memperoleh tembusan 

surat laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah atau informasi

Pasal 74 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2004 ten tang  Jabatan  N o taris  

yang berbunyi : " Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam 

sidang Majelis Pengawas Wilayah" sebagai dasar hukum  h a ru s  d ib e rik a n  

tembusan surat laporan yang dikirimkan TERBANDING k ep ad a  

PEMBANDING.

Bahwa Pasal 74 ayat (2) m aupun Penjelasannya sam a sek a li t id a k  

m enyatakan kew aiiban bagi M ajelis Pengawas W ilayah  N o ta ris  u n tu k  

m em berikan  salinan Surat Laporan yang d ik irim k an  T E R B A N D IN G  

kepada PEMBANDING untuk pembelaan diri PEM BAN DING sebagai 

TERLAPOR.

Bahwa hak PEMBANDING untuk membela diri dalam  p em erik saan  s id an g  

Majelis Pengawas Wilayah telah digunakan oleh PEM BAN DIN G  d a lam  

Pemeriksaan terhadap dirinya oleh Majelis Pem eriksa P en g aw as W ilayah  

Notaris DKI Jakarta pada tanggal 06 O ktober 2005 y an g  m em b erik a n

lainnya."

Bahwa untuk mencapai kesimpulan tersebut, PEM BANDING m en g aju k an
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k e s e m p a ta n  bagi PE M B A N D IN G  un tuk  m engungkapkan  keterangan-

k e te r a n g a n  d a n  bukti-bukti y a n g  dimilikinya.

D e n g a n  d em ik ian ,  dalil PEM B A N D IN G  yang m enyatakan  bahwa dia tidak 

m e m p e r o le h  k e sem p a tan  m e lak u k an  pem belaan diri sehubungan  d engan  

S u r a t  L a p o ra n  TERBA N D IN G  adalah  keliru karena ia telah m enggunakan  

h a k  p e m b e la a n  d ir inya  m elalui pem eriksaan tanggal 06 O ktober 2005 

m a u p u n  pen je lasan-pen je lasan  y a n g  d ilakukan melalui su ra t  kepada  Majelis 

P e n g a w a s  W ilayah  N o ta r is  DKI Jakarta.

3. A la s a n  B an d in g  y an g  d ia jukan  PEM BANDING dalam  Memori Bandingnya 

h a la m a n  4 a n g k a  13-14 y ang  m en y a tak an  :

"B a h w a  pada  tanggal 16 O ktober 2003 Ketua Pengadilan N egeri Jakarta Barat 

m e m b a h a s  su ra t dari P E M B A N D IN G  m elalui sura tnya  N om or  

W 7 .D b .H k .04 .10 .4119 /2003  ya n g  m enjelaskan bahwa tindakan P E M B A N D IN G  

y a n g  tidak  m em berikan  akta-akta ya n g  d im in ta  oleh T E R B A N D IN G  telah sesuai 

d e n g a n  P era tu ran  Jabatan N o taris  di Indonesia, serta tidak melanggar Kaidah dan 

N o r m a  P rofesi N o ta ris" .

S e la n ju tn y a  PE M B A N D IN G  m en g em u k ak an  dalil pada ha lam an  5 yang 

m e n y a ta k a n  bahw a:

"D e n g a n  d em ik ian  kep u tu sa n  M ajelis  Pengawas W ilayah jelas bertentangan dengan  

s u r a t dari K etua  P engadilan N egeri Jakarta Barat selaku Pengawas N otaris . . . "  

B ah w a  t in d a k a n  PEM BA N D IN G  dengan  m engajukan  su ra t  kepada  

P e n g a d i la n  N egeri Jakarta  Barat agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat 

m e m b e r ik a n  pen ila ian  atas tindakan  m enolak  m em berikan  Akta terkait 

ek se k u s i  g a d a i  saham  milik BECKKETT adalah  suatu  tindakan  yang  tidak 

tepat ,  ka ren a  sebaga im ana  d im ak su d  dalam  buku " H u k u m  Notaris
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Indonesia Suatu Penjelasan" karena R. Soegondo Notodisoerdjo , Edisi I, 

Cetakan Kedua, halaman 195, dikutip sebagai berikut : B ahw a d a la m  h a l  

ada  keragu-raguan Notaris dalam m em berikan sa lin an  a tau  k u t ip a n ,  

seba iknya  m inta  suatu keputusan  (beschikki?ig) kepada  P e n g ad ilan ,  b u k a n  

m o h o n  suatu  pengarahan terhadap tindakan yang telah d i la k u k a n  N o ta r is .  

Bahwa surat PEMBANDING kepada Pengadilan Negeri Jakarta  Barat secara  

jelas dan  faktual telah mengarahkan sedemikian rupa -  d an  fak tua l ju g a  

telah berpihak -  menem patkan BECKKETT, sebagai b u k an  p ih ak  y a n g  

berkepentingan langsung dimana PEMBANDING secara jelas m e n g a r a h k a n  

dan  m enem patkan pihak yang berkepentingan langsung ad a lah  :

1. DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT;

2. PT. MULHEND1 SENTOSA ABADI;

3. PT. AKABILURU;

4. PT. DIANLIA SETYAMUKTI.

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sepatutnya alasan y an g  d ik e m u k a k a n  

PEMBANDING dalam halaman 4 dan halaman 5 angka 16 M em o ri  B an d in g  

ditolak.

Alasan Banding yang diajukan PEMBANDING dalam  M em o ri B a n d in g n y a  

halam an 5 angka 15 yang menyatakan:

"Bahwa terhadap pokok persoalan yang diajukan TE RBAN D IN G  telah d ip c n k s a  

dan diputuskan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat selaku  P e n g a w a s  

N otaris berdasarkan Keputusan Bersama Ketua M ahkninah A g u n g  dan M e n te r i  

Kelmkitnan Republik Indonesia Nom or KMA/006/SKB/VII/1987 te n ta n g  T a la  Cara  

Pengawasan , Penindakan dan Pembelaan D iri Notaris, ya itu  m e la lu i s u r a tn y a  

N o m o r W 7.D b.H k.04 .10 .4U 9/2003 tertanggal 16 Oktober 2 0 0 3 .'
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A d a p u n  a la san -a la san  p en y an g g ah an  dari TERBANDING terhadap  alasan

te r s e b u t  d i a tas  ad a la h  sebagai b e r ik u t :

a. B ah w a  y a n g  d im a k su d  d en g an  asas nebis in idem adalah  Pengadilan  

t id a k  bo leh  m e m u tu s  hal yang  sama. Bahwa laporan diajukan 

T E R B A N D IN G  tidak nebis in idem  karena Majelis Pengaw as W ilayah 

N o ta r is  DKI Jakarta  b u k a n  lem baga  yudisial, m elainkan m erupakan  

le m b a g a  y a n g  d ib e n tu k  melalui UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

N o ta r i s  u n tu k  m em eriksa  pe langgaran  kode etik notaris atau 

p e la n g g a r a n  pe lak san aan  jabatan Notaris. Selain itu, Pengadilan  Negeri 

J a k a r ta  Barat juga  tidak m en erap k an  kew enangannya sebagai lembaga 

y u d is ia l  k a ren a  hal te rsebu t di atas d ikem ukakan  oleh Pengadilan Negeri 

J a k a r ta  Barat d a lam  su a tu  su ra t yang bukan m erupakan  Penetapan 

a t a u p u n  P u tu san .  D engan  dem ikian, Keputusan Majelis Pengawas 

N o ta r i s  DKI Jakarta  m a u p u n  Surat Jaw aban Pengadilan Negeri Jakarta 

B ara t  a tas  p e rn y a taa n  PEM BANDING tidak dapat digolongkan sebagai 

k e p u tu s a n  h u k u m  d a n  oleh karenanya asas Nebis in Idem  tidak berlaku.

b. B ah w a  p em er ik saan  Pengadilan  Negeri Jakarta Barat hanya d idasarkan  

p a d a  a ra h a n  m an ip u las i  fakta PEMBANDING yang sedem ikian  rupa  

b e r u s a h a  m e n e m p a tk a n  TERBANDING sebagai bukan  p ihak  yang 

b e rk e p e n t in a g n  langsung , an tara  lain dengan  kata-kata :

" . . . te la h  m enyerahkan  setiap dan se luruh  hak dan w ew enang yang  dim iliki 

sebagai p em eg a n g  saham  kepada penerim a g a d a i..."

".. .B ecke tl bukan  p ihak yang  berkepentingan langsung ."

B ah w a  p e rn y a ta a n  secara sepihak PEMBANDING telah secara nyata 

m e n g a r a h k a n  d a n  m em p en g aru h i Pengadilan  N egeri Jakarta Barat
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dalam menjawab suratnya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat 

tertanggal 25 September 2003. Bahwa pernyataan secara p ihak  

PEMBANDING telah mengesampingkan fakta bahwa D uetsche Bank 

hanyalah pihak pemegang gadai dan bukan pemilik saham  dan  bahw a 

TERBANDING adalah pemilik saham dan karenanya berkepentingan  

langsung atas saham-saham tersebut. Bahwa dengan dem ik ian , 

PEMBANDING telah menunjukkan sikap dan perilaku k eb e rp ih a k a n  

dan tidak m andiri karena menerbitkan akta-akta tersebut tanpa 

meminta izin kepada TERBANDING, selaku pem ilik saham .

c. Bahwa jawaban Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam  S ura t 

No.W7.Db.Hk.04.10.4119/2003 tertanggal 16 Oktober 2003 kepada  

PEMBANDING yang menyatakan bahwa tindakan PEMBANDING telah 

sesuai dengan Pasal 40 Peratutan Jabatan Notaris di Indonesia tidak  

didasarkan pada Penetapan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta N om or 

PTJ.KPT.01.2005 tanggal 25 Pebruari 2005, N om or PTJ.KPT.02.2005, 

Nomor PT7-KPT.03.2005 tanggal 25 Pebruari 2005 d an  N o m o r 

PT7-KPT.04.2005 tanggal 25 Pebruari 2005 yang m em batalkan 16 ( enam  

belas ) Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang m eru p ak an  

dasar PEMBANDING menjustifikasi penerbitan akta-akta notariil. O leh  

karena itu, pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Barat su d ah  tidak  

dapat diterima lagi karena tidak up-to-datc dengan bukti-bukti baru  yang  

bermunculan.

DALAM POKOK PERKARA

Alasan Banding yang diajukan PEMBANDING dalam  M emori B andingnya

pada halaman 5 angka 1 6 -1 8  yang mengatakan bahwa:
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" ...sudah menjadi kewajiban bagi PEMBANDING merahasiakan segala sesuatu 

mengenai akta yang dibuatnya berdasarkan ketentuan undang-undang dan karena 

terikat sumpah jabatan..."

B ahw a dalil yan g  dikem ukakan oleh PEMBANDING di atas m enyangkut 

d e n g a n  kew ajiban N otaris untuk m erahasiakan sesuatu mengenai akta yang 

d ib u a tn y a  ad alah  m enyangkut p ihak-pihak  yang tidak  berkepentingan 

la n g s u n g  ak a ta  tersebut.

B ahw a berdasarkan  Pasal 54 U ndang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang 

Jab a tan  N o taris  d isebutkan bahwa:

"Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, memberitahukan isi akta, 

grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan 

langsung pada akta, ahlim waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali 

ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan"

B erd asark an  Pasal 54 U ndang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

N o ta ris  tersebu t m aka terhadap TERBANDING dapat diberikan salinan akta 

k a ren a  TERBANDING, sebagai pemilik dan pemegang saham yang 

m en g g ad a ik an  seluruh  saham -saham  yang dimilikinya, dalam  hal ini 

m e ru p a k a n  o rang  yang berkepentingan langsung pada akta tersebut. 

B erd asark an  hal tersebut maka sepatum ya alasan yang dikem ukakan 

PEM BA N D IN G  pada angka 16 -1 8  Memori Banding ditolak.

A lasan  B anding yang diajukan PEMBANDING dalam  Memori Bandingnya 

p a d a  h a lam an  6 angka 20.

PEM BA N D IN G  m em berikan definisi "orang yang berkepentingan langsung 

p a d a  ak ta"  sebagaim ana yang dim aksud dalam  pasal 54 U ndang-undang 

N o. 30 T ahun  2004 tentang Jabatan Notaris, dihubungkan dengan
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definisi"pihak yang berkepentingan " yang diatur dalam penjelesan Pasal 

43 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang pada 

pokoknya mengatur hal yang berbeda. Pasal 43 U ndang-undang No. 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berada dalam sub-judul B entuk  d an  

Sifat Akta sedangkan Pasal 54 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris berada dalam sub-judul Grosse Akta, S a lin an  

Akta, dan Kutipan Akta. Dengan demikian, terlihat bahw a 

PEMBANDING berusaha membodohi Majelis Pengawas Pusat N otaris 

dengan memberikan definisi "pihak yang berkepentingan" dalam  pasal 54 

Undang-undang tentang Jabatan Notaris dengan penjelasan Pasal 43 

Undang-undang tentang Jabatan Notaris.

7. Alasan Banding yang diajukan PEMBANDING dalam  M em ori 

Bandingnya pada halaman 6 angka 21 yang menyatakan bahw a :

"Dengan demikian oleh karena TERBANDING tidak memenuhi syarat yang 

ditentukan oleh ketentuan hukum tentang "pihak yang berkepentinagan, "maka 

permintaan dari TERBANDING untuk menerbitkan atau memberikan salinan 

akta dan dalam kuasanya disebut boleh mengambil salinan Akta yang dibuat oleh 

PEMBANDING jelas dilarang oleh Undang-undang."

Bahwa TERBANDING adalah pihak yang berkepentingan dengan  se lu ru h  

akta-akta yang diminta oleh TERBANDING m asing-m asing No. 17 

sampai dengan No. 24, yang keseluruhannya tertanggal 15 Februari 2002, 

karena TERBANDING adalah pemilik dan pem egang saham  y an g  

m enggadaikan seluruh saham-saham yang dimilikinya, yakni sejum lah  

7.420 (tujuh ribu empat ratus dua puluh) saham yang m ew akili 74,2% 

(tujuh puluh empat koma dua persen) di dalam PT. Sw abara M ining &
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E n erg y ;  se lan ju tn y a  PT. Swabara Mining & Energy adalah pemilik dan 

p e m e g a n g  sah am  yang  m enggadaikan  seluruh  saham -saham  yang 

d im il ik in y a  yakn i sejum lah 6.499 (enam ribu em pat ra tus sembilan puluh  

s em b ilan )  s a h a m  yang  mewakili 99,95% (sembilan pu luh  sembilan koma 

s e m b i la n  p u lu h  lima persen) di dalam  PT. Asminco Bara Utama; 

s e la n ju tn y a  PT. Asm inco Bara Utama adalah pemilik dan  pem egang saham 

y a n g  m e n g g a d a ik a n  se lu ruh  saham -saham  yang dimilikinya yakni sejumlah 

20.320 (d u a  p u lu h  ribu tiga ra tus dua  puluh) saham  yang mewakili 40% 

(e m p a t  p u lu h  persen) d ida lam  PT. A daro Indonesia, dem ikian juga PT. 

A sm in co  Bara Utama adalah pemilik dan pem egang saham yang 

m e n g g a d a ik a n  se lu ruh  saham -saham  yang dimilikinya yakni sejumlah 

10.000 (s e p u lu h  ribu) saham  yang mewakili 40% (empat puluh persen) di 

d a la m  PT. Indonesia  Bulk term/»«»*.

B ahw a  b e rd a sa rk a n  fakta di atas, TERBANDING pemegang saham

tid a k  lan g su n g /te ra f i l ia s i  pada PT. Asminco Bara Utama, PT. Adaro 

In d o n e s ia  d a n  PT. Indonesia Bulk Terminal yang akibat hukum nya 

a d a la h  TERBA N D IN G  m erupakan  pihak yang berkepentingan langsung 

p a d a  ak ta -ak ta  No. 17 sampai 24 tertanggal 15 Februari 2002 yang 

d ib u a t  d a n  d ite rb itkan  oleh PEMBANDING.

B ahw a  sela in  itu, karena k edudukan  TERBANDING selaku pem egang 

s a h a m  itu lah  yang  m enyebabkan TERBANDING mau dan bersedia 

m e n g g a d a ik a n  kese lu ruhan  saham -saham nya untuk  kepentingan afiliasinya 

(an ak  p e ru sa h a a n  pada  derajat kedua, yaitu PT. Asminco Bara Utama) 

y a n g  te rika t p ad a  transaksi hu tang  piutang. Jika tidak ada hubungan  

k e p e m il ik a n  sah am  itu niscaya TERBANDING tidak m ungkin
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menggadaikan keseluruhan saham-saham miliknya dan m engijinkan anak  

perusahaan TERBANDING, yakni PT. Swabara Mining & Energy u n tu k  

juga menggadaikan seluruh saham-sahamnya kepada pem beri utang, 

demikian juga niscaya tidak mungkin mengijinkan direksi PT. Sw abara  

Mining & Energy yang diangkat berdasarkan RUPS yang  d ihad ir i  

TERBANDING untuk menggadaikan saham-saham milik PT. A sm inco  

Bara Utama yang ada di PT. Adaro Indonesia dan PT. Indonesia  Bulk 

Terminal.

Bahwa dengan mempunyai kepentingan langsung terhadap  k epem ilikan  

saham-saham pada anak perusahaannya, termasuk pada cucu d a n  cicit
r

perusahannya, maka tanpa perlu dibuktikan lebih lanjut lagi TE R BA N D IN G  

berhak mendapatkan seluruh akta yang berkaitan dengan akta berita  acara  

eksekusi gadai saham dan akta jual beli saham sehingga bukan  saja ak ta  

Nomor 21 dan 22 tertanggal 15 Februari 2002 tetapi TE R B A N D IN G  

juga berhak mendapatkan akta-akta masing-masing N om or 17, 18, 19, 20, 

23 dan akta Nomor 24 yang keseluruhannya tanggal 15 Februari  2002 

dan dibuat serta diterbitkan oleh PEMBANDING.

Bahwa PEMBANDING sebagai pihak yang diberi w ew enang  oleh u n d a n g -  

undang untuk membuat akta otentik, maka PEM BANDING h a ru s la h  

menyakini bahwa akta yang dibuatnya adalah berisi hal-hal y a n g  

m engandung kebenaran, tidak ada penyimpangan yang d i la k u k a n n y a  d a n  

tidak ada itikat yang tidak baik yang merugikan pihak lain d an  a tau  p ih a k  

yang berkepentingan dalam arti kata akta yang dibuat oleh PE M B A N D IN G  

tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
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B ahw a d e n g an  m eyakini A kta yang  d ibuat adalah  Akta yang m engandung 

k e b e n a ra n  d an  tidak  berten tangan dengan peraturan  yang berlaku, maka 

se h a ru sn y a  PEM BANDING tidak m enolak un tuk  m em berikan Akta 

te rse b u t k ep ad a  TERBANDING.

B ahw a tin d ak an  PEM BANDING yang m enolak untuk m em berikan salinan 

A k ta  k ep ad a  TERBANDING selaku orang yang berkepentingan langsung 

p a d a  A kta, m aka secara nytata dan  faktual PEMBANDING telah 

m e la n g g a r  Pasal 16 ay a t (1) bu tir "d" U ndang-undang N om or 30 Tahun 

2004 te n tan g  Jabatan  N otaris yang b e rb u n y i"

"Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkezoajiban:
✓

(2. . . .

b. ...

c. ...

d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini kecuali 

ada alasan untuk menolaknya;

e. dst..."

D alam  penjelasannya Pasal 16 ayat (1) butir"d" menegaskan:

"Yang dimaksud dengan "alasan untuk menolaknya" adalah alasan yang 

mengakibatkan notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau 

semendanya dengan Notaris atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak yang 

tidak tnempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain 

yang tidak diperbolehkan undang-undang".

M elihat pada  ketentuan U ndang-undang tersebut di atas, tidak ada alasan 

bagi PEMBANDING untuk menolak memberikan salinan akta-akta  

tersebut di atas kevada TERBANDING.
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8. Alasan Banding pada halaman 6 angka 22 M emori Banding 

PEMBANDING yang m enyatakan:

Bahwa pada awalnya Beckeit (TERBANDING) lelah menjadikan saham miliknya 

sebagai jaminan hutang berupa gadai saham dan menjadikan DEUTSCHE BANK  

AKTIENGESELLSCHAFT sebagai pemegang hak gadai. Sebagaimana telah

dinyatakan dalam akta gadai saham, DEUTSCHE______ BANK

AKTIENGESELLCHAFT selaku pemegang hak gadai dapat menjual seluruh atau 

sebagian saham tersebut, tanpa perlu suatu permintaan atau permohonan terlebih 

dahulu apabila debitur cidera janji. Dengan lain perkataan Pemegan? Gadai 

menjual dengan atas kekuasaan sendiri (Hak Pemegang Gadai untuk menjual 

barang gadai tanpa title ekselcutorial disebut PARATE EKSEKUSI). Pemegang 

gadai berdasarkan Parate Eksekusi menjual barang gadai seakan-akan seperti 

menjual baransmia sendiri. Penegang Gadai dengan hak tersebut mempunyai 

sarana pengambilan pelunasan yanz disederhanakan dan dipermudah."

Bahwa telah terjadi kesalahan prosedur dalam penerapan parate  eksekusi 

yang akan diuraikan di bawah ini:

a. Bahwa sebelum terjadi eksekusi saham, harus ada peryataan  gagal 

bayar terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan pengajuan som asi sep erti 

yang dipersyaratkan dalam Pasal 1238 KUHPerdata. D alam  hal ini, 

hal tersebut tidak dilakukan.

b. Bahwa sesuai prakteknya, seharusnya pihak Deutsche Bank m engajukan  

gugatan meminta bantuan pengadilan untuk m engeksekusi bila 

TERBANDING wanprestasi dan tidak m em aksakan pengajuan  

penetapan eksekusi gadai saham karena sifat dari kasus ini ad a lah  

sengketa.
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H al ini leb ih  lanjut dije laskan da lam  pertim bangan hukum  Penetapan 

P e n g a d i la n  Tinggi DKI Jakarta  N om or PTJ.KPT.01.2005, Nomor 

PTJ.KPT.02.2005, N o m o r  PTJ.KPT.03.2005, N om or PTJ.KPT.04.2005 

y a n g  k e se m u a n y a  tertanggal 25 Pebruari 2005 m em batalkan 16 

P e n e ta p a n  P en g ad ilan  N egeri Jakarta Selatan sebagai b e r ik u t : 

"M eninm bang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama 

perkara permohonan tersebut di atas (in casu permohonan Deutsche Bank 

terkait dengan ke-12 penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimaksud 

No. 332/Pd t. P/2001/PN. Jak.Sel. sampai dengan No.

343/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel, kesemuanya tanggal 11 Desember 2001 dan 

yang terknit dengan ke-4 ' Penetapan Negeri Jakarta Selatan dimaksud No. 

33/Pdt.P /2002/PN. Jak.Sel. sampai dengan No. 36/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel, 

kesemuanya tanggal 19 P ^b^/iri 2002) seOe/iamrs^ JvA-nn perkara 

v o lu n ta ir  te ta p i sccara je las ten n a su k  yerkara sengketa yang ada para 

p ih a k n y a  yang  sa lin ?  berkepentingan  ... sehingga seharusnya perkara 

t e r s e b u t  d ia ju k a n  da la m  ben tuk  perkara gugatan  ... 

c. B ahw a sesua i Pasal 1155 K U HPerdata dan prak tek-praktek  

k e b ia s a a n ,  objek gadai dijual melalui m ekanisme lelang di depan um um  

se d a n g k a n  da lam  kasus ini penjualan saham  dilakukan secara privat dan 

t id ak  m ela lu i lelang. Lelang ini d im aksudkan sebagai perlindungan 

te rh a d a p  d eb itu r  u n tuk  m endapa tkan  harga yang wajar, yang sama 

sekali t idak  d id ap a tk an  oleh TERBANDING pada kasus ini.

B erd asa rk an  u ra ian -u ra ian  tersebut di atas d apa t disim pulkan bahw a telah 

terjadi kesa lahan  p ro sed u r  da lam  penerapan  parate  eksekusi oleh Pihak

D eu tsche  Bank. O leh  karena  itu, parate eksekusi tidak dapat d iterapkan 

d a la m  kasus  ini.
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9. Alasan Banding pada halaman 7 - 8  angka 25 -  26 M emori Banding 

PEMBANDING yang menyatakan:

"...Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah ini diketahui oleh TERBANDING  

yang dalam laporannya tidak meminta hal-hal di luar pelanggaran kode etik 

Notaris, namun ternyata Majelis Pengawas Wilayah tidak memberikan teguran 

atau sanksi tapi justru memerintahkan Notaris untuk menyerahkan akta yang 

dibuatnya dan bahkan menciptakan suatu keadaan hukum baru dengan adanya amar 

putusan yang menyatakan TERBANDING sebagai Pihak dalam Akta."

Bahwa untuk mencapai kesimpulan di atas, salah satu dalil yang d iajukan  

oleh PEMBANDING adalah:

"..Bahwa laporan yang diafukan oleh TERBANDING/Pelapor ke Majelis 

Pengawas Wilayah adalah memohon supaya dilakukan pemeriksaan terhadap dan 

menyatakan Terlapor (PEMBANDING):

1. Melanggar Peraturan Jabatan Notaris ( S.1860-3 ) khususnya terhadap 

Sumpah/Janji Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pasal 17 dengan 

tidak menjalankan jabatan secara jujur; seksama, mandiri dan tidak berpihak 

dan Pasal 40 dengan tindakan menolak memberikan Akta kepada pihak yang 

berkepentingan atau dengan setelah berlakunya Undang-undang No. 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris, melanggar pasal 4, Pasal 16 huruf (1), dan 

Pasal 54;

2. Melanggar Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia khususnya Pasal 3 

mengenai Kewajiban yang harus dilaksanakan Notaris dan Pasal 4 

mengenai Larangan bagi Notaris.

Dengan meliltat dan membandingkan isi laporan dari TERBANDING dan 

putusan dari Majelis Pengawas Wilayah terlihat jelas bahwa isi Putusan Majelis
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Pengawas Wilayah melebihi dari apa yang dilaporkan dan diminta oleh

T E R B A N D IN G ."

B ah w a  sekali lagi, terbukti bahw a P E M B A N D IN G  berusaha  m enyesatkan 

M a je l i s  P e n g a w a s  P usa t N o ta r is  d e n g an  t id ak  m engu tip  keseluruhan 

p e r m in t a a n  P E M B A N D IN G  dalam  Laporannya kepada Majelis 

P e n g a w a s  W ila y ah  D K I Jakarta  Raya No. 385/OCK.III/2005 tertanggal 

10 M a re t  2005.

B ah w a  p a d a  k en y a taan n y a ,  setelah m encan tum kan  kedua hal tersebut di 

a tas ,  PE M B A N D IN G  juga m encan tum kan  kalimat tersebut di bawah ini: 

" A ta u  d a la m  h a l M a je lis  P engaw as W ila ya h  dan/atau Pengurus Pusat 

I k a ta n  N o ta r is  Indonesia  m em punya i pertimbangan lain, mohon 

p er tim b a n g a n  yang  sea d il-a d iln ya

B ah w a  ka lim at te rsebu t di atas m e ru p ak an  perw ujudan  asas ex aequo et bono, 

y a n g  m em b erik an  kewenangem bagi Majelis Pengcj ¿nada saat

i tu  u n tu k  m em b erik an  p u tu san  yang  berbeda yang dipikir adil oleh Majelis. 

O le h  ka rena  itu, Majelis Pengaw as Wilayah tidak melebihi wewenang 

d a la m  m em eriksa  p e n g a d u a n / la p o ra n  dan dalam  menjatuhkan putusan.

M ak a  b e rd asa rk an  uraian TERBANDING seperti tersebut di atas, mohon 

M ajelis P engaw as  Pusa t Notaris Daerah Khusus Jakarta yang memeriksa 

d a n  m en g ad i l i  pe rka ra  a quo tersebut memberikan putusan sebagai berikut:

1. M eno lak  p e rm o h o n a n  banding  dari PEMBANDING.

2. M em b a ta lk an  p u tu san  Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah 

K h u su s  Ibukota  Jakarta No. 0 1 /L M /III /2006  tanggal 22 Maret 2006.

3. M en y a ta k an  bahw a TERBANDING m erupakan pihak yang

b e rk ep en tin g an  langsung  atas akta sebagai berikut:
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a. A kta N om or 17, tangga 1 15 Pebruari 2002;

b. Akta N om or 18, tanggal 15 Pebruari 2002;

c. Akta N om or 19, tanggal 15 Pebruari 2002;

d. A kta N om or 20, tanggal 15 Pebruari 2002;

e. Akta N om or 21, tanggal 15 Pebruari 2002;

f. Akta N om or 22, tanggal 15 Pebruari 2002;

g. Akta Nom or 23, tanggal 15 Pebruari 2002;

h. Akta Nom or 24, tanggal 15 Pebruari 2002;

Dim ana akta-akta di atas dibuat dihadapan PEMBANDING.

4. M enyatakan bahwa pihak TERBANDING berhak un tuk  m e n d a p a tk a n  

salinan resmi atas akta-akta masing-masing nom or : 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23 dan akta Nom or 24 yang keseluruhannya tertanggal 15 P eb ru a ri

2002.

5. M enyatakan bahwa pihak PEMBANDING wajib m em berikan  sa lin an  

resmi atas akta-akta masing-masing nomor : 17,18, 19, 20, 21, 22, 23 d a n  

akta Nomor 24 yang keeluruhannya tertanggal 15 P ebruari 2002 

kepada TERBANDING.

6. M enjatuhkan sanksi kepada PEMBANDING sesuai d e n g a n  

kewenangan yang dimiliki Majelis berdasarkan peraturan d an  u n d an g - 

undang yang berlaku.

Atau dalam hal Majelis Pengawas Pusat N otaris m em p u n y a i 

pertim bangan lain, mohon pertimbangan yang seadil-adilnya.

M enimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pu tusan  ini, m aka 

segala sesuatu yang terjadi di dalam sidang dan dicatat dalam  berita acara
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sidang, d ianggap  telah dimasukkan dalam putusan ini serta merupakan bagian 

yan g  tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

M enim bang, bahwa Terlapor telah mengajukan banding atas putusan 

Majelis Pengaw as Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor 01 / LM/III/2006 tanggal 

22 M aret 2006;

M enim bang, bahwa putusan  Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI 

Jakarta  N o m o r  01 /L M /III /2006  tanggal 22 Maret 2006 diucapkan tanggal 22 

M aret 2006, tanpa kehadiran Terlapor;
r

M enim bang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri 

H u k u m  dan  H ak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 

T ah u n  2004 tentang Tata Cara P e n g a n g k a t?  Pemberhentian Anggota,

S u su n a n  Organisasi Tata kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas 

N o ta r is  m enyatakan  bahwa dalam hal putusan diucapkan tanpa kehadiran 

Terlapor, upaya hukum  banding atas putusan Majeiis Pengawas Wilayah 

N o ta r is  d inya takan  dalam  jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung 

sejak p u tu sa n  diterima;

M enim bang, bahwa putusan  Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI 

Jakarta  N o m o r  0 1 / L M /I I I /2006 tanggal 22 Maret 2006 diucapkan tanggal 22 

M are t  2006, tanpa kehad iran  Terlapor dan diterima oleh Terlapor tanggal 21 Juli 

2006, d a n  pernya taan  banding  diajukan tanggal 27 Juli 2006, sehingga sesuai 

d e n g a n  ke ten tuan  Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri tersebut, dan oleh 

k a re n a n y a  p e rm ohonan  banding Pem ohon harus dinyatakan dapat diterima 

d a n  selan ju tnya Majelis akan memeriksa perm ohonan banding;
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Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Jabatan Notaris, dan U ndang- 

U ndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Peraturan M enteri 

H ukum  dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 

Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian A nggota, 

Susunan Organisasi Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengaw as 

Notaris;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa keberatan-keberatan yang 

diajukan sekarang Pembanding dahulu Terlapor, Majelis Pemeriksa terlebih 

dahulu meneliti:

1. "apakah Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memeriksa dan  m em utus 

permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding atau tidak";

2. "apakah permohonan banding dari Pem banding/Terlapor dan  

Pembanding/Pelapor dapat diterima oleh Majelis Pemriksa Pusat;

3. apakah Majelis Pengawas Notaris mempunyai kew enangan un tuk  

menafsirkan 'pihak yang berkepentingan' sebagaimana d ia tu r dalam  

Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya atau  tidak;

4. apakah perbuatan Notaris "tidak memberikan salinan akta yang d ibuatnya" 

kepada Pelapor, merupakan pelanggaran lerhadap Kode Etik N otaris atau 

tidak;

5. "apakah amar putusan Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta yang  

menafsirkan 'pihak yang berkepentingan' dan memerintahkan TERLAPOR 

untuk memberikan salinan akta yang dibuatnya kepada PELAPOR telah 

melampaui kewenangan dimilikinya atau tidak";

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Majelis Pem eriksa Pusat 

untuk memeriksa permohonan banding Pemohon Banding, Majelis Pem eriksa
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P u sa t  b e r p e n d a p a t  b a h w a  b e rd asa rk an  kekuatan  hukum  Penetapan Ketua 

M ajelis  P e n g a w a s  P u sa t  N o m o r  M -02.M PPN.03.01 T ahun  2006, tugas Majelis 

P e m e r ik s a  P u s a t  a d a la h  m em erik sa  d an  m em u tu s  perm ohonan banding dari 

N o ta r i s  I lm ia w a n  D ekrit  S., SH te rh a d ap  Pu tusan  Majelis Pemeriksa Wilyah 

N o ta r i s  DKI Jak a r ta  tanggal 22 M aret 2006 N om or 01/ L M / 111/2006

b e r d a s a r k a n  U n d a n g - U n d a n g  N o m o r  30 T ah u n  2004 tentang Jabatan Notaris, 

P e r a tu r a n  M e n te r i  H u k u m  d a n  H ak  Asasi M anusia  Republik Indonesia Nomor 

M -02.PR .08 .10  T a h u n  2004 ten tang  Tata Cara Pengangkatan Anggota, 

P e m b e r h e n t i a n  A n g g o ta ,  S u su n a n  O rganisasi, Tata Kerja dan  Tata Cara 

P e m e r ik s a n  M ajelis  P e n g a w as  N otaris  d an  pem eriksaan masih dalam  lingkup 

p e l a n g g a r a n  p e la k sa n a a n  jabatan  Klotaris d an  pelanggaran Kode Etik Notaris, 

m a k a  M aje lis  P em erik sa  P u sa t N otaris  b e rw enang  memeriksa dan  mengambil 

k e p u t u s a n  p e rm o h o n a n  ban d in g

M en im b a n g ,  bahw a  m engenai ¿apakah p e r m o h o n a n  banding  telah 

d ia ju k a n  m e n u r u t  cara d a n  dalam  tenggang waktu yang ditentukan, Majelis 

P e m e r ik s a  b e rp e n d a p a t  bahw a  karena pengajuan banding dilakukan dalam 

t e n g g a n g  w a k tu  7 (tujuh) hari sebagaim ana diatur pada Pasal 33 ayat (3) 

P e r a tu r a n  M en te r i  H u k u m  dan  Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nom or 

M -02.PR.08.10 T a h u n  2004 m aka sudah  sepatutnya perm ohonan banding 

P e m b a n d in g  d in y a ta k an  d a p a t  diterima;

M en im b an g ,  bahw a kepada TERLAPOR tidak pernah disam paikan 

la p o r a n  PE L A PO R  seh ingga TERLAPOR tidak mengetahui atas tuduhan  

p e la n g g a r a n  ap a  ia d iperiksa  Majelis Pemeriksa Wilayah yang mengakibatkan 

T E R L A P O R  k eh ilangan  k esem patan  un tuk  melakukan pembelaan diri dalam 

p ro s e s  p e m er ik sa a n  d ih a d a p a n  Majelis Pemeriksa Wilayah DKI Jakarta;
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M engenai hal ini Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat b ah w a  d a la m  

pem eriksaan  terhadap TERLAPOR Pasal 74 ayat (2) U n d ang-U ndang  N o m o r  

30 T ahun  2004 yang m enyatakan bahwa Notaris berhak u n tu k  m em b ela  d ir i  

d a lam  sidang pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah belum  secara  p a tu t  

d ilaksanakan oleh Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta;

M enimbang, bahwa laporan PELAPOR pada in tinya m e n y a ta k a n  

bahw a TERLAPOR telah melanggar Pasal 17 Peraturan Jabatan N o ta ris  y a itu  

tidak menjalankan jabatan secara jujur, seksama, m andiri d an  tid ak  b e rp ih a k  

d an  Pasal 40 Peraturan Jabatan Notaris (S. 1860 -3) karena m enolak  m e m b e rik a n  

salinan akta kepada pihak yang berkepentingan (BECKKETT) a tau  m e la n g g a r
*

Pasal 4, Pasal 16 huruf (a) dan Pasal 54 Undang-Undang N om or 30 T a h u n  2004 

tentang Jabatan Notaris dan melanggar Kode Etik ikatan N otaris In d o n e s ia  

khususnya Pasal 3 mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan N o ta ris  d a n  

Pasal 4 mengenai larangan Notaris. Apakah menolak m em berikan sa lin an  ak ta  

dapat ditafsirkan telah melanggar pelaksanaan sum pah/jan ji jabatan  d a n  k o d e  

etik Notaris Majelis Pemeriksa Pusat mempertim bangkan bahw a TERLA PO R 

tidak memberikan salinan akta kepada PELAPOR (BECKKETT) karen a  a d a n y a  

kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan segala inform asi yang  d ip e ro le h  

oleh Notaris guna pembuatan akta, sebagaimana d iatur pada Pasal 16 a y a t (1) 

huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan N otaris, d a n  

karenanya Majelis Pemeriksa Pusat tidak m enem ukan h u b u n g an  la n g su n g  

antara perbuatan tidak memberikan salinan akta yang d ibuatnya d e n g a n  

pelanggaran kode etik Notaris sebagaimana dikem ukakan PELAPOR d a lam  

laporannya;
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M enim bang , bahwa PELAPOR menyampaikan tuduhan pelanggaran 

te rh ad ap  ke ten tuan  Pasal 4, Pasal 16 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 54 Undang- 

U n d an g  N o m o r  30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan pelanggaran 

te rh a d ap  K ode Etik Notaris dan meminta agar TERLPOR dijatuhi sanksi 

p e m b erh en tian  dengan  tidak horm at sebagaimana dalam laporannya. 

K e ten tu an  Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi M anusia  Republik Indonesia Nomor M-02.PR.08.10 Tahun 2004, 

M en y a tak an  bahw a daJam hal laporan tidak dapat dibuktikan, maka Majelis 

Pem eriksa  W ilayah  m engucapkan  pu tusan  yang menyatakan laporan ditolak 

d a n  TERLAPOR d irehabilitasi nama baiknya dan dalam haJ laporan dapat 

d ib u k tik an ,  m aka TERLAPOR dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat 

p e lan g g a ran  y a n g  dilakukan. Terhadap Upot-nn Majelis Pengawas

W Uayah DKI J a k a r ta  telah m e n j a t u h k a n  p u t u s a n  denga/i ¿unarya n g  tidak se su a i  

d e n g a n  perm in taan  dalam  laporan atau dan keluar dari lingkup kewenangan 

y a n g  dimiliki Majelis Pengawas Notaris sebagaimana diatur dalam Undang- 

U n d a n g  N o m o r  30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu dengan amar 

p u tu s a n  sebagai berikut:

1- M en y a tak an  Pelapor m erupakan pihak dalam ak ta /p ih ak  yang 

be rkepen tingan  langsung dalam Akta Nomor 21, tanggal 15 Pebruari 2002 

d a n  Akta  N om or 22, tangal 15 Pebruari 2002 yang kedua akta tersebut 

d ib u a t  d ih a d a p a n /o le h  Terlapor. Sedang terhadap akta-akta yang lain 

sebagai berikut:

a. Akta N o m o r  17, tanggal 15 Pebruari 2002;

b. Akta N o m o r  18, tanggal 15 Pebruari 2002;

c. A kta  N o m o r  19, tanggal 15 Pebruari 2002;
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d. A kta N om or 20, tanggal 15 Pebruari 2002;

e. A kta N om or 23, tanggal 15 Pebruari 2002;

f. A kta N om or 24, tanggal 15 Pebruari 2002;

Pelapor bukan pihak dalam akta.

2. Terlapor dapat mengeluarkan Salinan Akta Berita Acara Eksekusi G ad a i 

Saham  dan  Akta Jual Beli saham tersebut kepada Pelapor yaitu  A kta N o m o r  

21, tanggal 15 Pebruari 2002 dan Akta Nomor 22, tanggal 15 P eb ruari 2002 

yang kedua akta tersebut dibuat o leh /d ihadapan Terlapor sesuai k e te n tu a n  

Pasal 54 U ndang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan N otaris. 

Terhadap am ar putusan Majelis Pengawas W ilayah DKI Jakarta  N o m o r
y»

01/L M /I I I /2006 tanggal 22 Maret 2006 tersebut Majelis Pem eriksa P u sa t 

berpendapat bahwa penafsiran terhadap norma hukum  in casu ' p ihak  y a n g  

berkepentingan' berada di luar kewenangan Majelis Pengaw as N otaris. 

Oleh karenanya putusan Majelis Pengawas W ilayah DKI te rsebu t h a ru s  

dibatalkan karena telah melampaui kewenangannya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan m em pertim bangkan lap o ran , 

Berita Acara Sidang, Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah, perm ohonan  b an d in g , 

m em ori banding Pem banding/Terlapor, m em ori b an d in g  

Pem banding/Pelapor, kontra memori banding Terbanding T erlap o r d a n  

Terbanding Pelapor Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat bahw a P u tu sa n  

Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta Nomor 01 /L M /III/2006  tanggal 22 

M aret 2006 telah mememberikan putusan lain dari yang d im in ta  P e lap o r 

sehingga berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, Majelis Pem eriksa P u sa t 

m enyatakan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta N om or: 

01/L M /I I I /2006, tertanggal 22 Maret 2006, harus dibatalkan;
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M e n im b an g ,  bah w a  karena pu tusan  Majelis Pengawas Wilayah DKI 

J ak a r ta  N o m o r  0 1 /L M /I I I /2 0 0 6  tanggal 22 Maret 2006 harus dibatalkan maka 

M ajelis P e m e r ik sa  P u sa t  be rp en d ap a t  bahwa pemeriksaan permohonan banding 

P E M B A N D IN G  y a n g  m eny an g k u t keberatan yang lain tidak perlu 

d ip e r t im b a n g k a n  lagi;

M e m p e rh a t ik a n  pasal-pasal da lam  Peraturan  Jabatan Notaris, Undang- 

U n d a n g  N o m o r  30 T ahun  2004 ten tang  Jabatan Notaris, dan Peraturan Menteri 

H u k u m  d a n  H ak  Asasi M anusia Republik Indonesia N om or M-02.PR.08.10 

T a h u n  2004 ten tan g  Tata Cara P engangkatan  Anggota, Pemberhentian Anggota, 

S u s u n a n  O rgan isas i ,  Tata Kerja dan  Tata Cara Pemeriksan Majelis Pengawas 

Notaris.

M E M U T U S K A N :

^ " M a j e l i s  P e n g a w a s  i u n t u k  m e m e r i k s a  p e r m o h o n a n  b a n d in g

d a r i  P e m b a n d in g /T e r la p o r  dan Pem banding/Pelapor;

2- M e n y a ta k a n  p e r m o h o n a n  b a n d i n g  dari P e m b a n d i n g / T e r l a p o r  d a n

P e m b a n d in g /P e la p o r  dapa t diterima;

3. M e n y a ta k a n  folajelis Pengawas Notaris tidak bci'wenang untuk menafsirkan 

"p ihak  y a n g  berkepentingan ' daJam Undang-U ndang N om or 30 Tahun 2004 

te n ta n g  Jab a tan  Notaris;

4- M e m b a ta lk a n  P u tu san  Majelis Pengaw as Wilayah Notaris DKI Jakarta 

tan g g a l  22 M aret 2006 N om or 0 1 /L M /III /2006  dan  selanjutnya 

m e m u tu s k a n  sendiri perm ohonan  P em b and ing /T erlapo r  dan 

P e m b a n d in g /P e la p o r ;

5. M ajelis Pem eriksa  Pusa t Notaris sependapat dengan  sura t Pengadilan  

N egeri  Jakarta  Barat N om or: W7.Db.Hk.04.10.4119/2003, tanggal 16 O ktober
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2003, sebagai lem baga yang  berw enang u n tu k  m elak u k an  p en g aw asan  

te rh ad ap  N otaris sebelum  berlakunya U ndang-U ndang  N o m o r 30 T a h u n

2004 ten tan g  Jabatan  N otaris;

D em ikian  d ip u tu sk an  dalam  rap a t m usyaw arah  M ajelis P em eriksa P u sa t

N o taris  p ad a  hari Jum 'at, tanggal 10 N ovem ber 2006, yang  te rd iri a tas Drs. 

Soegeng  Santoso, SH., MH. sebagai Ketua, Prof. H ikm ahan to  Juw ana, SH., 

LL.M., Ph.D. d an  Z u lkarnain  Yunus, SH., M H., m asing-m asing  sebagai 

A nggota. P u tu san  ini d iucapkan dalam  sidang  yang terbuka u n tu k  u m u m  p a d a  

h ari Ju m 'a t, tanggal 18 N ovem ber 2006 oleh Majelis Pem eriksa tersebut, d ib an tu  

o leh  D rs. S upam o, SH., MH., sebagai Sekretaris Majelis, yang  d ih ad iri o leh
r

P em b an d in g /T e rlap o r d an  Kuasa T e r b a n d i n g / Pelapor.

Z ulkarnain  Y unus, SH., M H.

Sekretaris S idang
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